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Exordium 1: Menggugat Normativitas  

Ilmu2 memiliki peran yang sangat besar (vital) dalam 

perkembangan masyarakat3. Setidaknya ada tiga hal, yakni: 

                                                           
¦
 Tulisan ini merupakan penggalan ide yang tertuang secara lebih utuh dalam 

laporan penelitian berjudul Apolitical Politics: Kajian Ilmu dan Kekuasaan 

(2012), yang dikerjakan penulis.  
©
 Peneliti PPKK, Fisipol, Universitas Gadjah Mada. 

1
 Exordium berasal dari Bahasa Latin yakni exordiri atau permulaan, dalam 

bahasa Inggris secara spesifik kata ini diartikan sebagai suatu permulaan 

dari diskursus (Concise Oxford English Dictionary, 2004, dalam Juru, 

2012). 
2
 Secara sederhana ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses 

tertentu  yang dinamakan metode keilmuan. Metode inilah yang 

membedakan ilmu dengan buah pikiran lainnya. Contoh sederhana, kajian 

ñilmu politikò atau ñpolitik sebagai ilmuò berbeda dengan kajian 

ñpemikiran politikò. Simak: Qadir [ed (1988)], Peursen (1985), Keraf & 

Dua (2001).   
3
 Salah satu filsuf sosial besar yang menulis mengenai peran vital ilmu dalam 

perkembangan masyarakat adalah Bertrand Russerl, berasal dari Inggris, 

penerima nobel satra tahun 1950. Judul bukunya yaitu Impact of Science on 
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merumuskan idealita-normatifistik yang menjadi pegangan hidup, 

menganalisis permasalahan sosial, mencari jalan keluar (solusi) 

atas permasalahan yang terjadi tersebut, serta melakukan prediksi-

prediksi/ramalan (futuristik) atas berbagai kemungkinan yang 

akan terjadi.4 Namun di sisi lain, sifat ilmu yang hegemonik 

kemudian membuat dirinya menjadi strategis dan menghadirkan 

peluang-peluang kooptasi sebagai alat pengejaran kepentingan 

(ekonomi-ÐÏÌÉÔÉËɊȢ 0ÁÄÁ ÔÉÔÉË ÉÎÉ ÔÅÓÉÓ ȬÂÅËÅÒÊÁÎÙÁ ÒÅÌÁÓÉ ÁÎÔÁÒÁ ÉÌÍÕ 

ÄÁÎ ËÕÁÓÁȭ5 maupun postulat yang dihasilkan Foucault mengenai 

                                                                                                                               
Society, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia: Dampak Ilmu 

Pengetahuan atas Masyarakat (Russerl, 1992). Russerl menjelaskan bahwa 

ilmu telah menyebabkan akselerasi evolusi sosial. Tak selalu 

menguntungkan namun juga dilematis. Seperti pada kasus perlombaan 

persenjataan maupun pengembangan nuklir, serta justifikasi ilmiah bagi 

tindakan anti kemanusiaan yang dilakukan sebuah rezim. 
4
 Pendapat peneliti yang didasar-sarikan dari kumpulan tulisan (bunga rampai) 

mengenai (hakikat) ilmu dalam buku, Suriasumantri [(ed), 2006]. Versi 

yang lain, Kleden (1987: xvi) berpandangan bahwa dalam hubungan 

dengan masyarakat yang hendak dijelaskannya, ilmu-ilmu sosial dapat 

memainkan tiga jenis peranman utama, yaitu sebagai legitimasi sosial, 

sebagai rekayasa sosial, dan sebagai kritik sosial. 
5
 Dalam bahasa yang lain, Jurgen Habermas menggunakan terminologi 

ókepentinganô untuk menjelaskan maksud terselubung di balik operasi 

(ilmu) pengetahuan. Ia memperkenalkan epistemologi baru hubungan 

antara  Erkenntnis und Interesse (pengetahuan dan kepentingan) dalam tiga 

karyanya: Erkenntniss un Interesse (1973), Technik und Wissenshacft als 

óIdeologieô (1981), Theorie und Praxis (1978). Menururt Kleden (1987: 

xvi), ada dua tesis dasar yang dikemukan Habermas, pertama, setiap jenis 

(ilmu) pengetahuan telah lahir dari dorongan jenis kepentingan tertentu. 

Kedua, hubungan dengan jenis kepentingan yang mendorongnya bersifat 

niscaya. Pembicaraan menyangkut keterkaitan óilmuô dengan ókuasaô, dan 

ókepentinganô, karenanya kemudian tak dapat dilepaskan pula dari 

perdebatan soal ónilaiô (value/werte) di dalamnya. Apakah ilmu bebas nilai 

(wertfreiheit) atau justru sebaliknya? Dirk Huelst, sebagaimana diringkas 
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ȬËÕÁÓÁ ÉÌÍÕȭ6 perlu kita pahami untuk dapat melihat dua wajah ilmu 

secara jernih ɀyakni wajah politisnya.  

Walaupun disadari urgensinya yang tinggi, hingga kini 

kajian yang mengupas (pengembangan) ilmu sebagai objek kaji 

masih jarang dilakukan terlebih dengan kaca mata ilmu politik. 

Kalau toh ada, pembedahan ilmu condong dilakukan pada dimensi 

ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang bercorak filsafati dalam 

kerangka filsafat ilmu. Di luar itu ada pula sosiologi pengetahuan 

[wissenssoziologi (ala Manheim, 1936)] maupun sejarah 

perkembangan ilmu. Yang disebut belakangan relative dominan. 

Sejauh pelacakan penulis, kajian terpublikasi kebanyakan 

dilangsungkan pada pertengahan era Orde Baru. Atau pada tahun 

1980an. Setelah itu kontinuitas kajian serupa bisa dikatakan 

tersendat. Sejumlah karya yang dimaksud di antaranya: Alfian 

(1979), Taufik (1979), Budiarjo dan Rauf (1983), Priyono [(ed), 

1984], Alfian dan Mukmin [(ed), 1985], serta Soeroso (1986), , 

Kleden (1987), Malo [(ed), 1989], Nordholt dan Visser [(ed), 1997], 

Hadiz dan Dhakidae [(ed), 2006], Samuel (2010), Alatas (2010), 

                                                                                                                               
Kleden (1987: xvii), menulis dalam bukunya, Kritischer Rationalismus: 

Eine Zeitgemaesse Philosophie? (1977), kalau masalah nilai dalam ilmu 

pengetahuan umumnya, dan dalam ilmu sosial khususnya, secara sederhana 

terdiri dari tiga lapis persoalan berbeda, yaitu: nilai sebagai basis bagi 

asumsi dan teori ilmu, ilmplikasi nilai dari penerapan ilmu, dan penilaian 

sebagai tindakan ilmiah. Pun, ada erat kaitannya pula dengan ketegangan 

dua kubu pembela óobjektivitasô di satu sisi dengan ósubjektivitasô di sisi 

lain. Diantara kerumunan ilmuan yang melibatkan diri dalam konflik 

ilmiah itu, berikut adalah beberapa yang menonjol (tanpa mengecilkan 

yang lain): Fritjof Capra, Jurgen Habermas, Karl Mannheim, Karl R 

Popper, Paul Ricoeur, Thomas Khun. 
6
 Merupakan poin penting dalam, Foucault (1979); ____ (1997); ____ (2002); 

_____ (2002). 
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juga Santoso (2012) 7. Objek kajinya kebanyakan adalah kurikulum, 

publikasi ilmiah, dan kegiatan-kegiatan penelitian. 

Karakteristiknya lebih bersifat deskriptif, dengan bobot analitik 

yang cenderung rendah ɀsebatas kumpulan data laiknya tulisan 

sejarah naratif. Perkembangan ilmu disampaikan tanpa kata tanya 

ȰÍÅÎÇÁÐÁȱ ÄÁÎ ȰÂÁÇÁÉÍÁÎÁȱȢ Ia lebih mengurai detil informasi atas 

ÒÅÎÔÅÔÁÎ ËÅÊÁÄÉÁÎ ÍÅÎÙÁÎÇËÕÔ ȰÁÐÁȱȟ ȰÓÉÁÐÁȱȟ ȰËÁÐÁÎȱȟ dan 

ȰÄÉÍÁÎÁȱ ÐÅÎÇÅÍÂÁÎÇÁÎ ÉÌÍÕ ÄÉÌÁËÕËÁÎȢ !ÎÔÁÒÁ ËÁÊÉÁÎ ÙÁÎÇ ÓÁÔÕ 

dengan kajian yang lain bersifat saling melengkapi dan 

mengakumulasi. Sehingga kemudian teks-teks yang berkembang 

relatif seragam dalam hal perspektif. Ia lebih berperan sebagai 

peneguh wacana daripada kritik. Hal tersebut menjadi lumrah 

dipahami, bila kita menautkannya dengan corak rezim orde baru 

yang otoritarian-monolitik .8 

                                                           
7
 Kajian yang terkait relasi ilmu dan kuasa kebanyakan dilakukan dengan 

fokus kaji cendekiawan atau kaum intelektual. Beberapa diantara yang 

terpenting adalah sebagai berikut: Hartoko (1981), Mahasin dan Nashir 

[(ed), 1984], Rahardjo (1993), Ali-Fauzi [(ed), 1995], Priyono [(ed), 1996], 

Sparingga (1997), Federspiel (1997), Malarangeng (2002), Dhakidae 

(2003), Sunardi (2005), Latif (2005), Burhanudin (2012), dan Nugroho 

(2012). Tulisan-tulisan mengenai ekonomi-politik pendidikan tinggi 

(universitas) hampir seluruhnya berupa artikel, makalah, chapter/sub-bab 

dalam buku atau kompilasi bunga rampai ïmisalnya Irianto (2012). Belum 

ada yang utuh dan sistematik. Perlu disampaikan pula, kajian yang 

dimaksud peneliti juga tidaklah mencakup kajian ópemikiranô seperti, Feith 

and Castles [(eds), 1970], Bouchier (1996), atau model yang lain misalnya 

Ibrahim (2004); pun bukan kajian biografi, menyebut beberapa diantaranya 

Adams (1966), Poeze (1988), pun Noor (1990). 

8
 Pada era tersebut ñstabilitasò menjadi salah satu kata keramat. Jika muncul 

ide-buah pikiran yang menyempal, maka eufimisasi adalah strategi praktis 

pengemasannya. Simak bahasan soal ókritikô serta óbahasa dan kekuasaanô,  

dalam buku MD, dkk [(ed), 1999]; pun, Latif dan Ibrahim [(ed), 1996]. 
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Filsafat ilmu, sosiologi pengetahuan, maupun sejarah 

perkembangan ilmu sendiri bila kita bedah memiliki satu 

kemirip an, yakni: mengeksplorasi ilmu cenderung dari satu 

dimensi; ilmu sebagai teks an sich. Pendekatan yang mengelaborasi 

subjek/objek, teks, dan konteks secara holistic untuk membaca 

ilmu belum banyak dijumpai. Di sinilah letak pentingnya membaca 

ilmu dengan kaca mata politik (politics of knowledge). Hal ini 

tergolong baru. Ilmu politik tidak dibaca secara normatif: netral, nir 

kepentingan, non-ideologis, bebas nilai, serta lepas dari konstelasi 

kuasa yang mengitari. Ia bukanlah satu persoalan yang per se 

keilmuan. Politik bukan objek kaji namun alat menganalisis. Politik 

adalah segala hal yang terkait dengan kuasa (power). Politik 

sebagai pisau analisis berarti memandang segala sesuatu dikaitkan 

dengan kuasa. Baik itu tegnologi kuasa, operasi kuasa, relasi kuasa, 

atau pun yang lain. Dengan begitu membaca ilmu dalam kaitannya 

pada kuasa, setidaknya bisa kita jabarkan ke dalam tiga bahasan.  

Pertama, ilmu sebagai arena tempat kuasa dikontestasikan. Kedua, 

ilmu sebagai wujud kuasa. Serta ketiga, sebagai wujud kuasa, ilmu 

memiliki pertautan relasi dengan wujud kuasa yang lain. 

Bagan.1.1  
Ilmu sebagai Entitas Kuasa 
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 Jika dihubungkan dengan pendekatan sebelumnya, maka 

ilmuwan diposisikan sebagai subjek/objek kuasa, ilmu politik 

sebagai teks kuasa, dan setting sosial-politk yang melingkupi 

sebagai konteks kuasa. Pertautan ketiganya dibaca sebagai 

diskursus kuasa yang tidak berkesudahan ɀad invinitum.  

 

Bagan.1.2. 

Pembilahan Objek Analisis (a la Critical Discourse Analysis)9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Hal ini sealur dengan apa yang pernah disampaikan Philpott (2003: 10-11), 

bahwa ilmu pengetahuan pada dasarnya muncul dari interaksi yang 

kompleks antara otoritas individual, otoritas institusional, dan diskursus 

ilmiah. Dalam cara pandang demikian, kemudian pertanyaan ñapakah yang 

dianggap sebagai ñilmuò (tertentu) dan bagaimana ia bisa dianggap sebagai 

ñilmuò (tertentu)?ò, menjadi menarik untuk dicari jawabannya. Bagaimana 

pernyataan, ide, dan teori tertentu dapat diterima dan diperlakukan sebagai 

sebuah kebenaran (yang dapat digugat) atau mengantongi status ilmu 

pengetahuan, sementara ide-ide lain tidak pernah menjadi seperti itu? 

Diskursus (Pengembangan) Ilmu 

 

Subjek/Objek 

Kuasa: 

Konteks Kuasa: 

Setting Sosial-

Politik yang 

Teks Kuasa: 

Ilmu  

DISKURSUS KUASA 
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 Satu hal lain, kendati berkapasitas menerangkan dan 

memprediksi segala sesuatu, ilmu (baca: sosial) selama ini juga 

ÃÅÎÄÅÒÕÎÇ ÂÅÒÓÉÆÁÔ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÁÌ ËÅÔÉÍÂÁÎÇ ËÒÉÔÉÓȢ )ÌÍÕ ȰÇÁÇÁÌȱ 

mengkritik dirinya sendiri. Refleksi merupakan hal yang asing bagi 

perangkat metodologi yang dimilikinya. Itulah mengapa spirit 

kritis, reflektif, bahkan emansipatorik kemudian semakin masif 

disuarakan.  

 Tulisan ini ingin mengulas lebih lanjut mengenai urgensi 

pengembangan kajian politik ilmu bahkan turut mendorong 

pengarusutamaan politisasi ilmu: mengapa penting, apa 

justifikasinya, dan bagaimana gambaran operasionalitasnya. 

Dekonvensionalisasi cara pandang seperti ini perlu diajukan 

sebagai alternative mencegah monoton dan jumudnya 

pengembangan ilmu yang kini demikian positivistik (apolitis). 

3ÅÂÁÂȟ ÍÅÍÉÎÊÁÍ ÂÁÈÁÓÁ ,ÏÒÄ !ÃÔÏÎȟ Ȱ0ÁÒÁÄÉÇÍÁ ÙÁÎÇ ÂÅÒËÕÁÓÁ 

cenderung koruptif terhadap ilmu; dan semakin absolut kuasa 

ÐÁÒÁÄÉÇÍÁȟ ÓÅÍÁËÉÎ ÁÂÓÏÌÕÔ ÐÕÌÁ ËÏÒÕÐÓÉ ÉÌÍÕ ÙÁÎÇ ÔÅÒÊÁÄÉȱȢ 

Melalui kerja-kerja seperti ini, diharapkan pengembangan ilmu  

dapat berjalan dinamis karena oleh para peminatnya kemapanan 

terus dikorek, digugat, disangkal, diafirmasi, dan dibongkar-pasang 

secara kontinum. 

 

Politisasi Ilmu: Upaya Menumbuhkan Political Consciousness 

Ilmuwan 10 

 Merujuk laporan penelitian yang dikerjakan penulis 

berjudul,  Apolitical Politics: Kajian Ilmu dan Kekuasaan (2012), ada 

                                                           
10

 Pada beberapa bagian, apa yang disampaikan bersifat pengulangan atas apa 

yang telah disampaikan di awal ïkhususnya Bab. VI.D. Selain sebagai 

penegas, bagian ini juga merupakan rangkuman gagasan yang ingin 

disampaikan peneliti dari bab-bab terdahulu.  



Metodologi Ilmu Pemerintahan | 8  
 

banyak kejanggalan dalam pengembangan ilmu sosial di Indonesia. 

Dalam kurun lima dekade terakhir, ilmu sosial di Indonesia 

berkembang pesat namun tanpa dibarengi arah yang jelas. Ia tidak 

memiliki visi; Ia pun relative tidak memiliki jawaban yang jelas, 

Ȱ5ÎÔÕË ÁÐÁ ÉÌÍÕ ÓÏÓÉÁÌ ÄÉËÅÍÂÁÎÇËÁÎȩȱ $ÅÎÇÁÎ ÄÅÍÉËÉÁÎ ÙÁÎÇ 

hadir adalah perkembangan ilmu yang banal dan naif. Baik itu 

karena efek kolonisasi, hegemoni-patrimoni keilmuan, kooptasi 

rezim, penetrasi korporasi, maupun yang lain. Peneliti 

ÍÅÎÙÅÂÕÔÎÙÁ ÓÅÂÁÇÁÉ ȰÅÆÅË ÐÁÎÏÐÔÉÃÁÌȱ ɉÂÁÃÁȡ ÐÅÎÄÉÓÉÐÌÉÎÁÎɊ a la 

Foucault. Benang merah yang ditemukan oleh peneliti adalah apa 

yang disebut Ȱ0ÏÌÉÔÉÃÁÌ #ÏÎÓÃÉÏÕÓÌÅÓÓÎÅÓÓȱȢ Satu konsep yang 

ÄÉÍÕÎÃÕÌËÁÎ ÐÅÎÅÌÉÔÉ ÕÎÔÕË ÍÅÎÕÎÊÕËËÁÎ ÌÅÍÁÈÎÙÁ ȰËÅÓÁÄÁÒÁÎ 

ÐÏÌÉÔÉËȱ ÐÁÒÁ ÉÌÍÕ×ÁÎȢ 3ÕÁÔÕ ËÅÓÁÄÁÒÁÎ ÂÁÈ×Á ɉÓÅÂÅÎÁÒÎÙÁɊ ÉÌÍÕ 

bersifat politis; ilmuwan merupakan subjek/objek politik (= 

politikus); serta, karena begitu politisnya ilmu, maka setiap 

aktivitas keilmuan yang dilakoni ilmuwan sebagai politikus adalah 

aktivitas politik yang memiliki dampak politik. Meminjam bahasa 

Kleden (1987: xv), teori ilmu sosial adalah variabel sosial. Hal 

itulah yang menjadi dasar etik menyematkan beban dan 

tanggungjawab atas dampak-politik aktivitas keilmuan pada diri 

ilmuwan. Dalam kesadaran demikian, idealnya strategi politik 

pengembangan ilmu menjadi concern para ilmuwan.  

 Definisi popular atas politik adalah: Ȱ0ÏÌÉÔÉÃÓ ÉÓ ×ÈÏ ÇÅÔÓ 

×ÈÁÔȟ ×ÈÅÎȟ ÁÎÄ ÈÏ×ȩȱ ɀversi Harold Laswell (1935). Sangat nyata 

bahwa poin dari politik adalah perjuangan kepentingan. Ilmu sosial 

seharusnya dikembangkan untuk memperjuangkan kepentingan 

yang dirumuskan secara otonom oleh subjek yang menghidupinya. 

Seperti sebuah visi/tujuan/kepentingan, Ia adalah muara atas 

seluruh aktivitas yang dilakoni. Pada kasus pengembangna ilmu, 

jika dibaca secara politik, maka aktivitas keilmuan seperti: 

penelitian, pengajaran, pengembangan kurikulum, diskusi, 

penulisan, penerbitan, atau pun teorisasi, seluruhnya merupakan 
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aktivitas politik, yang sebagaimana kata Laswell, seharusnya 

dilakukan dalam rangka mengupayakan suatu kepentingan 

tertentu. Tidak science qua science. Ilmu sosial tidak pula menjadi 

ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔ ÅÎÔÉÔÁÓ ÄÉ ÌÕÁÒ ÓÕÂÙÅËÎÙÁȢ )Á ÔÉÄÁË ȰÔÅÒÇÁÎÔÕÎÇȱȟ 

ȰÔÅÒËÏÏÐÔÁÓÉȱȟ ÁÔÁÕ ȰÔÅÒÓÕÂÏÒÄÉÎÁÓÉȱ ÁÔÁÓ ×ÕÊÕÄ ËÕÁÓÁ ÙÁÎÇ ÌÁÉÎȢ 

Kata kunci dari otonomi/independensi bukanlah isolasi diri ɀ

menjadi menara gading. Subyek yang otonom tidaklah berarti 

subyek yang genuine/original. Namun subyek yang kritis dan 

reflektif atas dirinya sendiri; pun, otonom dalam hal merumuskan 

visi dan cara bagaimana memperjuangkannya. Kesadaran itulah 

yang selama ini absen dan menjadi penyebab corak apolitisnya 

ilmu sosial di Indonesia (tidak visioning). 

 Sebagai tawaran subjektif, peneliti mengusulkan 

ȰÐÏÌÉÔÉÓÁÓÉ ÉÌÍÕȱ ÓÅÂÁÇÁÉ ÊÁÌÁÎ ÍÅÎÕÍÂÕÈËÁÎ ȰËÅÓÁÄÁÒÁÎ ÐÏÌÉÔÉË 

(political consciousness)ȱȢ 0ÅÎÅÌÉÔÉ ÓÁÄÁÒȟ ÂÁÈ×Á ÌÏÎÔÁÒÁÎ ÉÎÉ 

mengandung risiko karena menabrak arus besar. Di satu sisi, 

ÓÅÃÁÒÁ ȬÔÅËÎÉÓ ËÅÂÁÈÁÓÁÁÎȭȟ ÐÏÌÉÔÉË ÄÁÎ ÐÁÄÁ ÁËÈÉÒÎÙÁ ÐÏÌÉÔÉÓÁÓÉ 

cenderung mengalami peyorasi (setidaknya untuk konteks 

Indonesia)ɀyaitu perubahan makna yang mengakibatkan sebuah 

ungkapan menggambarkan sesuatu yang tidak enak, tidak baik, dan 

sebagainya (KBBI). Politik, demikian pun dengan kuasa, diasosikan 

sebagai hal yang profanisitik, mundane, kotor, nafsu kebinatangan, 

sehingga tidak pantas dijadikan orientasi laku-pikir manusia. 

Politik dan kuasa sebagai terma public terlanjur identik dengan 

ÊÁÂÁÔÁÎȟ ËÅÄÕÄÕËÁÎȟ ÁÔÁÕ ÐÕÎ ȬËÕÒÓÉȭȢ .ÁÍÕÎ ÈÁÌ ÔÅÒÓÅÂÕÔ ÔÉÄÁË 

sepantasnya dijadikan rujukan (utama) dalam lingkup perdebatan 

akademik ɀapalagi dalam disiplin ilmu politik. Politik dan kuasa 

tidak sesederhana itu. Ia adalah buzz word yang deskripsinya 

menimbulkan perdebatan yang produktif. Di samping itu, arus 

besar (mainstream) yang berkembang selama ini adalah 

positivisasi ilmu yang begitu jelas anti-politik dengan ide 

ȬÓÔÅÒÉÌÉÓÁÓÉȭ-nya. Sebagaimana sempat disinggung, kendati 
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berkapasitas menerangkan dan memprediksi segala sesuatu, ilmu 

sosial di Indonesia selama ini cenderung bersifat instrumental 

ËÅÔÉÍÂÁÎÇ ËÒÉÔÉÓȢ )ÌÍÕ ÓÏÓÉÁÌ ȰÇÁÇÁÌȱ ÍÅÎÇÒÉÔÉË ÄÉÒÉÎÙÁ ÓÅÎÄÉÒÉȢ 

Analisis politik condong diberlakukan outward looking daripada 

inward-looking. Tidak ada yang lepas dari analisis kecuali dirinya 

sendiri. Hal ini menjadi lumrah dipahami sebab refleksi merupakan 

sesuatu yang asing bagi perangkat metodologi yang dimilikinya. 

Sterilisasi diterima, dianggap berlaku, dan diniscayakan begitu saja. 

Dalam bahasa Santoso (2012), ilmu disampaikan secara äpa 

ÁÄÁÎÙÁȱ ÂÕËÁÎ ÄÅÎÇÁÎ ËÅÓÁÄÁÒÁÎ ȰÁÄÁ ÁÐÁ-ÁÐÁÎÙÁȱȢ  

 Bersepakat dengan Feyerabend (1978), reformasi 

keilmuan yang menjurus anarki bisa dibenarkan dalam kondisi di 

mana involusi menyeruak, bahkan semakin menjadi. Jika politik 

menyangkut kuasa; politis bersifat politik; maka politisasi adalah 

upaya mempolitikkan sesuatu ɀyakni pengembangan ilmu 

(politik). 11 )ÔÕÌÁÈ ÙÁÎÇ ÄÉÍÁËÓÕÄËÁÎ ÄÁÒÉ ȰÐÏÌÉÔÉÓÁÓÉ ÉÌÍÕȱȠ 

mendudukkan ilmu sebagai entitas politik, lebih spesifik lagi: 

sebagai entitas kuasa. Ilmu (sosial) tidak lagi dibaca secara 

normatif: netral, nir kepentingan, non-ideologis, bebas nilai, serta 

lepas dari konstelasi kuasa yang mengitari. Ia bukanlah lagi satu 

persoalan yang per se keilmuan.  

Dalam karya yang menjadi sandaran peneliti, Les mots et 

les choses (1966) Foucault menjelaskan, kekuasaan adalah strategi. 

Dalam hal ini Foucault tidak memisahkan antara pengetahuan dan 

kekuasaan. Tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan dan tidak ada 

kekuasaan tanpa pengetahuan. Foucault percaya bahwa agar 

ËÅËÕÁÓÁÁÎ ÄÁÐÁÔ ÂÅÒÏÐÅÒÁÓÉ ÄÉÂÕÔÕÈËÁÎ ÁÄÁÎÙÁ ȰÒÅÚÉÍ ×ÁÃÁÎÁȱ 

yang ada di dalam setiap kebudayaan dan masyarakat dan dapat 

ÍÅÍÐÅÒÌÉÈÁÔËÁÎ ÍÏÄÅÌ ȰÐÅÒÍÁÉÎÁÎ ËÅÂÅÎÁÒÁÎȱ ÁÔÁÕ truth -games 

seperti yang diperkenalkan oleh Nietsche. Permainan kebenaran 

                                                           
11

 Imbuhan ñïisasiò dalam bahasa Indonesia berarti menujukkan makna proses. 
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menurut Nietsche memiliki empat prinsip, yaitu: prinsip 

eksterioritas, prinsip fiksi, prinsip penyebaran, dan prinsip 

kejadian. Prinsip pertama, eksterioritas percaya bahwa di balik 

wacana tersimpan sisi tiranik nurani. Di balik ucapan seseorang 

ada naluri ingin menguasai. Prinsip kedua, fiksi menyatakan bahwa 

kebenaran tidak lain adalah kasus khusus kekeliruan.12 Prinsip 

ketiga adalah prinsip penyebaran, yang artinya kebenaran tidak 

tergantung pada salah satu subjek, tetapi tergantung pada sintesa 

pengetahuan subjek. Sedangkan prinsip keempat, adalah prinsip 

kejadian yang melihat bahwa kebenaran tidak mendefinisikan 

keseluruhan tetapi merupakan penemuan yang khas suatu jaman. 

Keempat prinsip permainan kebenaran inilah yang biasanya ada 

dalam rezim wacana. Ia sangat berperan di dunia ilmiah atau dunia 

kaum intelektual, karena inti dari rezim wacana adalah rezim 

kebenaran. Rezim wacana dan kekuasaan simbolik memiliki 

legitimasi untuk menentukan yang benar dan yang salah, yang tabu 

dan yang pantas, yang gila dan yang normal. Menurut Foucault, 

dunia intelektual sebenarnya bukanlah ruang ilmiah yang 

bertujuan utama pada pengembangan ilmu pengetahuan tetapi 

dunia ilmiah adalah dunia pertarungan wacana alias pertarungan 

kebenaran ɀdengan demikian merupakan ruang pertarungan 

kuasa. Dalam pemahaman demikian, ilmuwan menempati posisi 

vital.13 

                                                           
12

 Contoh yang sering dipakai adalah bagaimana wacana Galileo dan 

Copernicus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat pada awalnya dianggap 

sebagai kekeliruan ketika berhadapan dengan wacana dominan waktu itu 

yang percaya bahwa bumi itu datar. 
13

 Tepat pada posisi itulah ñpolitisasi ilmuò memperoleh tempat 

pendaratannya. Jika kita dapat menerima ilmu sebagai entitas-politik, maka 

di saat yang bersamaan seharusnya kita juga dapat menerima ñpolitisasi 

ilmuò. Sebab, ñpolitisasiò tak lain hanya merupakan upaya/ cara lanjut 

untuk memahami karakter ilmu sebagai entitas-politik. Analoginya adalah 
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Kesadaran dan pemahaman atas hal tersebut memaksa 

ilmuwan untuk bersikap hati-hati yang mengarah skeptic pada 

dirinya sendiri . Self-critic and self-reflection14 kemudian menjadi 

                                                                                                                               
jika kita menerima/ menghargai adanya keberbedaan/ keberagaman/ 

pluralitas sebagai fitrah manusia, maka menjadi aneh jika di saat 

bersamaan kita menolak pluralisme, yakni paham yang mengakui dan 

berusaha menyikapi pluralitas tersebut secara baik. Bagi peneliti, 

pluralisme pada analogi ini menjadi suatu keniscayaan; sama halnya 

politisasi ilmu.  
14

 Perihal kesadaran dan refleksivitas menarik untuk menyampaikan pikiran 

Giddens di sini. Giddens membedakan tiga dimensi internal pelaku, yaitu: 

1) Motivasi tak sadar (unconscious motives); 2) Kesadaran praktis (pratical 

consciousness); dan, 3) Kesadaran diskursif (discursive consciousness). 

Mengenai tiga pembedaan tersebut, Priyono (2003: 28-31) menerangkan, 

ómotivasi tak sadarô menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi 

mengarah tindakan, tapi bukan tindakan itu sendiri. Misalnya, sangat jarang 

ótindakan kita pergi ke tempat kerja digerakkan oleh motif mencari uang, 

kecuali mugkin pada hari gajian. Begitu pula sangat jarang pegawai negeri 

memakai seragam KORPRI karena digerakkan oleh motivasi memperkuat 

korporatisme Orde Baru. Lain dengan motivasi tak sadar, ókesadaran 

diskursifô mengacu pada kapasitas kita merefleksikan dan memberikan 

penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakan kita. Misalnya, mengapa saya 

bekerja lembur? Karena saya membutuhkan uang tambahan untuk 

membayar biaya anak saya yang dirawat di rumah sakit. Sedangkan 

ókesadaran praktisô menunjuk pada gugus pengetahuan praktis yang tidak 

selalu bisa diurai. Contohnya diam/tenang saat kita masuk tempat ibadah, 

adalah bentuk kesadaran praktis seperti itu. Dalam fenomenologi, inilah 

wilayah kepribadian yang berisi gugus pengetahuan yang sudah diandaikan 

(taken for granted knowledge). Gugus pengetahuan yang sudah diandaikan 

ini merupakan sumber órasa aman ontologisô (ontological security).  

Melalui gugus pengetahuan praktis ini, kita tahu bagaimana melangsungkan 

hidup sehari-hari tanpa harus mempertanyakan terus-menerus apa yang 

terjadi atau yang mesti dilakukan. Kesadaran praktis ini merupakan kunci 

untuk memahami proses berbagai tindakan  dan praktik sosial kita lambat 

laun menjadi struktur , dan bagaimana struktur itu mengekang serta 
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tuntutan yang relevan, sebab dampak-politik aktivitas keilmuan 

bukanlah perkara remeh. Penelitian, pengajaran, pengembangan 

kurikulum, diskusi, penulisan, penerbitan, atau pun teorisasi, 

seluruhnya merupakan momen-momen diskursif kuasa. Kleden 

(Ibid.) menyebut teori sebagai variabel sosial-politik baik 

independen maupun dependen karena sifatnya yang siklis dan 

dialektik. Determinasi inilah yang membuat teori ilmu sosial tidak 

selalu bisa menghindar dari bahaya untuk menjadi self-fulfilling  

atau self-destroying (Hebermehl, 1980 dalam Ibid.). Dalam 

kedudukannya sebagai variabel independen, suatu teori ilmu sosial 

mempunyai kekuatan konstitutif dan dapat memainkan peranan 

besar dalam rekayasa sosial untuk transformasi sosial, sedangkan 

dalam kedudukannya sebagai variabel dependen dia mempunyai 

kekuatan reflektif dan dengan itu dapat berperan besar dalam 
                                                                                                                               

memampukan tindakan/praktik sosial kita. Reproduksi sosial berlangsung 

lewat keterulangan praktik sosial yang jarang kita pertanyakan lagi. Namun 

itu bukan berarti bahwa yang terjadi hanyalah reproduksi sosial tanpa ada 

perubahan. Dalam refleksi Giddens, Priyono menambahkan, perubahan 

selalu terlibat dalam proses strukturasi (óstruktur-agensiô ïpen), betapapun 

kecilnya perubahan itu. Batas antara kesadaran praktis dan kesadaran 

diskursif sangatlah lentur dan tipisé tidak seperti kesadaran diskursif dan 

motivasi tak sadar. Dengan meminjam Erbing Goffman, Giddens 

mengajukan argument bahwa sebagai pelaku, kita punya kemampuan untuk 

instropeksi dan mawas diri (reflesive monitoring of conduct). Kapasitas 

semacam inilah yang dimaksud self-reflection oleh peneliti. Perubahan 

terjadi ketika kapasitas memonitor (mengambil jarak ini) meluas sehingga 

berlangsung óde-rutinisasiô. Derutinisasi menyangkut gejala dimana 

schemata yang selama ini menjadi aturan dan sumberdaya tindakan serta 

praktik sosial kita tidak lagi memadai untuk dipakai sebagai prinsip 

pemaknaan dan pengorganisasian berbagai praktik sosial yang sedang 

berlangsung, atau pun yang sedang diperjuangkan agar menjadi praktik 

sosial baru. Politisasi ilmu dalam benak peneliti adalah bagian dari upaya 

masifikasi atas derutinisasi yang cukup efektif dalam rangka rekonstruksi 

ilmu politik di Indonesia. 
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melakukan legitimasi atau pun kritik sosial. Oleh sebab itu 

kehidupan sosial-politik selain menjadi laboratorium keilmuan 

ÙÁÎÇ ÐÒÏÄÕËÔÉÆ ÄÁÎ ÍÅÎÁÎÔÁÎÇȟ ÅÖÅÎÔÕÁÌÉ ÊÕÇÁ ȰÒÅÎÔÁÎȱ ÄÁÎ 

ȰÂÁÈÁÙÁȱȢ )Á ÍÅÍÉÌÉËÉ ÓÉÆÁÔ ÄÁÎ ËÁÒÁËÔÅÒÉÓÉÔÉË ÙÁÎÇ ÓÁÎÇÁÔ ÂÅÒÂÅÄÁ 

dengan laboratorium eksakta. Objek kajiannya adalah publik. Uji 

coba dan eksperimentasi langsung diterapkan pada publik, dimana 

hasil dari kajian tersebut belum tentu tepat. 

Pada titik ini, orientasi aktivitas keilmuan jelas bukanlah 

ilmu itu sendiri. Atau yang lebih moderat bukan hanya ilmu saja. 

Peneliti kembali dengan tegas menolak science qua science. Tak 

harus selalu mengejar relevansi ilmiah, aktivitas pengembangan 

ilmu justru perlu mempertimbangkan relevansi sosial, bahkan juga 

ÒÅÌÅÖÁÎÓÉ ÐÏÌÉÔÉËȢ 9ÁÎÇ ÕÔÁÍÁ ÂÕËÁÎ ÐÅÒÓÏÁÌÁÎ ȬÂÅÎÁÒ-ÓÁÌÁÈȭ ɉȬÒÉÇÈÔ 

ÏÒ ×ÒÏÎÇȾÃÏÒÒÅÃÔ ÏÒ ÉÎÃÏÒÒÅÃÔȭɊ semata, tetapi juga terkait 

ȭËÏÍÐÁÔÉÂÉÌÉÔÁÓ ÁÔÁÕ ËÅÃÏÃÏËÁÎȭ ɉȭÃÏÍÐÁÔÉÂÉÌÉÔÙȾÓÕÉÔÁÂÉÌÉÔÙȭɊȟ lebih 

ÊÁÕÈ ÌÁÇÉ ÍÅÎÇÅÎÁÉ ȭËÅÇÕÎÁÁÎ ÁÔÁÕ ËÅÔÕÎÁÇÕÎÁÁÎȭ ɉȭÕÓÅÆÕÌÎÅÓÓ ÏÒ 

ÕÓÅÌÅÓÓȭɊȟ ȭÍÅ×ÁËÉÌÉ ÁÔÁÕ ÔÉÄÁË ÍÅ×ÁËÉÌÉȭ ɉȭrepresentative or ÎÏÔȭ), 

bahkan dengan atau tanpa kesadaran politik (ȭ×ÉÔÈ ÏÒ ×ÉÔÈÏÕÔ 

ÐÏÌÉÔÉÃÁÌ ÃÏÎÓÃÉÏÕÓÎÅÓÓȭ). 

Perdebatan menyangkut keutamaan relevansi ilmiah 

dengan relevansi sosial pernah diurai secara detil oleh Kleden15. 

Baginya hal tersebut merupakan ekspresi atas konflik epistemologi 

pengetahuan dengan sosiologi pengetahuan. Yang pertama menguji 

validitas suatu sistem pengetahuan berdasarkan ukuran-ikuran 

rasional, sedangkan yang lain ingin menyelidiki asal-usul sosial, 

penerimaan, dan pengaruh sosial dari suatu sistem pengetahuan. 

Peneliti bermaksud menambahkan satu poin lagi, yakni relevansi 

politik muara dari politik pengembangan ilmu. Tepat pada titik ini, 

standing position peneliti relatif jelas. Bagi peneliti pengejaran 

                                                           
15

 Dalam bukunya tersebut, Kleden menggunakan istilah órelevansi intelektualô 

untuk menggantikan órelevansi ilmiahô. 
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relevansi ilmiah jika pengukurannya disandarkan pada netralitas, 

obyektivitas, validitas, dan kemampun melakukan generalisasi, 

dalam kacamata politik pengembangan ilmu selain merupakan hal 

yang tidak penting (urgent) juga merupakan cita-cita utopis 

(impossible project). Ia merupakan cara pandang normatif yang 

menguntungkan posisi pihak-pihak dominan dan superior untuk 

melanggenggkan kemapanan (status quo). Sebaliknya bagi peneliti, 

ilmu yang subjektif, berpihak, dilandasi nilai dan kepentingan, 

justru perlu  dikedepankan. Pengembangan ilmu perlu memiliki visi 

ÄÁÎ ÊÁ×ÁÂÁÎ ÙÁÎÇ ÊÅÌÁÓȟ ȱ5ÎÔÕË ÔÕÊÕÁÎ ÁÐÁ ÉÌÍÕ ÐÏÌÉÔÉË 

ÄÉËÅÍÂÁÎÇËÁÎȩȱ Aktivitas pengembangan ilmu tidak dapat 

dilepaskan dari konteks setting sosial-politik yang melingkupi. Ia 

dipengaruhi dan sekaligus mempengaruhi. Latar adalah titik 

berangkat sekaligus titik kembali pengembangan keilmuan. Oleh 

sejumlah ilmuwan, ilmu dengan corak seperti ini dinamai ilmu 

(sosial) transformatif (Santoso, 2011). 

Apa yang peneliti idealkan tersebut dapat terjadi dengan 

prasyarat utama, yaitu: adanya kesadaran (political consciousness) 

dalam diri para ilmuwan menyangkut aktivitas keilmuan yang 

dilakoninya. Ilmu sosial tidak menjadi instrument entitas di luar 

subyeknya. Ia tidak tergantung, terkooptasi, atau ter-sub-ordinasi, 

atas wujud kuasa yang lain. Kata kunci dari otonomi/independensi 

bukanlah isolasi diri ɀmenjadi menara gading. Subyek yang otonom 

tidaklah berarti subyek yang genuine/original. Namun subyek yang 

kritis dan reflektif atas dirinya sendiri. Otonom dalam hal 

merumuskan visi dan cara bagaimana memperjuangkannya. 

Cara menumbuhkan political consciousness ini salah 

satunya adalah dengan jalan politisasi ilmu. Jika kita  bersepakat 

dengan hal ini, maka pemahaman atas politik pengembangan ilmu 

menjadi prioritas agenda di atas yang lain; ia menjadi fondasi vital. 

Dalam proses belajar-mengajar yang merupakan salah satu 
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aktivitas keilmuan, politik pengembangan ilmu menjadi 

mukadimah dari tumpukan materi ajar. Di sana tak sekadar dibahas 

poin-poin filasafat ilmu tentang apa hakikat (ontologi), bagaimana 

cara memperoleh (epistemologi), dan untuk apa (aksiologi) ilmu 

dikembangkan. Di sana pembahasan juga tidak semata menjangkau 

sejarah naratif maupun genealogi pemikiran suatu disiplin, namun 

yang lebih utama adalah pemahaman bahwa aktivitas keilmuan 

merupakan permainan kuasa (power-game). Adanya penekanan 

bahwa ilmu tidaklah steril; netral, nir kepentingan, non-ideologis, 

bebas nilai, serta lepas dari konstelasi kuasa yang mengitari.  

Goal dari bahasan mengenai politik pengembangan ilmu 

adalah munculnya daya kritis dan reflektif yang bermuara pada 

kesadaran politik menyangkut aktivitas keilmuan yang akan 

dilakukannya ke depan. Penelitian, pengajaran, pengembangan 

kurikulum, diskusi, penulisan, penerbitan, atau pun teorisasi, 

seluruhnya merupakan aktivitas politik yang memiliki dampak 

politik. Karenanya kemudian setiap aktivitas harus memiliki tujuan, 

visi, dan dilandasi oleh nilai yang jelas. Pada titik ini transformasi 

menjadi orientasinya. Sebaik-baik ilmu kemudian tak hanya yang 

berhasil memberikan analisis memadai, namun lebih jauh dari itu, 

adalah yang mampu men-tranformasi keadaan. 

Untuk menuju ke sana, pada bahasan selanjutya penulis 

akan menguraikan justifikasi akademik terkait beberapa hal. 

Pertama, mengeksplor lebih jauh relasi ilmu dan kuasa ɀilmu 

sebagai instrument kekuasaan (antara historisitas dan 

normativitas). Penulis coba membahas jalinan mesra antara ilmu, 

ideology, dan kuasa; sekaligus pertautan erat antara ilmu, nilai, dan 

kepentingan. Kedua, karena penulis berseberang pendapat dengan 

pandangan science qua science, maka kaidah-kaidah keilmuan 

bukanlah hal yang utama harus dipatuhi. Apalagi jika kaidah-

kaidah tersebut menghambat transformasi keilmuan. Penulis 
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setuju dengan Feyerebaned bahwa anarkisitas dibenarkan pada 

kondisi tertentu. Penulis akan mengulas pemikirannya sebagai 

breakthrough dari sisi epistemologis. Ketiga, salah satu faktor 

penyebab political unconsciouness adalah kuatnya paradigma 

ÐÏÓÉÔÉÖÉÓÍÅ ÙÁÎÇ ȰÁÎÔÉ-ÐÏÌÉÔÉËȱȢ 0ÏÓÉÔÉÖÉÓÁÓÉ ÐÁÄÁ ÂÁÔÁÓ ÂÁÔÁÓ 

tertentu bisa disama-artikan dengan depolitisasi. Penulis akan coba 

menyuguhkan sejumlah kritik yang menjangkitinya sebagai bagian 

ÄÅÍÁÓÉÆÉËÁÓÉȢ $ÅÎÇÁÎ ÂÅÇÉÔÕ ÉÄÅ ȬÐÏÌÉÔÉÓÁÓÉ ÉÌÍÕȭ ÉÎÉ ÔÁË ÓÅËÁÄÁÒ 

bersifat jargon/sloganistik namun juga relative substansial. 

Keempat, bahasan ditutup dengan eksposisi singkat paradigma 

kritis dan ilmu sosial transformative sebagaimana diidealkan oleh 

penulis. 

 

Memahami Relasi Ilmu dan Kuasa ɀIlmu  sebagai Instrumen 

Kekuasaan: Antara Historisitas dan Normativitas  

Ada dua pandangan kuat yang hingga kini sukar 

didamaikan, yang satu berupaya untuk memutus relasi nilai, 

kepentingan, ideologi dan kuasa dengan ilmu pengetahuan 

(normatif 16), serta, yang lain menilai hal tersebut sebagai sebuah 

keniscayaan (historis-kritis). Berikut ini akan dibahas 

perbincangan yang menyeruak di sekitar problem keilmuan 

tersebut. 

¶ ñJalinan Mesraò Ilmu, Ideologi, dan Kuasa Dalam Kacamata 

Postrukturalisme Foucauldian 

Dalam diskursus politik, selama ini kata ideologi (begitu 

juga kuasa) umumnya dikesankan peyoratif, irasional, mengerikan 

dan negatif.17 Namun dewasa ini kesan tersebut tidak lagi relevan. 

                                                           
16

 Karl Manheim menyebutnya sebagai utopia (lihat: Manheim). 
17

 Pandangan peyoratif tentang konsep ideologi ini sebenrnya bisa ditelusuri 

dari sejarah istilah ideologi sendiri. Istilah ini adalah derivasi dari 
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Perkembangan pesat pemikiran sosial dan kebudayaan yang 

disumbangkan oleh para pemikir dalam tradisi pos-strukturalisme 

(seperti Louis Althuser dan Michel Foucault) mengubah cara 

pandang demikian ke arah pemahaman yang luas dan lebih kaya. 

Tradisi ini telah mewariskan pemahaman utuh bahwa manusia 

sesungguhnya tidak bisa hidup tanpa ideologi karena justru 

ideologilah yang memberikan orientasi bagi sikap, tindakan dan 

arah hidup manusia. Ideologi dalam konteks ini justru menjadi 

praktek keseharian yang memberikan orientasi dan identitas suatu 

                                                                                                                               
iedologues yang muncul pasca Revolusi Perancis. Napoleon Bonaparte 

menggunakan istilah ideologi untuk menyerang lawan-lawan politiknya 

yang memiliki ide-ide yang tidak realistik berkaitan dengan kepentingan 

negara Perancis baru saat itu. Selanjutnya Marx dan Engels memberikan 

elaborasi yang sistematis tentang ideologi. Istilah ideologi digunakan Marx 

untuk menyerang dan menyingkap distorsi, ilusi, dan inversi yang 

membetuk idealisme filosofis pada tradisi Hegelian Jerman. Dengan 

mendasarkan diri pada metode materialisme historis, Marx mengkritik para 

ideolog Jerman ini bahwa pikiran-pikiran mereka teralienasi dari 

kehidupan. Marx berpendirian, kapitalisme telah melahirkan pemahaman 

atau pengetahuan yang tidak mencerminkan realitas sebenarnya, yaitu 

realitas pertentangan kelas antara kaum borjuis dan proletar dalam 

masyarakat industrial-kapitalistik. Pengetahuan yang tidak mencerminkan 

realitas atau kesadaran yang teralienasi dari praksis inilah yang disebut 

dengan ideologi. Ideologi merupakan representasi yang keliru tentang 

manusia dan dunia karena menganggap situasi yang ada sebagai sesuatu 

yang alami, a-historis, dan memistifikasikan tatanan sosial. Berkaitan 

dengan masyarakat, ideologi adalah bagian dari struktur-struktur-atas yang 

melayani kekuatan struktur-struktur-dasar ekonomi. Ideologi melegitimasi 

relasi sosial dan ekonomi, sekaligus senjata kelas berkuasa. Pada titik inilah 

ilmu pengetahuan sering dianggap sebagai ñalat idelogisasiò yang efektif. 

Pandangan klasik tentang ideologi ini telah menuai kritik tajam. Pandangan 

tersebut dianggap telah menaburkan fakta, bahwa ideologi sebenarnya 

beroperasi dalam ranah keseharian, bahkan lebih dominan dalam suatu 

tatanan sosial tertentu. (Ibid.)  
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kelompok. Ideologi tersebar sebagaimana kekuasaan yang tersebar 

dalam bermacam praktek diskursif kehidupan. Jadi ideologi 

sesungguhnya menjadi bagian dari praktek kebudayaan yang 

memproduksi makna dan kepentingan bagi penerima (recipient) 

budaya tersebut. Bahkan bisa dikatakan ideologi sesungguhnya 

menyatu dan bertahan dalam praktek kebudayaan, sehingga 

kebudayaan sendiri tidak pernah netral. [Huda, M Nurul, dalam 

Driyarkara (2004)]  

Di sisi yang lain, kebudayaan adalah arena di mana 

bermacam makna dipertukarkan, diproduksi, direproduksi oleh 

anggota partisipasi budaya. Karena itu, dikatakan bahwa 

kebudayaan tidak pernah netral. Sebagaimana ditegaskan Roland 

Barthes, penanda-penanda itu arbitrer (sewenang-wenang), 

sehingga watak dasar kebudayaan sendiri adalah relasi arbitrer. 

Tidak ada satu gejala pun yang alamiah. Segala bentuk ritual dan 

hidup keseharian hasil dari konvensi sosial merupakan sasaran 

sistematik untuk dibuat seolah-olah alamiah. Ia lalu dimitoskan. 

Dengan kata lain, kebudayaan adalah locus di mana bermacam 

makna dipertaruhkan dan diperebutkan. Ia menjadi arena 

pertarungan kelas untuk memainkannya kuasanya. Kelas yang 

dimaksud (bukan a la Marx), melainkan pertarungan antara 

wacana yang berbeda, definisi yang berbeda serta bermacam 

makna yang berbeda, yang melibatkan dan berlangsung antar 

kelompok sosial yang menghegemoni dan digehemoni. Adapun 

makna dalam ideologi sendiri pada saat yang sama juga merupakan 

perjuangan dalam praktek penandaan. Dengan begitu relasi antara 

kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ideologi yang segaris dengan 

kuasa18, adalah sesuatu yang integratif; sebuah arena kontestasi 

                                                           
18

 Foucault (1980: 198), berpendapat: ñKekuasaan dalam arti substantif, óleô 

pouvoir, tidak ada. Apa yang saya maksdukan adalah ini. Ide bahwa pada 

suatu titik tertentu terletal ïatau dari (sana) mengalirï ñkekuasaanò bagi 
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tanda, nilai, dan kepentingan (baca: wacana/discourse19) (Ibid.) ɀ

bukan semata-ÍÁÔÁ ȰÁÌÁÔȾÉÎÓÔÒÕÍÅÎȱ ÁÔÁÓ ÓÅÓÕÁÔÕȢ +ÁÒÅÎÁ ÉÔÕ 

membongkar aturan-aturan atau kode-kode di balik mitos inilah 

misi utama di balik berbagai agenda studi ilmu pengetahuan dan 

kebudayaan.  

 

¶ Ilmu, Nilai, dan Kepentingan:  

Pertautan Erat di Antara Ketiganya (Tafsir Habermasian)
 20

 

Salah satu kriteria untuk menentukan ilmiah tidaknya 

suatu kajian dapat dinilai dari kemampuan kajian itu memaparkan 

informasi secara objektif. Objektivitas itu kerap kali dikaitkan 

ÄÅÎÇÁÎ ÓÔÁÔÕÓ ÉÌÍÕ ÐÅÎÇÅÔÁÈÕÁÎ ÙÁÎÇ ȰÂÅÂÁÓ ÎÉÌÁÉ ɉvalue/werteɊȱȢ 

Namun kita akan segera masuk dalam kesulitan, ketika ilmu 

                                                                                                                               
saya hanya berpijak apada analisis  yang salah arah, sesuatu yang sama 

sekali tidak berhasil mempertimbangkan sejumlah besar fenomena. Dalam 

kenyataan kekuasaan berarti relasi, sesuatu yang kurang lebih 

terorganisasikan, hierarkis, sekumpulan relasi yang dikoordinasikan.ò 

Dalam arti itu, Dhakidae (2003: 62) menilai, (kekuasaan sebagai relasi) 

maka kekuasaan berada di mana pun di sekujur tubuh sosial, co-extensive 

with the social body, sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang tersisa bagi 

suatu kebebasan azali, primal liberty, di antara titik-titik sambung antar-

jaringan kekuasaan itu. Dalam arti inilah kekuasaan itu tidak total, tidak 

utuh-bulat, namun hadir di mana-mana (omniprasanens).     
19

 Discourse adalah konsep sentral dalam pemikiran Foucault. Ia bisa dipahami 

sebagai bahasa dan praktek, atau semacam regulated ways of speaking 

yang mendefinisikan, mengonstruksi, dan memproduksi obyek 

pengetahuan. 
20

 Rujukan tulisan bagian ini adalah sebagai berikut: Kleden (1987: xvi-xvii); 

Leahy, Louis (dalam Driyarkara, 1996); Sitomurang, Joseph MMT (dalam 

Driyarkara, 1996); Kuntjoro, A Puspo (dalam Driyarkara, 1996); 

Hernawan, J Budi (dalam driyarkara 1996); dan Afifi, Irfan (2004). 
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pengetahuan kita sadari  merupakan hasil proses subjektif dan 

personal dengan beragam nilai yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan 

sendiri mengandung nilai-nilai dan bahkan bertujuan untuk 

membuat penilaian.  

Rentetan pertanyaan yang kemudian hadir memancing 

debat tak-ÂÅÒËÅÓÕÄÁÈÁÎ ÁÄÁÌÁÈȡ Ȱ!ÐÁËÁÈ ÉÌÍÕ ÓÏÓÉÁÌ ÈÁÎÙÁ ÂÅÒÕÐÁ 

suatu sistem pengetahuan atau sekaligus juga suatu sistem nilai? 

Apakah ilmu-ilmu sosial telah lahir dari dorongan hasrat ingin tahu 

semata atau malah telah dirangsang oleh jenis kepentingan dan 

dorongan pamrih tertentu? Mungkinkah suatu ilmu pengetahuan 

benar-benar  bebas nilai? Apa makna bebas nilai dalam suatu 

proses keilmuan sehingga patut diupayakan? Atau justru, apakah 

ÉÌÍÕ ÐÅÎÇÅÔÁÈÕÁÎ ÍÅÍÁÎÇ ÈÁÒÕÓ ÂÅÂÁÓ ÎÉÌÁÉȩȱ $ÉÒË (ÕÅÌÓÔȟ ÍÅÎÕÌÉÓ 

dalam bukunya, Kritischer Rationalismus: Eine Zeitgemaesse 

Philosophie? (1977) , setidaknya jika dipetakan masalah nilai dalam 

ilmu pengetahuan umumnya dan dalam ilmu sosial khususnya 

terdiri atas tiga lapis persoalan yang berbeda, yaitu:  1) nilai 

sebagai basis bagi asumsi dan teori ilmu; 2) implikasi nilai dari 

penerapan ilmu; dan, 3) penilaian sebagai tindakan ilmiah. 

Eksposisi berikut coba secara sekilas menelaah problem 

tersebut sehingga tidak menimbulkan kerancuan pada 

operasionalitas kajian ini ke depan; sekaligus menjadi semacam 

standing position peneliti. 

Positivisme adalah puncak paham yang mengasumsikan 

bahwa pengetahuan yang sahih hanyalah pengetahuan tentang 

fakta objektif ɀbersih dari kepentingan (disinterested knowledge). 

0ÏÓÉÔÉÖÉÓÍÅ ÓÅÐÅÒÔÉ ÉÔÕÌÁÈ ÙÁÎÇ ÌÁÌÕ ÄÉÓÅÂÕÔ ȰÓÁÉÎÔÉÓÍÅȱȢ 0ÒÅÍÉÓ 

yang mereka pegang menganggap pengetahuan merupakan usaha 

mengejar kebenaran dan mengkomunikasikannya secara murni. 

Dengan begitu berarti ilmu pengetahuan memiliki nilai intrinsik. 

Mengejar kebenaran adalah suatu nilai, bahkan akhirnya menjadi 
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tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan demikian hubungan 

antara nilai dengan objektivitas dapat dikata saling menentukan. 

Nilai bisa mempengaruhi pemahaman seseorang bahkan 

mendistorsikannya. Suatu fenomenon bisa dibaca lain karena orang 

terokupasi oleh suatu nilai. Karena itu kerapkali diandaikan, agar 

suatu ilmu obyektif, ia harus bebas nilai. Membuat derajat 

peratuatan diantara keduanya ke titik yang paling rendah.  

Namun sebagian kalangan yang kontra berpendapat hal 

tersebut tidak berarti bahwa kemudian unsur subjektivitas 

dibuang. Sebab menurut mereka manusia selalu terlibat sebagai 

subjek ilmu sehingga tidak luput dari pertimbangan etis.21. Faktor 

subjektivitas ini diharapkan berkembang menjadi 

intersubjektivitas. Bagaimana pun juga, keterlibatan manusia 

(subjek) selalu membawa preferensi subyektif yang mengandung 

pertimbangan nilai secara intrinsik. 

Kalau kemudian norma bebas nilai masih ingin 

dipertahankan, seringkali dimaksudkan sebagai tuntutan agar 

ÓÅÔÉÁÐ ËÅÇÉÁÔÁÎ ÉÌÍÉÁÈ ÔÅÒÈÉÎÄÁÒ ÄÁÒÉ ȰÃÁÍÐÕÒ ÔÁÎÇÁÎȱ ÆÁËÔÏÒ 

eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan. 

Itu berarti, pertama, ilmu pengetahuan harus bebas dari 

pengandaian-ÐÅÎÇÁÎÄÁÉÁÎ ɉÂÁÉË ÐÅÎÇÁÎÄÁÉÁÎ ȰÐÒÉÎÓÉÐ ËÏÎÓÔÉÔÕÔÉÆȱ 

ÍÁÕÐÕÎ ȰÐÒÉÎÓÉÐ ÙÁÎÇ ÍÅÎÙÁÎÇËÕÔ ÉÓÉȱɊȢ Kedua, agar otonomi ilmu 

pengetahuan terjamin, perlulah adanya kebebasan usaha ilmiah. 

Pada titik ini, obyektivitas tidak selalu berarti netral atau 

                                                           
21

 Hal ini sering menimbulkan keraguan, dengan alasan bahwa pertimbangan 

etis bisa menghambat kemajuan ilmu pengetahuan ïmengingat nilai etis itu 

bersifat absolut. Sebenarnya Hal itu bisa didamaikan dengan mengajukan 

bahwa konflik yang terjadi bukan antara nilai ilmiah dan nilai etis. 

Pertentangannya justru terletak antara nilai etis kegiatan ilmiah yang mau 

meneliti dan menguasai realitas dengan nilai etis lainnya. Jadi 

permasalahannya adalah hirarki nilai etis. 
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indifferent. Objektivitas hanya menuntut bahwa orang berhasrat 

mengkonfrontasikan keyakinannya pada pengalaman dan logika 

serta memperbaharuinya. Orang harus terbuka pada kritik dan 

ÔÉÄÁË ÍÅÍÅÇÁÎÇ ËÅÙÁËÉÎÁÎ ÓÅÃÁÒÁ ȰÓÕÂÊÅËÔÉÆȱȟ ÍÅÌÁÉÎkan mencari 

keterlibatan pihak luar untuk mengkoreksi nilai-nilai yang ia 

yakini. Dialog nilai semacam itulah yang mendewasakan proses 

ilmiah. Semakin besar kemampuan dialog suatu ilmu, semakin 

tinggi pula tingkat objektivitasnya22. 

Adalah filsuf Jurgen Habermas, salah seorang tokoh 

Mazhab Frankfurt, yang relatif berhasil mencairkan kebekuan 

                                                           
22

 Peneliti bersepakat bila dalam lanskap akademis, asumsi netralitas dan 

obyektifitas sudah dinilai usang dengan dihujani banyak kritik. Misalnya 

Karl Manheim dalam disiplin sosiologi pengetahuan ðsebagai cabang 

sosiologi baruð telah cukup lama membongkar baju objektifitas ilmu. 

Pendapatnya, pikiran atau pengetahuan manusia tidak lahir dari 

kontemplasi individu-individu yang terisolasi dengan masyarakat(nya), 

melainkan lahir dalam situasi sosial-historis tertentu dalam latar belakang 

yang konkret. Manusia harus dibaca utuh sebagai kesatuan dalam 

masyarakat. Sehingga bukan individulah yang berfikir dan berpengetahuan, 

melainkan manusia dalam kelompok-kelompok tertentu dan situasi historis 

tertentu yang menghasilkan pengetahuan. Atau tepatnya individulah yang 

mengambil bagian dalam pemikiran lebih lanjut yang telah dipikirkan 

orang lain sebelumnya. Ia mewarisi pola-pola pemikiran yang sesuai untuk 

situasinya dan berusaha menjelaskan cara-cara lain supaya dapat 

menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul dari peralihan-

peralihan dan perubahan-perubahan situasinya secara memadai. Sehingga 

pengetahuan atau ilmu, berbeda dengan pandangan diatas, tidak netral. 

Pengetahuan selalu terkait erat dengan dan cara hidup masyarakat dalam 

kurun sejarah tertentu. Sehingga ilmu pengetahuan bersifat sosial, politis 

dan historis. Ilmu dengan demikian terdeterminasi secara sosial, mewaktu, 

dan menyejarah (dalam Afifi, 2004). 
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perdebatan tersebut23. Menurutnya ilmu pengetahuan tidak lepas 

dari kepentingan yang menguntitnya. Ia memperkenalkan 

epistemologi baru tentang hubungan antara erkenntnis und 

interesse (pengetahuan dan kepentingan) dalam tiga karyanya: 

Erkenntniss un Interesse (1973), Technik und Wissenshacft als 

Ȭ)ÄÅÏÌÏÇÉÅȭ (1981), Theorie und Praxis (1978). Ada dua tesis dasar 

yang dikemukakannya ɀsebagai respon balik terhadap saintisme 

Husserl. Pertama, setiap jenis pengetahuan (dan juga ilmu 

pengetahuan) telah lahir dari dorongan jenis kepentingan tertentu. 

Kedua, hubungan dengan jenis kepentingan yang mendoronganya 

adalah hubungan yang bersifat niscaya. 

Habermas selanjutnya membagi ilmu pengetahuan 

menjadi tiga bentuk: 1) kepentingan teknis telah mendorong 

kelahiran kelompok ilmu-ilmu empiris-positif yang dimaksudkan 

untuk menunjang proses produksi24; 2) kepentingan praktis (yaitu 

dorongan untuk hidup dengan benar) telah melahirkan kelompok 

                                                           
23

 Diantara kerumuman ilmuwan lain yang melibatkan diri dalam konflik 

ilmiah pembela óobjektivitasô di satu sisi dengan ósubyektivitasô di sisi 

seberang yaitu: Fritjof Capra, Karl Mannheimm, Karl Popper, Paul 

Ricoeur, Thomas Khun, dan Michel Foucault.  
24

 Memakai kacamata pragmatis Ala Charles Sanders Pierce, Habermas coba 

mengungkap dibalik kepentingan ilmu empiris-analistis tersembunyi 

kepentingan óteknisô. Menurutnya penelitian ilmiah tidak bisa lepas dari  

kehidupan sehari-hari. Manusia senantiasa ditantang untuk mengatasi 

rintangan-rintangan alam yang mengganggu. Kearah situlah proses 

penelitian ilmiah dijalankan. Penelitian harus memiliki manfaat praktis 

untuk menghadapi rintangan-rintangan alam yang menghadang tersebut. 

Sehingga secara operasional kemajuan ilmu alam, atau teknologi, 

dimaksudkan untuk menundukkan alam. Dengan demikian jelas 

pengembanagn teknologi tidak terlepas dari kepentingan (teknis), yaitu 

untuk memenuhi kebutuhan.  
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ilmu-ilmu humaniora yang menunjang proses komunikasi25; 

sedangkan, 3)  kepentingan politis telah mendorong lahirnya 

kelompok ilmu-ilmu sosial kritis yang kemudian menunjang proses 

emansipasi26. Habermas sampai pada kesimpulan bahwa ilmu 

pengetahuan wajib terlibat (masuk-menyelami) dalam dunia 

sehari-hari di tengah masyarakat ɀdengan beragam nilai dan 

kepentingan yang inheren. 

Benang merah yang di dapat kemudian, adalah: sealur 

relasi ilmu pengetahuan dengan ideologi dan kuasa sebagaimana 

telah dibahas di atas, pertautan ilmu pengetahuan dengan nilai dan 

kepentingan adalah baur/inheren. Ilmu pengetahuan merupakan 

sebuah discourse yang ad infinitum. Suatu arena kontestasi nilai dan 

kepentingan dari berbagai subjek yang terkait saling-sengkarut. 

 

                                                           
25

 Dalam kaitan kepentingan praktis ilmu historis, Habermas menggunakan 

teori Hermeneutika Dilthey. Hermenetika, menurutnya berfungsi 

menghindari bahaya-bahaya dominasi penafsiran dan komunikasi. 

Pemahaman hermeneutis menjembatani berbagai variasi tradisi dan 

kebudayaan yang berbeda. Sebuah teks yang tidak tersentuh penafsiran 

akan mengarah pada absolutisasi. Pada posisi inilah hermeneutika punya 

peran. Dalam operasionalnya, pemahaman hermeneutis mengindikasikan 

adanya penggiringan pada suatu kepentingan tertentu seperti halnya yang 

terjadi pada ilmu alam. Sebuah tafsir tidak mungkin berjalan tanpa ada 

unsur kepentingan  yang mengikutinya. Ia tidak mungkin lepas lepas dari 

interest penafsir.  
26

 Ilmu kritis, yang digaungkan Madzab Frakfurt ïtermasuk Habermasï juga  

tidak terlepas dari kepentingan. Ini sesuai dengan semangat teori kritis 

yang mengampanyekan pentingnya sikap kritis terhadap setiap kemapanan 

dan penolakan terhadap setiap dogmatisme. Dalam rangka mewujudkan 

humanitas sejati dalam koridor komunikasi tanpa distorsi, Habermas 

mengusulkan interest emansipatoris. Kepentingan emansipatoris adalah 

muara dari refleksinya terhadap kepentingan teknis dan praktis. 
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¶ Mempersoalkan Kekuasaan, Mencari  Titik Temu ñTeori Kritis 

Mazhab Frankfurt (=Habermas)ò dengan ñFoucaultò 
27

 

Baik Mazhab Frankfurt (die Frankfurter Schule)28, dalam 

hal ini Habermas, maupun Foucault adalah dua pemikir kontem-

porer yang sangat berpengaruh dalam ranah ilmu sosial. Keduanya 

berangkat dari dua landas pikir dan metode yang berbeda29 
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 Merujuk: Setyadi, Wawan (dalam driyarkara, 2007); Lanur, Alex (dalam 

Driyarkara 1997); Purwantoro, A (dalam Diyarkara 1997); dan terutama, 

Kristanto, L Deddy (dalam Driyarkara 1997).  
28

 Mazhab Franksurt merupakan sekelompok pemikir yang muncul di tahun 

1930-an dari lingkungan Institut fur Sozialforschung Universitas Frankfurt. 

Para pemikir itu, ingin membuat suatu refleksi kritis mengenai masyarakat 

pasca-industri  dan konsep tentang rasio yang ikut membentuk 

menciptakan masyarakat itu. Tokoh-tokoh yang tergabung dalam aliran ini 

adalah Max Horkheimer sebagai pemimpin institut, Theodor W Adorno, 

serta Herbert Marcuse. Ketiganya dapat dianggap sebagai generasi pertama 

Mazhab Frankfurt. Sedangakan Jurgen Habermas masuk dalam generasi 

kedua.  
29

 Foucault mengikuti Nietzsche yaitu dengan menganalisis praksis sosial 

dengan melontarkan kritik lewat alam pemahaman bahasa, baik dalam 

etimologi atau pun penafsirannya. Yang dibongkar oleh foucault adalah 

istilah-istilah yang mempunyai hubungan erat dengan munculnya 

rasionalisme. Sedangkan Teori Kritis-Mazhab Frankfurt lebih condong 

untuk membuka tabir gelap yang ada di balik segala bentuk determinasi 

teori dan kategori-kategori ilmu pengetahuan, agar rasionalitas yang ada 

dalam masyarakat dapat berjalan seimbang kembali. Kemudian dalam 

memandang subjek, Fooucault berpendapat bahwa konsep subjek yangs 

elama ini dikembangkan oleh filsafat Barat modern dengan menempatkan 

subjek sebagai pusat supremasi cara berpikir satu-satunya justru 

menghabisi subjek itu sendiri ñthe end of manò. Oleh karenanya dia 

berusaha mengembangkan suatu dekonstruksi atas konsep dunia subjek.  

Kebalikannya dengan dekonstruksi atas subjek, Teori Kritis 

mengembangkan suatu usaha rekonstruksi atas dunia subjek. Dia berusaha 

mengembalikan konsistensi dunia subjek agar dapat berdialog dengan 
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sehingga pada beberapa poin mereka berselisih paham sedangkan 

di banyak titik yang lain sebaliknya. Apa yang mereka lakukan 

adalah usaha untuk membuka tabir kegelapan dari supremasi rasio 

murni yang telah dicangkan oleh Kant. Mereka juga sama-sama 

mengkritik secara keras terhadap metode Kartesian yang berpusat 

pada subjek. Mereka dengan jenius menggambarkan bahwa 

eksistensi rasio manusia tidak hanya diperoleh dengan upaya 

transedental seperti yang dilakukan oleh metafisika dan 

epistemologi, tetapi rasio manusia juga ditentukan oleh realitas 

sosial, ilmu pengetahuan dan kekuasaan dalam dunia objektif ɀ

yaitu dunia manusia dan masyarakatnya. Di sanalah kritik rasio tak 

murni mendapatkan pendaratannya secara konkret dan jelas. Rasio 

tak murni ditemukan dalam diskursus kebenaran yang berelasi 

dengan realitas sosial dan paham kekuasaan. Kebenaran tidak lagi 

bersifat transedental dan otonomom dalam perkembangan historis 

masyarakat. Sedangkan perbedaan pokok di antara keduanya 

terletak dalam bidang kritik terhadap masyarakat. Foucault melihat 

masyarakat sebagai objek kontemplasi sedangkan Mazhab Frakfurt 

melihat sebagai rekan dialog. Dalam lapangan ilmu pengetahuan 

Foucault itu anti-science, sedangkan Mazhab Frankfurt menghargai 

riset ilmu pengetahuan untuk meluruskan kembali teori sosial. 

Berikut ini highlight perdebatan di antara keduanya dalam 

persoalan kekuasaan. 

 

Tabel.1.1 Diskursus Konsep Kekuasaan [Kristanto, L Deddy (Ibid.)] 

 

Á &ÏÕÃÁÕÌÔ ÍÅÌÉÈÁÔ ÂÁÈ×Á ÐÅÒÔÁÕÔÁÎ ȬËÅÂÅÎÁÒÁÎ-ÐÅÎÇÅÔÁÈÕÁÎȭ 

                                                                                                                               
dimensi sosialnya dan mempunyai identitas kembali sebagai individu 

dalam tindakan-tindakan sosialnya. 
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ÄÁÎ ȬËÅËÕÁÓÁÁÎȭ ÍÅÎÇÈÁÓÉÌËÁÎ ȬÐÁÈÁÍ ËÅËÕÁÓÁÁÎȭ ÙÁÎÇ 

dimengerti secara ritual saja. Dalam beberapa segi, paham 

kekuasaan semacam itu telah memarginalkan realitas sosial 

yang sesungguhnya dan mengangkat secara fanatik unsur-

unsur partikular dalam realitas sosial yang sifatnya universal. 

Kondisi ini bagi Foucault telah memampatkan proses interaksi 

subjek dengan dunia objektifnya. Yang menjadi problem 

utama adalah telah sedemikian rupa mengakar dalam 

masyarakat. Oleh karenanya hal itu harus dibongkar dan 

dibangun  kembali secara sadar dan murni. Konsep Foucault 

inilah yang kemudian dikenal sebagai suatu pendekatan 

kekuasaan dengan berdasarkan karakter sosial yang ontologis. 

Foucault bermaksud membangun ontologi kekuasaan kembali 

(dekonstruksi) ɀkekuasaan yang tidak dipengaruhi oleh 

kebenaran-kebenaran yang sifatnya universal namun sangat 

tergantung dalam kesadaran personal dari anggota 

masyarakat. Maka dari itu, Foucault menempatkan kekuasaan 

pada sistem kehidupan yang lebih strategis, yaitu dalam 

lingkup dunia subjektif. 

Á Lain halnya dengan Teori Kritis (Habermasian). Ia lebih 

cenderung mendekati kekuasaan dari mekanisme-mekanisme 

teori sosial yang telah berjalan dalam masyarakat. Teori Kritis 

sangat mengandalkan bahwa wewenang kebenaran dalam 

masyarakat tidak dapat berlaku jika seandainya relasi-relasi 

sosial yang terbangun atas struktur dan aturan main dari 

teori itu tidak ada. Maka unsur fundamental yang 

menentukan lahirnya kebenaran kekuasaan itu sebagai akibat 

dari dialektika realitas sosial itu sendiri. Konsep kekuasaan 

akan berjalan seimbang ketika subjek kembali berelasi secara 

damai dengan objek realitasnya di luar dirinya. Maka 
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pendekatan kekuasaan akan lebih tepat jika tidak menolak 

faktor-faktor teori yang sudah tersistematisasi dalam 

masyarakat itu sendiri. Pada titik ini kata kuncinya kemudian 

adalah komunikasi (dialog) antar subjek.  

Á Jika Foucault melihat kekuasan dari unsur strateginya, maka 

teori kritis lebih mendekatkan diri dengan kekuasaan 

ȰÂÅÒËÏÍÕÎÉËÁÓÉȱ ÄÅÎÇÁÎ ÒÅÁÌÉÔÁÓ ÓÏÓÉÁÌȢ )ÎÄÉÖÉÄÕ ÔÉÄÁË 

didiskreditka n sebagai unsur luar dari kekuasaan melainkan 

diusahakan untuk berkomunikasi dengan kekuasaan tersebut. 

Bukan suatu dekonstruksi total ɀrekonstruksi untuk 

menempatkan relasi sosial dan relasi kekuasaan berjalan 

seiring dan menemukan keseimbangannya. Yang paling 

penting adalah  menempatkan kekuasaan  dan relasi sosial 

sebagai tindakan komunikatif yang dapat saling melengkapi 

dalam menciptakan kesadaran-kesadaran baru baik dalam 

dunia subjek atau pun dunia objektif dari perkembangan 

historis masyarakat. 

Á Namun gagasan Habermas itu pun juga tak bisa berkelit dari 

berbagai kritikan. Selain permalahan artikulasi gagasan 

(mekanisme di lapangan), terjebak pula dalam isu 

etnosentrisme ruang publik. Bagaimana Habermas bisa 

memastikan bahwa isu dan kepentingan dari kelompok yang 

termarjinalkan bakal menjadi isu dan kepentingan umum, 

ketika secara kuantitas terdapat kelompok yang 

berkepentingan menguasai ruang publik? Foucault 

menyanggah bahwa tak mungkin setiap individu melakukan 

self-reflexivity ketika setiap subjek sama sekali tak keluar dari 

kuasa wacana yang turut mengonstruksi moral subyek-nya. 
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Pemikiran Foucault kuat dalam hal analisis atas operasi 

kuasa. Kecenderungan Foucault untuk menolak pengembangan 

teori, pembahasan epistemologis, upaya-upaya membangun klaim, 

simpulan, keterkaitan, dan terlebih lagi preskripsi, bagi peneliti  

meninggalkan dua (kelemahan) lubang spirit, yakni: emansipasi 

dan transformasi. Di sinilah kekuatan Mazhab Frankfurt dengan 

teori kritisnya.  

 

Anything Goes a la Fayerabend sebagai Breaktrough  

ȱ)Ó ÉÔ ÎÏÔ ÐÏÓÓÉÂÌÅ ÔÈÁÔ ÍÙ ÁÃÔÉÖÉÔÙ ÁÓ ÁÎ ÏÂÊÅÃÔÉÖÅ ɍÏÒ ÃÒÉÔÉÃÏ-

rational] observer of nature will weaken my strength as a 

ÈÕÍÁÎ ÂÅÉÎÇȩȱ ) ÓÕÓÐÅÃÔ ÔÈÅ ÁÎÓ×ÅÒ ÔÏ ÍÁÎÙ ÏÆ ÔÈÅÓÅ 

questions is affirmative and I believe that a reform of the 

sciences that makes them more anarchic and more subjective 

ɉÉÎ +ÉÅÒËÅÇÁÁÒÄȭÓ ÓÅÎÓÅɊ ÉÓ ÕÒÇÅÎÔÌÙ ÎÅÅÄÅÄ ɀFeyerabend, 

Against Method (1978: 154) 

 

Sebagian orang percaya bahwa segala sesuatu harus 

dipandang secara ilmiah. Hal ini sedikit-sedikitnya dipengaruhi 

oleh proyek Pencerahan yang banyak memberikan perhatian 

kepada rasio atau akal. Dalam batas tertentu muncul apa yang kita 

kenali sekarang sebagai rasionalisme yang secara spontan tidak 

jarang diposisikan sebagai tolak ukur bagi, tidak hanya kegiatan 

ilmiah, namun juga kehidupan sehari. Padahal, dalam bukunya 

Melawan Fasisme Ilmu (2009: iv), Abqary menegaskan rasionalisme 

dalam wacana filsafat ilmu hanya menjadi salah satu paham yang 

tidak lepas dari kecacatan. Inilah yang menjadi titik berangkat 

pemikiran Paul Feyerabend dalam mengembangkan konsep 

anything goes. 
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Paul Feyerabend (1924-1994)30 mempelajari sejarah dan 

sosiologi sebelum memutuskan untuk mendalami fisika. Tesis 

doktornya diperoleh dalam filsafat di bawah bimbingan Karl 

Popper. Karya terbesar Feyerabend adalah Against Method yang 

ditulis pada tahun 1975. Pada awalnya, sebagai murid Popper, 

Feyerabend mendukung filosofi dan prinsip falsifikasi Popper 

namun kemudian dia berbalik menjadi salah seorang penentang 

Popper. Feyerabend berpendapat bahwa prinsip falsifikasi Popper 

tidak dapat dijalankan sebagai satu-satunya metode ilmiah untuk 

kemajuan ilmu pengetahuan. Menurut Popper, setiap teori harus 

melalui proses falsifikasi untuk menemukan teori yang benar. Bila 

                                                           
30

 Paul Karl Feyerabend lahir pada tahun 1924 di Wina, Austria. Tahun 1945 

belajar seni suara, teater, dan sejarah teater pada Institute for Production of 

Theater, The Methodological Reform The German Theater di Weimar. 

Memperoleh gelar Ph.D. dalam bidang fisika dari Wina University dan 

kemudian mengajar di California University. Tahun 1953 menjadi pengajar 

di Bristol dan tahun-tahun berikutnya mengajar estetika, sejarah ilmu 

pengetahuan dan filsafat di Austria, Jerman, Inggris, Selandia  Baru dan 

Amerika Serikat. Tahun 1958 menjadi guru besar di Universitas California 

di Berkeley hingga wafat pada tahun 1994. 

Awalnya ia banyak dikenal sebagai seorang rasionalis. Ia percaya terhadap 

keunggulan ilmu pengetahuan yang memiliki hukum-hukum universal, 

berlaku dalam segala tindakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. Keyakinan rasionalitas tersebut tampak dari kiprahnya pada masa 

itu dalam Himpunan Penyelamatan Fisika Teoritis (A Club for Salvation of 

Theoritical Physics). Keanggotaannya dalam kelompok tersebut 

melibatkannya dengan eksperimen-eksperimen ilmu alam dan sejarah 

perkembangan ilmu fisika. Dari sana ia melihat hubungan yang 

sesungguhnya antara eksperimen dan teori, dimana relasi itu tidak 

sesederhana apa yang dibayangkan dan dijelaskan. Ia kemudian 

menyatakan diri sebagai seorang ñanarkisò yang menentang penyelidikan 

terhadap aturan-aturan penggantian teori dan pembangunan kembali 

pemikiran rasional dari kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan. [dalam 

TW, Prasetya; Nazhroul (1); Abqary, (2009: 17-18] 
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suatu teori dapat ditemukan titik lemahnya maka teori tersebut 

gugur. Sedangkan menurut Feyerabend tidaklah demikian. 

Feyerabend berpendapat bahwa untuk menemukan teori yang 

benar, suatu teori tidaklah harus dicari kesalahannya (falsifikasi) 

melainkan mengembangkan teori-teori baru. [Jendelapemikiran 

(1)]  

Fokus Feyerabend kemudian berpindah ke pluralisme 

teoritis, yang mengatakan bahwa untuk memperbesar 

kemungkinan mem-falsifikasi teori yang berlaku, kita harus 

mengkonstruksi teori-teori baru sebanyak mungkin dan 

mempertahankannya. Pluralisme ini penting, karena kalau tidak, 

akan terjadi keseragaman yang akan membatasi pemikiran kritis. 

Jika teori baru ini dapat dipertahankan dan lebih baik daripada 

teori lama maka yang baru akan menggantikan yang lama (yang 

ÄÉÎÁÍÁËÁÎ ȬÐÅÒÕÂÁÈÁÎ ÐÁÒÁÄÉÇÍÁȭ ÏÌÅÈ 4ÈÏÍÁÓ +ÕÈÎɊȢ 

Feyerabend menuturkan hal ini dalam artikel On a Recent Critique 

of Complimentary. Menurut Feyerabend, dalam bukunya Against 

Method, tidak ada satu metode rasional yang dapat diklaim sebagai 

metode ilmiah yang sempurna. Metode ilmiah yang selama ini 

diagung-agungkan oleh para ilmuwan hanyalah ilusi semata. 

Prinsip dasar mengenai tidak adanya metodologi yang berguna dan 

tanpa kecuali yang mengatur kemajuan sains disebut olehnya 

ÓÅÂÁÇÁÉ ȬÅÐÉÓÔÅÍÏÌÏÇÉ ÁÎÁÒËÉÓȭ31. Penerapan satu metodologi apa 

                                                           
31

 Secara etimologis, anarkisme berasal dari kata yunani óan archosô yang 

berarti tanpa pemerintahan. Anarkisme merupakan sebuah aliran dalam 

filsafat sosial yang menghendaki dihapuskannya negara atau pemerintahan 

termasuk kontrol politik dalam masyarakat. Dalam bidang ilmu 

pengetahuan, anarkisme diartikan sebagai ñanarchy epistemologicalò 

(kesewenang-wenangan epistemologis) yang digunakan dan dipopulerkan 

oleh Paul Karl Feyerabend. Dalam wilayah epistemologi, anarkisme 

berusaha mempertahankan sekaligus menentang kemapanan. Hal itu 

dilakukan untuk memberikan kebebasan bagi perkembangan metode-
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pun, misal metodologi empiris atau Rasionalisme Kritis Popper 

akan memperlambat atau menghalangi pertumbuhan ilmu 

pengetahuan. Dia mengatakan ȬÁÎÙÔÈÉÎÇ ÇÏÅÓȭ yang berarti hipotesa 

apa pun boleh dipergunakan, bahkan yang tidak dapat diterima 

secara rasional atau berbeda dengan teori yang berlaku atau hasil 

eksperimen. Sehingga ilmu pengetahuan bisa maju tidak hanya 

dengan proses induktif sebagaimana halnya sains normal, 

melainkan juga secara kontrainduktif. (Ibid.) 

Dalam Against Method, dia memaparkan lebih lanjut 

bahwa pada dasarnya ilmu pengetahuan dan perkembangannya 

tidak bisa diterangkan ataupun diatur oleh segala macam aturan 

dan sistem maupun hukum. Ilmu pengetahuan tidak mengenal 

aturan metodologis yang selalu digunakan para ilmuwan. Aturan 

metodologis hanya akan membatasi aktivitas para ilmuwan, dan 

                                                                                                                               
metode alternatif. Anarkisme tersebut terkadang diartikan sebagai 

kesewenang-wenangan epistemologi, karena tidak adanya ukuran atau 

aturan yang pasti untuk menentukan  antara yang ilmiah dan non ilmiah. 

Dalam posisi seperti itu, anarkisme juga tidak bisa disebut skeptisisme. Jika 

skeptisisme berpendapat bahwa suatu pandangan bisa benar dan bisa salah 

atau bahkan bisa juga tidak ada penilaian berarti baginya, maka tidak 

demikian dengan halnya dengan anarkisme epistemologis. Dalam 

perspektif ini, ilmu pengetahuan secara hakiki merupakan usaha yang 

anarkistik mutlak. Sejarah ilmu pengetahuan tidak hanya berisi fakta-fakta 

dan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari fakta-fakta tersebut, akan 

tetapi juga berisi ide-ide, interpretasi terhadap fakta-fakta, masalah-

masalah yang timbul dari kesalahan interpretasi, interpretasi yang 

bertentangan dan sebagainya. Sementara pada umumnya para ilmuan hanya 

meninjau fakta ilmu pengetahuah hanya dari dimensi ide, sehingga wajar 

jika sejarah dan ide-ide ilmu pengetahuan yang berkembang menjadi pelik, 

rancu dan penuh dengan kesalahan seperti pemikiran dari para penemunya. 

Terkait hal ini, dalam Against Method, Feyerabend berujar, ñéand my 

thesis is that anarchism helps to achieve progress in any one of the senses 

one cares to chooseò. [dalam Nazhroul (1)] 
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dengan demikian akan membatasi kemaju ilmu pengetahuan. 

Perkembangan ilmu pengetahuan terjadi karena kreativitas 

individual. Karena itu, satu-satunya prinsip yang tidak 

menghambat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan 

adalah anything goes. Dengan begitu, dia menolak adanya 

keteraturan dalam perkembangan ilmu, dimana keteraturan itu 

diwujudkan dalam hukum dan sistem. Menurutnya dalam 

menjalankan riset dan menjelaskannya, ilmuwan sebaiknya tidak 

dibatasi oleh metode-metode yang ada. Ilmuwan harus 

bebas.  Kegiatan ilmiah dan ilmu pengetahuan adalah suatu upaya 

yang anarkistik karena tidak mengandalkan satu metode tertentu. 

Bagi dia, sains sebagimana yang kita ketahui selama ini bisa 

menjadi monster yang mematikan manusia sendiri demi alasan 

objektivitas. Karena itu, ilmuwan harus dibebaskan dari berbagi 

belenggu metodologi keilmuan dan dalam kebebasannya berusaha 

memahami dan menjelaskan berbagai fakta, gejala, kejadian secara 

lebih subjektif dan anarkis. Bagi dia, sains bukanlah satu-satunya 

penjelas realitas. Dalam masyarakat masih ada sumber-sumber 

penjelasan lainnya yang juga memiliki otoritas yang setara, 

misalnya penjelasan dari mitos, dari agama, dan sebagainya. 

Bahkan filsafat pun harus ditolak karena tidak mampu memberikan 

deskripsi yang umum mengenai sains. Sains juga tidak sanggup 

menemukan sebuah metode keilmuan yang bisa membedakan 

mana yang merupakan produk sains dan mana yang bukan 

merupakan produk sains, misalnya mitos-mitos itu tadi. Karenanya, 

arahan atau bimbingan filosofis sebaiknya diabaikan saja oleh para 

ilmuwan. Untuk menjelaskan pandangannya bahwa dalam bekerja 

ilmuwan tidak membutuhkan metodologi keilmuan tertentu, 

Feyerabend mengambil contoh revolusi Copernican. Dengan 

revolusi ini semua metodologi keilmuan yang selama ini ada dalam 

masyarakat (prescriptive rules) dengan sendirinya ditolak. Revolusi 
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Copernican tidak mungkin akan terjadi jika ilmuwan bekerja 

mengikuti metode-metode keilmuan tertentu. 

Walaupun demikian, Abqary (Ibid.) mengingatkan poin 

penting, bahwa anything goes a la Feyerabend tidak dapat 

dipahami secara longgar karena eksistensinya di dalam wacana 

keilmuan mengandaikan situasi situasi dan kondisi fasis. Dan 

fasisme ilmu memang tidak sama dengan krisis ilmu seperti yang 

digagas Kuhn. Namun, fasisme ilmu menyerupai salah satu dari 

ketiga jenis krisis ilmu a la Kuhn dan belum tentu sebaliknya. 

Abqari membabarkan perbedaan itu dengan mengulas krisis ilmu 

terlebih dahulu. Ia mengutip Kuhn: 

Ȱ3ÅÍÕÁ ÊÅÎÉÓ ËÒÉÓÉÓ ÄÉÍÕÌÁÉ ÄÅÎÇÁÎ ÐÅÎÇÁÂÕÒÁÎ ÁËÁÎ 
paradigma dan kemudian sebagai konsekuensinya adalah 
pelonggaran setiap aturan yang berlaku di dalam normal 
research. Dal;am pengertian ini riset yang berlangsung 
selama krisis menyerupai dengan riset yang berlangsung 
pada masa pra-pradigma, dengan mengecualikan  lokus 
perbedaan di level yang lebih kecil dan yang sudah 
terdefinisikan dengan jelas. Dan semua jenis krisis akan 
selalu berakhir dengan tiga cara. (1) Kadangkala normal 
science secara meyakinkan dapat menyelesaikan  masalah 
yang menyebabkan krisis meskipun muncul keputusasaan 
dari mereka yang melihatnya sebagai akhir dari sebuah 
paradigm. Pada saat yang lain (2) hal yang menjadi masalah 
tetap tidak dapat diselesaikan bahkan tampil dengan 
pendekatan yang lebih radikal. Maka kemudian saintis dapat 
mehyimpulkan bahwa tidak ada solusi yang akan diperoleh 
pada saat ini. Masalah tersebut akan dilabeli dan diwariskan 
untuk generasi mendatang dengan peralatan yang lebih 
memadai. Atau, yang terakhir, yang akan menjadi perhatian 
kita di sini, (3) sebuah krisis akan berakhir dengan 
kemunculan sebuah kandidat baru untuk menjadi paradigma 
ÌÅÎÇËÁÐ ÄÅÎÇÁÎ ÐÅÒÔÅÎÔÁÎÇÁÎ ÂÅÒÉËÕÔÎÙÁȣȱ 
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Jika kita mengamati apa yang disampaikan Kuhn, dapat kita 

tangkap bahwa apa yang menjadi gagasan Feyerabend tercermin 

pada jenis krisis ilmu yang ketiga. Kehendak untuk mencoba apa 

pun adalah apa yang disebut Feyerabend sebagai anything goes di 

dalam situasi dan kondisi keilmuan yang fasistik. Menyangkut apa 

dan bagaimanakah karakter fasisme ilmu, Feyerabend tidak 

mendeskripsikan secara spesifik, terkecuali dalam kaitannya 

dengan anything goes sebagai rekomendasi yang memadai bagi 

pengembangan ilmu di situasi dan kondisi yang sedemikian rupa. 

Feyerabend memberikan contoh yaitu respon saintis, universitas, 

dan rumah sakit di Amerika Serikat terhadap integrasi obat herbal, 

akupungtur, dan beberapa jenis pengobatan tradisional lainnya. 

Dihubungkan dengan kondisi perkembangan ilmu sosial 

di Indonesia yang dijumpai banyak kejanggalan dan berjung 

involusi, ide anything goes menjadi terobosan yang produktif. 

Dengan konsep ini, ilmuwan tidak lagi terjebak dalam kungkungan 

paradigma mainstream positivistik yang selama ini mengakar kuat. 

Sebaliknya upaya pengarusutamaan diskursus alternative, 

misalnya ilmu (sosial) indigen, memperoleh justifikasi epistemologi 

yang relevan. Gagagasan peneliti mengenai ilmu ideal yang tidak 

normative: netral, nir kepentingan, non-ideologis, bebas nilai, serta 

lepas dari konstelasi kuasa yang mengitari, sejalan dengan gagasan 

Feyerabend. Kaidah-kadaih keilmuan baku yang selama ini dianut 

dapat dikesampingkan jika menghambat tujuan pengembangan 

keilmuan itu sendiri.  

 

Melampaui Positivisme dalam Tafsir  Feyerabend  

Pada dasarnya pemikiran anarkisme epistemologi 

adalah suatu kritik terhadap perjalanan dan 

perkembangan ilmu pengetahuan yang telah 

didominasi oleh ilmu positivistik.. 
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(ÁÄÉ ÄÁÌÁÍ ÂÕËÕÎÙÁ 4ÈÉÒÄ $ÅÂÁÔÅȣ ɉςππψȡ ρψυɊȟ 

menjelaskan positivisme merupakan suatu bentuk kesadaran ilmu 

pengetahuan yang secara luas menyangkut bagaimana seseorang 

memandang kenyataan, dan juga menyangkut bagaimana 

memproduksi pengetahuan yang didapat dari pandangannya 

tersebut. Dalam positivisme, kesadaran tentang kenyataan ini 

berbentuk kesadaran yang positivistik. Suatu kesadaran 

pengetahuan yang bersal dari ilmu-ilmu berdasarkan fakta-fakta 

keras yang dapat diukur dan diamati, yaitu ilmu-ilmu positi f. Istilah 

ȰÐÏÓÉÔÉÆȱ ÉÎÉ ÍÅÍÕÁÔ ÐÒÉÎÓÉÐ ÎÏÒÍÁÔÉÖÅ ÂÁÈ×Á ȰÐÅÎÇÅÔÁÈÕÁÎ ËÉÔÁ 

ÈÅÎÄÁËÎÙÁ ÔÉÄÁË ÍÅÌÁÍÐÁÕÉ ÆÁËÔÁ ÏÂÊÅËÔÉÆȢȱ &ÁËÔÁ ÏÂÊÅËÔÉÆ ÉÔÕ 

adalah fakta atau realitas yang hadir di depan mata kita (out-there), 

atau kita pernah mengalaminya sendiri. Dengan demikian, alam 

pikir positivistic yakin bahwa sesuatu yang di luar batas jangkauan 

kemampuan indrawi adalah mustahil untuk diketahui. Karenanya, 

secara ekstrem, yang mustahil diketahui itu disebut bukan 

pengetahuan yangd apat menjadi landasan hidup. Sebagaimana 

dikatakan Steve Smith (Ibid.), positivism adalah suatu posisi 

metodologis yang bersandar pada suatu epsitemologi empiris yang 

mendasarkan justifikasi pengetahuan akan dunia pada 

pengalaman, dan dengan demikian, dengan sendirinya 

membenarkan metodologi dan ontologinya sejauh ia dijamin secara 

empiris. Positivisme dengan demikian, secara filosofis mengandung 

hubungan yang saling terkait satu sama lainnya, antara keinginman 

dalam rangka membangun komitmen metodologinya (ilmu 

pengetahuan yang diukur dengan fakta keras), yang terikat pada 

epsitemologi empirisisme (fakta dari kenyataan yang tampak atau 

pengelaman) dan dalam rangka meneguhkan klaim ontologinya 

(the reality is out there as essence).32 

                                                           
32

 Menurut Smith, setidaknya ada empat prinsip positivisme. Pertama, 

kesatuan ilmu pengetahuan (unity of science); keyakinan bahwa terdapat 
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Lebih lanjut mengenai apa itu positvisme berulangkali 

disinggung dalam bab-bab terdahulu. Kali ini peneliti lebih 

berfokus pada upaya melampaui positivisme dengan tafsir 

Feyerabend meneruskan bahasan sebelumnya. Satu sumber 

ÄÅÔÅÒÍÉÎÁÎ ȬÆÁÓÉÓÍÅ ÉÌÍÕȭ ÙÁÎÇ Äimaksudakan oleh Feyerabend 

adalah positivisme. Untuk menuju pluralitas teori yang dia 

perjuangkan, Feyerabend terlebih dahulu memulai proyeknya 

dengan melakukan dua kritik fondasional. Pertama, apa yang 

dinamakan anti metode (against method). Kritik ini b erusaha 

(mendekonstruksi) format metode ilmu pengetahuan yang telah 

dibuat dan dipahami oleh para kaum positivistik dengan 

melakukan penyingkapan dan pembongkaran terhadap asumsi-

asumsi beserta kesalahan dari teori-teori baku yang selama ini 

telah dikembangkannya. Ilmu pengetahuan yang oleh para ilmuan 

dianggap mempunyai satu metode yang baku dan universal, 

memiliki resistensi terhadap kritik yang tahan sepanjang masa 

serta dapat pula membawahi fakta dan penelitian, menurut 

Feyerabend tidak realistis. Hal ini karena kenyataannya ilmu 

pengetahuan hanya diambil dari pandangan sederhana atas dasar 

kemampuan seseorang dari lingkungan tertentu dan berusaha 

memaksakan hukum-hukum yang menghalangi berkembangnya 

kausalitas-kausalitas profesional dengan mempertaruhkan sifat 

kemanusiaan. Baginya, gagasan itu merusak dan menghambat laju 

perkembangan ilmu pengetahuan, karena mengabaikan adanya 

kompleksitas situasi fisik dan historis yang memungkinkan 

perubahan ilmu pengetahuan. Dengan menunjukkan bahwa sejarah 

ilmu pengetahuan itu selalu dipenuhi dengan pertentangan teori, 

                                                                                                                               
cara-cara yang sama yang dapat dilakukan antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-

ilmu sosial dalam tugasnya memproduksi pengtahuan. Kedua, distingsi 

fakta dan nilai; keyakinan akan kesadaran kenyataan yang bersumber data-

data indrawi. Ketiga, keteraturan dalam dunia sosial. Dan, keempat, 

validitas empiris. (dalam Hadi, 2008: 187-196)  
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Feyerabend juga menyangkal pandangan saintisme yang 

menganggap ilmu berada di atas segala aspek budaya lain sehingga 

menyebabkan ilmu pengetahuan modern menghalangi kebebasan 

berpikir para ilmuan itu sendiri.  

Kedua, yakni anti ilmu pengetahuan (against science). Kritik 

ini secara lebih mendalam mencoba mengoreksi tentang praktek 

ilmiah, fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dalam kehidupan 

masyarakat yang dianggap memiliki standar universal, melampaui 

batas-batas partikularitas dan relativitasnya. Anti ilmu 

pengetahuan dalam hal ini tidak berarti anti terhadap ilmu 

pengetahuan itu sendiri, melainkan anti terhadap kekuasaan ilmu 

pengetahuan yang seringkali mengaburkan maksud dan tujuan 

utamanya. Ilmu pengetahuan menjadi pemikiran tunggal-mutlak 

karena adanya propaganda dari para ilmuan dan institusi terkait 

yang diberi wewenang untuk selalu mempengaruhi kesadaran 

kolektif masyarakat tentang hakikat ilmu pengetahuan, sehingga 

ilmu pengetahuan yang dianggap paling benar itu telah menguasai 

sistem kebenaran dunia ilmiah dan akan menjadi semacam ideologi 

yang menindas kebudayaan alternatif. Berdasarkan pemahaman 

tersebut, dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan merupakan 

salah satu gagasan terbuka dan plural dari sekian banyak ideologi 

ÙÁÎÇ ÁÄÁ ÄÁÌÁÍ ÍÁÓÙÁÒÁËÁÔȢ -ÁËÁ ÔÉÄÁË ×ÁÊÁÒ ÍÅÎȭÄÅ×Á-ÄÅ×ÁȭËÁÎ 

ilmu pengetahuan sebagai satu-satunya pengetahuan yang paling 

unggul dan bahkan paling menentukan kehidupan masyarakat. 

Karena masalahnya terletak pada muatan ideologis dari komunitas 

para ilmuan dan pihak-pihak yang selalu berusaha menciderai 

kemurnian citra ilmu pengetahuan dengan kepentingan-

kepentingan subyektif individual yang menyebabkan proses 

idealisasi ilmu pengetahuan yang sebenarnya mengalami stagnasi. 

[dalam Nazhroul (1)]  
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Sebagai ganti atas anti-metode (against method), terdapat 

beberapa prosedur yang ditawarkan oleh Feyerabend. Peneliti 

akan mengutip apa yang disampaikan Nazrour (1) sebagai berikut:  

Pertama, Kontra-Induksi (Counterinduction). 
Dimaksudkan sebagai standar kritik dari luar yang sangat 
diperlukan demi kemajuan ilmu pengetahuan, karena 
sulitnya otokritik yang berasal dari dalam tubuh ilmu 
pengetahuan itu sendiri. Dalam hal ini bukan berarti 
mengganti seperangkat aturan-aturan dengan peraturan 
yang lain, tetapi tujuannya adalah untuk membuktikan 
bahwa semua metode yang sudah jelas sekalipun 
mempunyai keterbatasan. Sementara cara terbaik untuk 
menjelaskan ini adalah dengan menunjukkan batas-batas, 
irasionalitas dari beberapa aturan yang mungkin dianggap 
sebagai hal yang paling mendasar. Hal ini berbeda dengan 
paradigma positivisme yang menganggap induksi sebagai 
metode yang paling valid. Ketika ditemukan fakta observasi 
dan eksperimen yang sesuai dengan teori, maka teori atau 
hukum diperkuat atau dikorborasi. Prinsip induksi 
berupaya mencari fakta yang mendukung dan menghindari 
fakta yang tidak sesuai dengan teori. Kontra-induksi yang 
ditawarkan oleh Feyerabend itu adalah juga untuk 
mengatasi masalah kekurangan prinsip verivikasi atau 
falsifikasi yang sama-sama tidak menghendaki adanya 
fakta yang konsisten dengan teori. 

Kedua, Counterrule. Melalui kontra-induksi, 
ÄÉÍÕÎÃÕÌËÁÎ ÊÕÇÁ ÉÓÔÉÌÁÈ Ȱcounterruleȟȱ ÙÁÉÔÕ ÍÅÍÂÅÒÉËÁÎ 
hipotesis yang tidak konsisten dengan teori yang mapan 
atau dengan fakta yang tidak sesuai dan terukur. Hal ini 
berperan penting untuk menjembatani permasalahan teori 
dan fakta. Meskipun demikian, hal ini tidak memerlukan 
pembelaan khusus karena tidak ada satupun teori yang 
selalu sesuai dengan semua fakta dan selalu dapat 
diketahui secara pasti dan meyakinkan. Oleh karena itu 
pertanyaan pokoknya bukan apakah teori-teori yang 
kontra-induktif ini harus diakui dalam ilmu pengetahuan 



Metodologi Ilmu Pemerintahan | 41  
 

atau tidak, tetapi apakah kesenjangan yang ada antara teori 
dan fakta harus diperbesar atau diperkecil. 

Sedangkan sebagai ganti atas anti-ilmu pengetahuan 

(against science), masih mengutip Nazhrour (1), terdapat beberapa 

prinsip yang ditawarkan oleh Feyerabend, diantaranya: 

Pertama, Prinsip Pengembangbiakan 
(proliferation). Secara harfiah berarti membiarkan semua 
berkembang sendiri. Maksudnya tidak bekerja dengan 
sistem pemikiran, bentuk-bentuk kehidupan dan kerangka 
institusional yang tunggal. Ini berarti bahwa prinsip 
pengembangbiakan juga menafikan adanya sistem 
otoritaranisme terhadap produk pemikiran manusia yang 
paling asurd sekalipun. Prinsip pengembangbiakan ini 
merupakan realisasi kritik dari alternatif pemikiran 
Feyerabend yang bertujuan untuk mencapai tiga hal utama, 
yaitu: Pertama, memberikan model abstrak tentang kritik 
terhadap ilmu pengetahuan; Kedua, mengembangkan 
konsekuensi-konsekuensinya dan; Ketiga, membandingkan 
konsekuensi-konsekuensi itu dengan ilmu pengetahuan. 
Berdasarkan yang ketiga, diharapkan bahwa perbandingan 
antara fenomena-fenomena sejarah dan pandangan 
epistemologis mampu memberikan kriteria penilaian yang 
holistik terhadap struktur aktual ilmu pengetahuan, 
sehingga akan terbentuk suatu basis bagi kritisisme dan 
reformasi ilmu pengetahuan. Prinsip pengembangbiakan 
berusaha menemukan dan mengembangkan teori-teori 
yang tidak cocok dengan pandangan yang sudah lazim 
diterima. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya 
memungkinkan adanya penemuan-penemuan alternatif 
baru, tetapi juga membuka peluang bagi tampilnya kembali 
teori lama yang sudah tidak diakui lagi keberadaannya. 

Kedua, Prinsip Apa Saja Boleh (anything goes). 
Secara harfiah berarti membiarkan segala sesuatu 
berlangsung dan berjalan tanpa dijejali aturan-aturan dan 
hukum-hukum. Gagasan mengenai adanya keteraturan 
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metode atau rasionalitas teori ternyata banyak sekali 
menyisakan pandangan yang naif tentang manusia dan 
keadaan sosialnya. Prinsip ini mengimplikasikan suatu 
perlawanan terhadap segala macam aturan atau hukum 
yang telah baku itu. Prinsip ini tidak dimaksudkan sebagai 
metode baru, melainkan sekedar upaya agar para ilmuan 
yang terbiasa menggunakan standar-standar universal 
untuk menerima tradisi-tradisi dan praktek-praktek riset 
alternatif. Hal ini merupakan sebuah upaya menunjukkan 
bahwa semua metode yang paling jelas sekalipun memiliki 
keterbatasan. Dan satu-satunya hukum yang akan hidup 
terus dan dapat bertahan di tengah semua situasi dan 
dalam tahap perkembangan manusia adalah prinsip ini.  

Kembali mengingat Foucault yang digunakn framework, 

konsep anything goes memiliki singgungan kuat dengan 

pemikiranya. Ia menolak upaya membangun teori-teori yang 

bersifat umum, selain Ia juga menolak membahas persoalan-

persoalan epistemologis khususnya terkait analisis-analisisnya 

terhadap klinik, rumah sakit jiwa, dan penjara. Karena 

ketidakjelasan protocol-protokol  metodologis yang Ia gunakan, 

ilmuwan kesulitan dan tidak tahu standar apa yang dapat 

digunakan untuk menilai karyanya. Dan Foucault sendiri, abai 

dengan pencarian status ilmiah bagi analisisnya. Filsafatnya 

berakar dalam  format cerita lisan (story-telling). Foucault dan 

Feyerabend berangkat dari titik pijak yang sama yaitu 

pertentangannya pada positivisme dengan segala standarisasinya. 

Itulah tak mengherankan jika Foucault, menurut Sarup, berusaha 

menghindar dari persoalan epistemology dan oleh larena itu, 

kebenaran dalam dalam karyanya tidak memainkan peran apa pun 

dalam transformasi pengetahuan. Sebagai gantinya, Ia merayakan, 

seperti Niezsche, perspektivitas pengetahuan. (Sarup, 2011: 121-

128) 
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Post Sciptum: Pengarusutamaan Paradigma Kritis,  

Jalan Menuju Ilmu Sosial Transfor matif  

ȣÔÅÏÒÉ ËÒÉÔÉÓ ÍÅÍÉÌÉËÉ ÔÕÊÕÁÎ ÐÅÒÕÂÁÈÁÎ ÓÏÓÉÁÌȟ ÎÁÍÕÎ 

menghindari terjebak dalam pragmatisme ɀMartin Jay 

(dalam Suyanto, 2012) 

 

Di bagian akhir ini, penulis bermaksud turut memprovokasi 

pengembangan paradigma kritis sebagai agenda ke depan. Dalam 

konstelasi perkembangan teori sosial, teori kritis hadir dan tumbuh 

dengan segala daya tarik dan kontroversi yang menyertainya. Teori 

kritis adalah produk dari para pemikir Neo-Marxis Jerman yang 

mulai menaydari keterbatsan teori Marxian dalam memahami 

perubahan realitas sosial yang makin kompleks di era masyarakat 

modern dan pos-modern. Kendati berttitik-tolak dan memperoleh 

ilham dari Karl Marx, namun perkembangan teori kritis kemudian 

justru melampaui dan bahkan meninggalkan Marx karena 

telaahnya makin beragam pada seluk-beluk kehidupan masyarakat 

industrial maju, era kapitalisme akhir, dan bahkan masyarakat pos-

industrial. (dalam Suyanto, 2012: 18) 

Kelahiran teori kritis sebagai bagian dari pemikiran Neo-

Marxis dipengaruhi dan terkait dengan konsep kritik dari Kant33, 

Hegel34, Marx35, dan Freud36 (Ibid.). Oleh banyak teoretisi, teori Neo-

                                                           
33

 Kritik dalam arti Kant merupakan kritik terhadap dogmatisme. 
34

 Hegel menyatakan kritik tak lain adalahv refleksi diri atas rintangan-

rintangan, tekanan-tekanan dan kontradiksi-kontradiksi yang menghambat 

proses pembentukan diri dari rasio sejarah. 
35

 Kritik dalam pengertian Marx adalah usaha untuk mengantisipasi diri 

manusia dari penindasan dan alienasi yang dihasilkan oleh hubungan-

hubungan kekuasaan dalam masyarakat. 
36

 Kritik adalah refleksi dari individu dan masyarakat atas konflik-konflik 

psikis yang menghasilkan represi dan ketidakbebasan internal, sehingga 
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Marxian ini menawarkan cara penjelasan yang lebih lengkap, kritis, 

dan menawarkan sudut pandang alternative yang sebelumnya 

tidak banyak dikemukakan teori-teori sosial lain yang tanpa sadar 

acap terkontaminasi status quo. Seperti dkatakan Douglas Kellner 

(2003, dalam Suyanto, 2012: 19), teori kritis menawarkan 

pendekatan multidisipliner ɀatau lebih tepat disebut pendekatan 

supradisiplinerɀ untuk teori sosial yang menggabungkan 

perspektif-perspektif yang bersumber dari ekonomi-politik, 

sosiologi, teori kebudayaan, filsafat, antropologi, dan sejarah. Teori 

kritik ini bertujuan mendoorong  kita melakukan eksplorasi 

refleksi diri tentang berbagai pengalaman yang kita miliki dan cara 

di mana kita memandang diri kita, budaya kita, dan dunia. 

Martin Jay sebagaimana dikutip Suyanto (Ibid.) 

menjelaskan, dalam memahami realitas sosial, teori kritis tidak 

ingin terjebak proses pereduksian fakta sosial layaknya yang sering 

dilakukan aliran positivisme. Teori kritis berbeda dengan teori-

teori tradisional dalam beberapa hal. Pertama, teori kritis menolak 

memberhalakan pengetahuan sebagai sesuatu yang terpisah dan 

lebih penting dari tindakan. Kedua, penelitian ilmiah nir -

kepentingan tidak mungkin dilakukan dalam suatu masyarakat di 

mana anggotanya belum otonom. Ketiga, teori kritis berkeyakinan 

bahwa penelitian sosial harus selalu berisi komponen historis, 

sehingga penelitian sosial selalu bersifat dialektis. Keempat, lebih 

dari sekadar berlogika sebab-akibat, teori kritis memahami 

fenomena sebagai universal sekaligus particular. Kelima, teori kritis 

memiliki tujuan perubahan sosial, namun menghindari terjebak 

dalam pragmatism. Keenam, teori kritis berniat menyatukan 

dirinya dengan semua kekuatan progresif yang berkeinginan untuk 

menyatakan kebenaran. Ketujuh, berbeda dengan Marxisme 

                                                                                                                               
dengan cara refleksi itu masyarakat atau individu dapat membebaskan 

dirinya dari kekuatan asing yang mengacaukan kesadarannya. 
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Ortodoks yang menempatkan superstruktur budaya masyarakat 

modern dalam posisi sekunder, teori kritis berkonsentrasi pada 

dua masalah, yaitu: 2) struktur dan perkembangan otoritasnya; 

serta, 2) kemunculan serta pertumbuhan budaya massa. Implikasi 

atau goal dari paradigma kritis ini adalah berkembangnya ilmu 

sosial transformatif. 

Di Indonesia, gaung ilmu sosial transformatif37 sebenarnya 

tidak benar-benar baru. Kemunculannya merupakan bagian dari 

gerbong alternative discourse ÁÔÁÓ ȬÐÅÍÂÁÎÇÕÎÁÎÉÓÍÅȭȟ ÙÁÎÇ 

lambat laun terbukti gagal memenuhi ambisinya. Satu yang 

menarik, ilmu sosial transformatif awalnya lebih berkembang di 

ranah gerakan masyarakat sipil, seperti pada komunitas LSM/NGO, 

daripada di komunitas akademik (kampus). Spiritnya yang kritis, 

emansipatorik, dan transformatif sering dijadikan sandaran 

konseptual strategi aksi mereka ɀselain dalam rangka refleksi 

sekaligus memperoleh legitimasi ilmiah.38 Di antara teoretisi yang 

sering dikutip adalah: Habermas39, Paulo Freire40, Ivan Illich41, 

                                                           
37

 Ilmu dalam perspektif Aristoteles tak mengabdi pada pihak lain. Ilmu 

digeluti umat manusia demi ilmu itu sendiri. Sebagai kritik tajam kemudian 

dikenallah ucapan, ñprimun vivere, deinde philoshoporiò berjuanglah 

terlebih dahulu, baru boleh berfilsafat. Ilmu hadir untuk kepentingan umat 

manusia. Sehingga dengan tesis inilah, sebuah ilmu memiliki dasar tujuan. 
38

 Sebagaimana disampaiakn Fakih (2003: 6), berbagai teori sosial, ekonomi, 

politik, dan budaya lahir tidak saja dalam rangka pertarungan memberi 

makna terhadap suatu realitas sosial, tetapi juga berimplikasi pada 

perubahan sosial karena pada dasarnya perubahan sosial di bangun di atas 

pehaman teoritik dan suatu teori sangat berpengaruh dalam membentuk 

suatu program aksi di lapangan. Berangkat dari pemahaman ini, maka tak 

heran jika teori yang bersifat transformative, relative cepat berkembang di 

kalangan aktivis sosial.  
39

 Habermas secara sederhana membagi ilmu-ilmu sosial menjadi tiga 

paradigm: instrumental knowledge (positivism), paradigm interpretative 

(dengan dasar filasafatnya fenomenologi dan hermeneutic), serta paradigm 
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Gustavo Guiterez42 (dengan pedagogi emansipatorik dan teologi 

pembebasannya)43. 

Sejumlah ilmuwan Indonesia sendiri terlibat dalam 

pengarusutamaan penerapan ilmu sosial transformatif ini. 

Menyebut beberapa nama diantaranya adalah: Muslim 

ÁÂÕÄÒÒÁÈÍÁÎȟ (ÉÄÁÙÁÔ .ÁÔÁÁÔÍÁÄÊÁ ɉÍÅÎÇÇÕÎÁËÁÎ  ÔÅÒÍÁ ȰÉÌÍÕ 

ÈÕÍÁÎÉËÁȱɊȠ !ÒÉÅÆ "ÕÄÉÍÁÎ ɉȰÉÌÍÕ ÓÏÓÉÁÌ ÙÁÎÇ ËÏÎÔÅËÓÔÕÁÌȱɊȠ 

Francis Wahono (Tahun 80-an, Ia dikenal getol mempopulerkan 

ȰÔÅÏÌÏÇÉ ÐÅÍÂÅÂÁÓÁÎȱɊȠ ËÅÍÕÄÉÁÎȟ -ÕÂÙÁÒÔÏ ɉȰÉÌÍÕ ÓÏÓÉÁÌ ÙÁÎÇ 

ÍÅÍÂÕÍÉȰɊȠ +ÕÎÔÏ×ÉÊÏÙÏ ɉȰÉÌÍÕ ÓÏÓÉÁÌ ÐÒÏÆÅÔÉËȱɊȠ ÄÁÎȟ -ÁÎÓÏÕÒ 

                                                                                                                               
kritik (critical/emansipatory knowledge). Paradigma yang disebutkan 

terakhir itulah yang memberikan legitimasi terhadap ilmu sosial 

pembebasan, yang tadinya dianggap ótidak ilmiahô tersebut. (Fakih, 2003: 

23-28) 
40

 Tugas teori sosial menurut Freire adalah melakukan apa yang disebutnya 

sebagai conscientizacao atau proses penyadaran terhadap system dan 

struktur yang menindas, yakni suatu system dan struktur ñdehumanisasiò 

yang membunuh kemanusiaan. Pemikiran Freire sangat dipengaruhi oleh 

konsep hegemoni Gramsci. Terkiat dnegan penggolongan kesadaran 

manusia, Freire menyebutny ada tiga: kesadaran magis (magical 

consciousness), kesadaran naïf (naival consciousnees), dan kesadaran kritis 

(critical consciousness). (Fakih, 2003: 29-31) 
41

 Hampir sama dengan Freire sebagaian tulisannya mem,bahas problem 

pendidikan yang sifatnya dehumanisasi. Illich menganggap sekolah adalah 

candu masyarakat. 
42

 Gustavo Guiterez (1973) merupakan salah satu tokoh teologi pembebasan. Ia 

mmberikan deskripsi atas terma tersebut merupakan suatu ñrefleksi  teologi 

yang lahir dari ungkapan dan pengalaman sert ausaha bersama untuk  

menghapus situasi ketidakadilan dan untuk membangun sutau masyarkat 

yang berbeda yang lebih bebas dan lebih manusiawiò. (dalam fakih, 2003: 

177-178) 
43

 Tentu di luar nama-nama yang disebutkan masih banyak teoritis lain yang 

tak kalah memebrikan pengaruh.  
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Fakih (melalui buku-buknya yang mengeksplor paradigma kritis). 

Di luar itu memang ada pula ide mengenai 

indigenisasi/pribumisasi/kontekstualis asi guna meningkatkan 

derajat relevansi dan kompatibilitas ilmu sosial. Walaupun 

memiliki singgungan spirit dalam hal emansipasi, namun ide-ide 

tersebut penulis posisikan di luar lingkaran ilmu sosial 

transformatif; penulis memposisikannya lebih sebagai turunan.  

Dalam diskursus ilmu sosial terkini (kontemporer), Purwo 

Santoso, akademisi Universitas Gadjah Mada, turut mengambil 

peran. Dalam upacara pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar Ilmu 

Politik, Ia menyampaikan pidato berjudul Ilmu Sosial Transformatif 

(2011) . Penulis tertarik menggambarkan ilmu sosial transfomatif 

dari cara pandang Purwo melalui pidatonya tersebut.  Ilmu sosial 

yang dimaksudkannya di sini mencakup berbagai disiplin, 

termasuk sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, antropologi, 

sejarah, ilmu hukum, dan seterusnya. Istilah transformatif di sini 

dipakainya dalam pengertian yang longgar, sekedar untuk 

menandai cara kerja ilmuwan yang tidak hanya berjuang untuk 

menjawab pertanyaan-ÐÅÒÔÁÎÙÁÁÎÎÙÁ ÓÅÎÄÉÒÉȟ ÎÁÍÕÎ ȰÐÅÄÕÌÉȱȢ $ÁÎ 

pada gilirannya berdedikasi untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan masyarakatnya. Muara dari kegiatan pengembangan 

ÉÌÍÕ ÙÁÎÇ ÄÉÔÅËÕÎÉ ÂÕËÁÎ ÈÁÎÙÁ ÓÔÏË ÐÅÎÇÅÔÁÈÕÁÎ ÙÁÎÇ ȰÌÅÂÉÈ 

ÂÁÎÙÁËȱ ÄÁÎ ȰÌÅÂÉÈ ÂÁÉËȱȟ ÍÅÌÁÉÎËÁÎ ÊÕÇÁ ËÁÐÁÓÉÔÁÓ ÍÅÎÇÁÔÁÓÉ 

masalah-masalah sosial. 

Sungguhpun demikian, Purwo (2011) mengingatkan ilmu 

sosial transformatif bukanlah ilmu tentang ketrampilan (vokasi). 

Watak transformatif ilmu sosial bukan ditentukan oleh ketrampilan 

teknis, melainkan ditentukan oleh komitmennya untuk 

mewujudkan realitas baru sesuai dengan yang diteorikannya. 

Pengembangan ilmu sosial transformatif mensyaratkan kepiawaian 

dalam tiga dimensi filsafat ilmu, yakni: ontologi, epistemologi dan 



Metodologi Ilmu Pemerintahan | 48  
 

aksiologi. Pencanggihan di tiga dimensi ini perlu dilakukan dalam 

kebulatan. Artinya sisi epistemologis dan sisi aksiologis harus 

mendapatkan perhatian yang serius. Watak transformatif perlu 

didasari dengan kejelasan pilihan epistemologis. Oleh karena itu, 

dalam pengembangan ilmu sosial transformatif, keberadaan 

metode keilmuan yang mengedepankan obyektivitas tidak harus 

ditolak, namun harus disadari kenaifannya. Kemudian dicarikan 

cara untuk mengkompensasi keperluannya untuk transformatif. 

Watak transformatif juga ditentukan oleh pilihan aksiologis-nya. 

Ilmu sosial dikembangkan bukan sekedar akumulasi teori, 

melainkan juga untuk memperbaiki relasi sosial yang terjalin. Dan 

akhirnya, menghasilkan realitas sosial yang di nilai jauh lebih baik. 

Jika dalam kajian ini penulis menekankan pentingnya 

kesadaran politik (political consciouness) para ilmuwan dan 

penyesuaian paradigmatik guna menuju ilmu sosial transformatif, 

Purwo memberikan poin penting yang sifatnya komplementatif, 

bahwa model pembelajaran juga menjadi faktor yang menentukan. 

Terkait hal ini, Purwo (2011) menjelaskan sebagai lembaga 

pengembangan ilmu, universitas memegang tanggungjawab moral 

untuk menjamin komunitas keilmuannya memiliki kapasitas tinggi 

dalam menyerap dan mengembangkan ilmu. Yang diperlukan 

bukan hanya pembelajaran pada diri masing-masing ilmuwan, 

namun juga komunitas ilmuwan itu sendiri. Pada tingkat inilah 

universitas di Indonesia sepertinya masih bermasalah. Boleh jadi, 

komunitas ilmuwan sosial di negri ini, menurut Purwo, mengalami 

sindrom kesulitan belajar dalam kebersamaan (collective learning 

difficulty) , kalau bukan ketidakmampuan belajar dalam 

kebersamaan (collective learning dissability).  Universitas tegasnya 

bisa menghasilkan sarjana, master, doktor yang baik, namun belum 

tentu memiliki kecanggihan dalam hal pembelajaran demi 

menghasilkan temuan-temuan baru. Contoh sederhana dari 

collective learning dissability ini adalah ironi ilmuwan politik. 
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Dalam menggeluti ilmu politik, mereka kehilangan visi politik, 

yaitu; tidak mengitung dampak politik dari akumulasi ilmu itu 

sendiri. Oleh karenanya, jika pengembangan ilmu tidak disertai 

ÄÅÎÇÁÎ ËÅÊÅÌÁÓÁÎ ȰÖÉÓÉ ÐÏÌÉÔÉËȱ ɉÐÅÎÕÌÉÓ ÍÅÎÙÅÂÕÔÎÙÁ political 

Consciouslessness), ilmuwan sebetulnya hanya partisipan dari suatu 

sistem informasi. Purwo (2011) mengutip hasil studi Carlile (2004) 

tentang sistem informasi yang dilakukan dalam hubungan antar 

bangsa guna mengidentifikasi adanya tiga derajat learning 

organization, yakni: 1) sintaktis; 2) semantik; dan (3) transformatif. 

Ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Dalam derajat sintaktis, perhatian utama adalah ketepatan 

menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran. Mereka 

hanya mentransfer ilmu dan memproses informasi secara apa 

adanya. Komunitas yang terlibat tidak hirau persoalan metodologis. 

Belajar pada dasarnya adalah hanya untuk meniru dan meniru. 

Obsesi mereka adalah penguasaan ontologis dalam bidang ilmunya. 

Tataran pembelajaran semantik lebih berani menafsir atau 

memahami makna tersirat di balik fenomena tertentu. Proses 

menafsir memang beresiko salah, namun juga berpotensi 

menghasilkan pengetahuan baru berkat kepiawaian metodologi 

keilmuan. Sedangkan pembelajaran transformatif ditandai oleh 

kemampuan mengambil manfaat berdasarkan kebutuhan yang 

jelas dan pada saat yang sama paham, fasih dalam menghayati dan 

menerapkan metodologi yang tersedia. Berangkat dari kesadaran 

konteks dan pemahaman akan berbagai peluang yang terbuka, 

mereka terus menerus terlibat dalam upaya memajukan ilmu 

pengetahuan. Model pembelajaran yang diterapkan oleh komunitas 

ilmuwan inilah, yang menurut Purwo berperan besar memengaruhi 

corak ilmu sosial yang dikembang-hasilkan. 

Jadi jika di-review kembali, penulis menilai problem utama 

pengembangan ilmu sosial  di Indonesia adalah lemahnya strategi 
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ȰÐÏÌÉÔÉË ÐÅÎÇÅÍÂÁÎÇÁÎ ÉÌÍÕȱ ËÁÒÅÎÁ ÌÅÍÁÈÎÙÁ ȰËÅÓÁÄÁÒÁÎ ÐÏÌÉÔÉËȱ 

para ilmuwan atas aktivitas keilmuan yang dilakukannya ɉȰÐÏÌÉÔÉÃÁÌ 

ÕÎÃÏÎÓÃÉÏÕÎÅÓÓȱɊȢ Hal tersebut terjadi ËÁÒÅÎÁ ȰÅÆÅË-ÅÆÅË ÐÁÎÏÐÔÉËÁÌȱ 

sebagaimana telah dipaparkan. Akhirnya ilmu sosial berkembang 

pesat namun dibarengi tanpa visi, arah, dan tujuan yang jelas. Ilmu 

politik gagal mengemban peran transformatif yang melekat pada 

dirinya (apolitis). Alternatif pemecahan versi penulis adalah 

ÄÅÎÇÁÎ ÍÅÌÁËÕËÁÎ ȰÐÏÌÉÔÉÓÁÓÉ ÉÌÍÕȱ ÕÎÔÕË ÍÅÎÕÍÂÕÈËÁÎ 

kesadaran politik ɉȰÐÏÌÉÔÉÃÁÌ ÃÏÎÓÃÉÏÕÎÅÓÓȱɊ ilmuwan. Kendala 

metodologis yang muncul karena upaya politisasi ini dijawab 

deÎÇÁÎ ÐÅÍÉËÉÒÁÎ &ÅÙÅÒÁÂÅÎÄ ÍÅÎÇÅÎÁÉ ȰÁÎÁÒËÉ ÅÐÉÓÔÅÍÏÌÏÇÉȱ ÄÁÎ 

ȰÁÎÙÔÈÉÎÇ ÇÏÅÓȱȢ Eventuali, ketika kesadaran ini telah berkembang 

sedemikian rupa, paradigma kritis disodorkan sebagai kerangka 

paradigmatik aktivitas keilmuan ke depan karena spirit kritis, 

emansipatif, dan transformatif yang dimilikinya.  Sepakat dengan 

0ÕÒ×Ï 3ÁÎÔÏÓÏȟ ÐÅÎÕÌÉÓ ÊÕÇÁ ÍÅÎÇÁÎÇÇÁÐ ÂÁÈ×Á ȰÍÏÄÅÌ 

ÐÅÍÂÅÌÁÊÁÒÁÎ ÔÒÁÎÓÆÏÒÍÁÔÉÆȱ ÊÕÇÁ ÄÉÐÅÒÌÕËÁÎ ËÁÒÅÎÁ ÁËÔÉÖÉÔÁÓ 

keilmuan tak hanya dilakukan orang per orang namun utamanya 

melalui collective-learning [:]  
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BAB II 

MEMPERSOALKAN ILMU SOSIAL INDONESIA 
YANG AMERICAN-MINDED 

Widya Priyahita¦ 

 

 

 

 

 Exordium 44: -ÅÎÓÉËÁÐÉ )ÌÍÕ ÙÁÎÇ Ȱ!ÓÉÎÇȱ 

Sebagai sebuah sistem pengetahuan, universitas di 

Indonesia tergolong institusi  yang masih muda. Namun demikian, 

secara cepat universitas berhasil menggantikan dominasi institusi 

keilmuan berbasis lokal yang lebih dahulu esksis (misalkan 

pesantren). Universitas merepresentasikan tidak hanya komitmen 

negeri ini pada modernitas, tetapi juga diskontinuitas dari tradisi 

pembelajaran yang ada dalam masyarakat. Pun menghadirkan 

seperangkat pengetahuan yang berbeda dengan pemahaman orang 

awam. Tak mengherankan jika universitas di Indonesia seringkali 

dituduh ȬÁÓÉÎÇȭȟ ȬÔÅÒÁÓÉÎÇȭȟ ÄÁÎ ÁÔÁÕ ÂÁÈËÁÎ ȬÍÅÎÇÁÓÉÎÇËÁÎȭ 

masyarakat dari konteks-kultur yang melatari. 

                                                           
¦
 Peneliti PPKK, Fisipol, Universitas Gadjah Mada. 

44
 Exordium berasal dari Bahasa Latin yakni exordiri atau permulaan, dalam 

bahasa Inggris secara spesifik kata ini diartikan sebagai suatu permulaan 

dari diskursus (Concise Oxford English Dictionary, 2004, dalam Juru, 

2013). 
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Dalam pengembangannya kemudian, universitas sebagai 

model adopsi yang tidak indigen ini, membutuhkan role-model dari 

negara-negara maju. Terjalinlah relasi patronistik diantara 

keduanya yang menimbulkan efek ketergantungan. Hal ini masih 

harus diperparah oleh kenyataan globalisasi, kemajuan tegnologi 

informasi, dan masifnya industrialisasi penerbitan yang 

dikembangkan negara-negara maju. Akibatnya arus lalu-lintas 

pengetahuan bergerak menjadi sangat agresif: cepat, mudah, dan 

murah, namun tanpa menanggalkan coraknya yang cenderung satu 

arah (one way distribution). Kondisi demikian menyebabkan posisi 

awal hingga kini pengembangan keilmuan di mayoritas negara 

ÐÁÓÃÁËÏÌÏÎÉÁÌȟ ÓÅÐÅÒÔÉ )ÎÄÏÎÅÓÉÁȟ ÃÅÎÄÅÒÕÎÇ ȰÍÅÎÃÁÒÉ ËÅ ÌÕÁÒȱ 

(outward looking) daripada secara induktif menggali khasanah 

yang dimilikinya (indigen). Tak mengehrankan jika banyak 

ilmuwan lalu gagal dalam menarik gists (inti sari/visi kebenaran 

ilmiah) dari kandungan teori yang dipelajarinya. Dalam bahasa 

yang lebih tajam, produksi keilmuan tidak mengemuka. Yang nyata 

adalah aktivitas konsumsi sebatas taken for granted. 

Tentu ini problematik. Teori-teori yang dikembangkan 

dalam konteks yang berbeda tersebut pada akhirnya terbukti gagal 

menjawab kebutuhan masyarakat. Ia bersama klaim universalitas 

yang dibawanya lalu digugat dan dipertanyakan ulang. Dalam 

tulisan ini penulis secara khusus akan mempersoalkan corak ilmu 

sosial di Indonesia yang cenderung American Minded45. Penulis 

berupaya menjawab dua pertanyaan terpenting, yakni: mengapa 

dan bagaimana hal tersebut terjadi? Pada titik ini penting untuk 

melacak asal-mula pengembangan studi Indonesia. Di sanalah batu 

fondasi ilmu sosial kita hari ini diletakkan. 

                                                           
45

 Pada uraiannya kemudian, American Minded dimaknai secara longgar 

bersinggungan pula dengan Westernism. 
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Awalnya adalah indologi. Yaitu kajian tentang masyarakat 

di Kepulauan Hindia-Belanda, yang dicetuskan oleh komunitas 

keilmuan Eropa modern. Dalam perjalanannya, indologi ini 

dipengaruhi dan mempengaruhi pembentukan negara kolonial 

Hindia-Belanda. Alih-alih menjadi cermin realitas sosial, penelitian-

penelitian para indolog justru ambil bagian dalam membentuk 

Indonesia pada masa kolonial dan seterusnya. Dengan begitu, 

dinamika indologi hanya bisa kita pahami dalam bingkai kekuasaan 

kolonial.46 Ilmu telah menjadi rezim kebenaran yang 

mendisiplinkan masyarakat. Konsepsi atas apa yang baik, benar, 

                                                           
46

 Imperialisme dan kolonialisme merupakan sebuah konsep krusial yang 

digunakan di berbagai disiplin. Kedua pengertian ini berjalin kelindan. 

Kesepakatan umum mengatakan bahwa kolonialisme sesungguhnya tidak 

lain merupakan ekspresi imperialism. Ketika mendiskripsikan bentuk 

imperialism Eropa awal abad Sembilan belas, imperialism cenderung 

digunakan minimal dalam empat cara berbeda: 1) imperialism sebagai 

ekspansi ekonomi; 2) imperialism sebagai penundukan others; 3) 

imperialism sebagai sebuah gagasan atau semangat beserta berbagai 

macam pengejawantahannya; 4) imperialism sebagai satu bidang 

pengetahuan diskursif. Penggunaan istilah tersebut tidak mesti 

bertentangan satu sama lain; justru dilihat sebagai analisis  yang 

memfokuskan pada berbagai lapisan imperialism yang berbeda-beda. 

Awalnya istilah tersebut  dipakai sejarawan untuk menjelaskan serangkaian 

perkembangan arah ekspansi perekonomian Bangsa Eropa. Dalam 

pembatasan ini, imperialism terkait dengan satu kronologi peristiwa 

penemuan, penaklukan, eksploitasi, distribusi, dan perampasan.  

Pemaknaan kedua, lebih menitik beratkan pandangan pada penundukan dan 

penaklukan bangsa-bangsa terjajah. Sedangkan interpretasi ketiga, 

merefleksikan pandangan yang berasal dari Eropa; serta keempat 

dimunculkan oleh para penulis yang memahami imperialism dan 

kolonialisme berdasarkan pada keanggotaan serta pengalaman hidup 

mereka dalam masyarakat terjajah, atau berdasarkan kepentingan mereka 

dalam memahami imperialism dari perspektif konteks local. (dalam Smith, 

2005: 5) 
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bernilai, agung, maupun sebaliknya, dikonstruksi dalam bentuk 

pengetahuan. Sebagai teks, pengetahuan lantas bukan hanya soal 

menginformasikan (to inform), melukiskan (to describe), 

menjelaskan (to explain), dan menyampaikan (to deliver), tapi juga 

sekaligus mencipta (to invent). Teks memberi batasan pengertian 

dan kemudian berhilir pada pertimbangan bagi formasi kekuasaan. 

Dengan kata lain produksi pengetahuan berjalan paralel dengan 

ÐÒÏÄÕËÓÉ ÁÔÁÓ ËÕÁÓÁȢ Ȱ3ÕËÁ ÔÉÄÁË ÓÕËÁȟ ÍÁÕ ÔÉÄÁË ÍÁÕȱȟ ÁÐÁ ÄÁÎ 

bagaimana diskursus atas Indonesia turut dijelaskan sekaligus 

dicipta oleh teks-teks pengetahuan semacam itu. Dan Barat, Rezim 

Kolonial, dalam teks dan praktik keseharian, secara dominatif 

memposisikan Indonesia sebagai yang terpinggir, inferior, warga 

kelas tiga, tunduk, lemah -tertaktluk. Di samping itu, kehadiran 

lembaga pendidikan tinggi di era kolonial lebih merupakan wadah 

mencetak tenaga-tenaga adminstratur ketimbang fungsinya yang 

popular dalam adagium universitas magistrorum et scholarium. 

Dimana aktivitas ilmiah dihidupi. 

Selepas dekolonisasi masif terjadi, kondisi politik di level 

global mengalami kontestasi ideologi yang sukses membuat dunia 

bipolar dalam situasi perang dingin. Amerika sebagai satu di antara 

dua superpower dunia, melakukan pergeseran kebijakan politik 

internasional dari hard power menuju soft power. Dan setali tiga 

uang; dalam rangka, mengampanyekan communisto phobia, 

membangun imperium bisnis trans-nasional, sekaligus pemasaran 

american value, mereka memainkan politik hegemoni. Kampus 

dijadikan batu loncatan. Amerika dengan jeli, mengambil alih peran 

indolog Belanda yang tersingkir pasca mewabahnya virus anti-

kolonial. Fenomena ini tak hanya berlaku di Indonesia, melainkan 

hampir di seluruh negara poskolonial. Supremasi keilmuan, yang 

bermuara pada upaya-upaya patronase, selanjutnya dilakukan 

dengan cara membangun studi kawasan. Salah satunya adalah studi 
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Asia Tenggara. Hal ini akan dielaborasi lebih lanjut pada bagian-

bagian berikutnya. 

Dengan demikian, membaca periode awal kemerdekaan 

Indonesia adalah upaya membaca faktor-faktor yang membentuk 

ÉÌÍÕ ÓÏÓÉÁÌ ËÉÔÁ ÈÁÒÉ ÉÎÉȢ $É ÓÁÎÁ ÁÄÁ ÐÅÒÓÏÁÌÁÎ ȰÏÂÊÅËÔÉÆÉËÁÓÉ 

)ÎÄÏÎÅÓÉÁȱ ÙÁÎÇ jernih dijelaskan oleh orientalisme Said (1978) 

dan poskolonial. Di sana juga ada masalah hegemoni, kuasa ilmu 

atas ilmu, dimana konsepsi soft power ala J Nye Jr, berhasil 

merejuvenasi ilmu sebagai instrumen kuasa. Melalui kerja-kerja 

demikian, diharapkan ilmu politik dapat berkembang dinamis 

karena oleh para peminatnya kemapanan terus dikorek, digugat, 

disangkal, diafirmasi, dan dibongkar-pasang secara kontinum. 

 

Mengupas (Awal) Hegemoni Amerika:  

Dari Hard Power  Menuju Soft Power 

Hegemoni Amerika berkembang setelah Perang Dunia 

(PD) II berakhir. Untuk membaca konstelasi politik internasional 

pasca II dari sudut pandang akademik, peneliti akan menyitir 

tulisan Shaumil Hadi (2008: 61-75). Secara spesifik yang dimaksud 

adalah disiplin Hubungan Internasional bagian dari rumpun ilmu 

politik. Penjelasan ini menarik karena telaah-telaah yang muncul ke 

permukaan kebanyakan didominasi oleh babaran realitas ekonomi-

politik ɀtidak melihatnya sebagai implikasi dari perdebatan teoritik 

keilmuan. Meningkatnya pengaruh realisme dalam kajian 

hubungan internasional boleh jadi secara umum dapat dilihat 

sebagai suatu respon terhadap kegagalan idealisme-liberal dalam 

menjelaskan anomali peristiwa di sekitar 1930-an, yang akhirnya 

memicu PD II. Hadi menilai, para idealis-liberal mengalami salah 

tafsir atas harapan dan esensi politik bangsa Eropa di tahun itu. 

Prediksi atas terbangunnya perdamaian, demokratisasi, 

modernisasi, pasca PD I hanyalah utopia dan merupakan 
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pemahaman yang bias pemenang. Bukan dari perspektif negara-

negara kalah (oposan). 

Dalam bahasa Carr yang dicuplik Hadi, para idealis-liberal 

telah memungkiri  peta politik dan perimbangan kekuasaan di 

Eropa yang justru tampil dalam keadaan yang menyolok antara 

Ȱ9ÁÎÇ 0ÕÎÙÁ (The Have)ȱ ÄÁÎ ÙÁÎÇ Ȱ4ÉÄÁË 0ÕÎÙÁ (The Have Not)ȱȢ 

Inggris, PerancÉÓȟ ÄÁÎ !ÍÅÒÉËÁ 3ÅÒÉËÁÔ ɉ!3Ɋ ÍÅÒÕÐÁËÁÎ ÐÉÈÁË ȰÙÁÎÇ 

ÐÕÎÙÁȱȟ ÄÁÌÁÍ ÁÒÔÉÁÎ ËÅËÕÁÁÔÁÎ ÂÅÓÁÒ ÙÁÎÇ ÂÅÒÏÒÉÅÎÔÁÓÉ ÐÁÄÁ 

pelanggengan status quo. Sedangkan Jerman, Italia, Jepang, adalah 

ÐÉÈÁË ȰÙÁÎÇ ÔÉÄÁË ÐÕÎÙÁȱȢ *ÁÄÉȟ ÓÕÄÁÈ ÓÅ×ÁÊÁÒÎÙÁȟ ÍÅÎÕÒÕÒÔ ËÁÕÍ 

ÒÅÁÌÉÓȟ ÊÉËÁ ȰÙÁÎÇ ÔÉÄÁË ÐÕÎÙÁȱȟ ÁËÁÎ ÃÏÂÁ ÍÅÍÐÅÒÂÁÉËÉ 

keseimbangan internasional melalui penggunaan kekuatan fisik 

(hard power). Oleh karena itulah, politik pembagian kekuasaan 

pasca Konferensi Perdamaian Paris 1919, ternyata menyisakan 

duri dalam daging (salah satunya Jerman) yang lama-kelamaan 

membusuk dan pecah di PD II. 

Jelaslah dengan demikian, di mata realis kesalahan 

terburuk yang menghinggapi para idealis-liberal adalah mereka 

berangkat dari harapan semu atas indahnya inter-relasi negara di 

dunia, padahal dalam kenyataan politik internasional, politik 

ÃÏÎÄÏÎÇ ÂÅÒÃÏÒÁË ȰÐÏÌÉÔÉË ËÅËÕÁÓÁÁÎȱ ÄÅÎÇÁÎ ÏÒÉÅÎÔÁÓÉ 

ȰËÅÐÅÎÔÉÎÇÁÎ ÎÁÓÉÏÎÁÌȱȢ 0ÁÄÁ ÔÉÔÉË ÉÎÉÌÁÈ ÐÅÍÁÈÁÍÁÎ ÒÅÁÌÉÓ ÕÎÇÇÕÌ 

terkait relevansi dan kontekstualitasnya. Sebagai imbas, secara 

cepat realisme menjadi pendekatan mainstream yang 

mempengaruhi cara pandang para diplomat, pembuat keputusan, 

serta ilmuwan politik. Berikut adalah elemen dasar yang dikandung 

realisme: 1) pengedepanan kepentingan nasional (national 

interest); 2) peningkatan kekuatan (power maximisation);  dan 3) 

keseimbangan kekuasaan (balance of power). 

 

 



Metodologi Ilmu Pemerintahan | 57  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel. 2.1 Justifikasi Tindakan/Pengetahuan (Teori sebagai 

Praktik)  

dalam Politik Luar negeri AS Pasca Perang Dunia ke-2  

(dalam Hadi, 2008: 74) 

Kaitannya dengan posisi dan peran AS, para ilmuwan 

politik (realis) jamak menilai , perimbangan kekuasaan mutlak 

Komunitas Politik  

(Pembuat Keputusan 

politik 

Komunitas Akademis 

(Pembuat Pengetahuan) 

Kepentingan  Politik 

Luar Negeri AS 

Behavioralisme sebagai 

Metode 

Produk Riset yang Saintifik 

Realisme sebagai Fokus 

Analisa (Negara dan Politik 

Kekuasaan) 

Eksplisit: 

Pencegahan Perang dengan 

Perimbangan Kekuasaan di 

Eropa dan Dunia 

Implisit: 

Kepentingan dan 

Politik Identitas 

(Self-Recognition) 

AS sebagai Negara 

ά{ǳǇŜǊ-tƻǿŜǊέ 

Justifikasi Tindakan 

Justifikasi 

Pengetahuan 
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diperlukan; karenanya harus ada suatu kekuatan tertentu (di luar 

Eropa) yang dapat mendorong penciptaan stabilitas. AS yang pada 

awalnya, di kurun waktu antara PD I dan PD II, menerapkan politik 

isolasionisme oleh karena dasar perbedaan geografis, ideologis, 

dan kebudayaan dengan negara lainnya di dunia, akhirnya pun 

dengan segera didorong dalam kancah perang tersebut. Pendeknya, 

campur tangan tangan AS dalam PD II di Eropa, dan kemudian 

belahan dunia lainnya (karena faktor eskalasi kekuatan Jepang di 

Asia Timur Raya), dapat dinilai dalam kerangka ini.47 

Dimulailah eksplorasi keilmuan oleh para intelektual untuk 

mencari format baru dalam mewujdukan ambisi AS sebagai super-

power baru. Adalah Joseph Nye Jr, akademisi Harvard, tokoh yang 

dengan getol mempopulerkan konsep soft power dalam diskursus 

hubungan internasional.48 Soft power hadir sebagai tawaran atas 

kebijakan politik luar negeri AS untuk mempertahankan dan 

mengembangkan supremasi kekuasaan global. Soft power dianggap 

relevan dan kontekstual sejalan dengan semangat perdamaian, nir 

kekerasan, antikolonial, serta situasi bipolar pasca PD II. Walaupun 

konsep ini berkembang secara sistematis di tahun-tahuan 1980-an, 

namun pada dasarnya embrio konsep ini telah mengemuka dan  

tercermin dalam kebijakan-kebijakan politik luar negri AS lepas 

                                                           
47

 Selain argumen yang telah dipapar, dorongan AS untuk melibatkan diri 

dalam perang juga merupakan konsekuensi logis dari peran para 

intelektual-imigran Eropa yang melakukan eksodus. AS dianggap 

memberikan iklim intelektual yang nyaman dibandingkan dengan iklim 

intelektual Eropa yang dilanda krmerican Powerisis, fasisme, dsb. 
48

 Konsep ini dituangkan dalam sejunlah karyanya berikut: buku Bound to 

Lead: The Changing Nature of American Power; buku, Soft Power: The 

Means to Success in Worlds Politics; buku, The Powers to Lead; paper, 

Notes for a Soft Power Research Agenda; paper, Soft Power, Hard Power, 

and Leadership; paper, The Information Revolution and American Soft 

Power, dsb. 
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tahun 1950, bahkan juga di negara lain pada waktu yang lebih 

lampau. Secara sederhana soft power sendiri dapat didefinisikan 

the power of persuasion through ideas, cultures, and policies (Nye, 

2002). Secara lebih detil sebagai berikut: 

ȰSoft power is the ability to obtain what one wants 

through co-option and attraction. It can be contrasted with 

'hard power', that is the use of coercion and payment. Soft 

power can be wielded not just by states, but by all actors in 

international politics, such as NGOs or international 

institutions. The idea of attraction as a form of power dates 

back to ancient Chinese philosophers such as Laozi in the 7th 

century BC. The primary currencies of soft power are an 

actor's values, culture, policies and institutionsɂand the 

extent to which these "primary currencies", as Nye calls 

them, are able to attract or repel other actors to "want what 

ÙÏÕ ×ÁÎÔȢȱ  

In any discussion of power, it is important to 

distinguish behavior (affecting others to obtain the preferred 

outcomes) from the resources that may (or may not) produce 

those outcomes. Sometimes people or countries with more 

power resources are not able to get the outcomes they wish. 

Power is a relationship between an agent and a subject of 

power, and that relationship will vary with different 

situations. Meaningful statements about power must always 

specify the context in which the resources may (or may not) 

be converted into behavior. 

Soft power is not merely non-traditional forces such 

as cultural and commercial goods, as this confuses the 

resources that may produce behavior with the behavior itself 

ɀ ×ÈÁÔ 3ÔÅÖÅÎ ,ÕËÅÓ ÃÁÌÌÓ ÔÈÅ ȰÖÅÈÉÃÌÅ ÆÁÌÌÁÃÙȢȱ .ÅÉÔÈÅÒ ÉÓ ÉÔ 

the case that all non-military actions are forms of soft power, 
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as certain non-military actions, such as economic sanctions, 

are clearly intended to coerce and are thus a form of hard 

power. 

That said, military force can sometimes contribute to 

soft power. Dictators like Adolf Hitler and Joseph Stalin 

cultivated myths of invincibility and inevitability to structure 

expectations and attract others to join them. A well run 

military can be a source of attraction, and military to 

military cooperation and training programs, for example, 

can establish transnational networks that enhance a 

ÃÏÕÎÔÒÙȭÓ ÓÏÆÔ ÐÏ×ÅÒȢ .ÁÐÏÌÅÏÎ )ȭÓ Émage as a Great General 

and military hero arguably attracted much of the foreign 

aristocracy to him. The impressive job of the American 

military in providing humanitarian relief after the Indian 

Ocean tunami and the South Asian earthquake in 2005 

helped restore the attractiveness of the United States. Of 

course, misuse of military resources can also undercut soft 

power. The Soviet Union had a great deal of soft power in the 

years after World War II, but they destroyed it by the way 

they used their hard power against Hungary and 

Czechoslovakia, just as American military actions in the 

Middle East undercut their Soft Power. 

 

Tabel 2.2. Soft dan Hard Power (Jr Nye, 2006) 

Type of 

Power 

Behavior Sources Example 

Soft Attract and 

Co-Opt 

Inherent Qualitiies 

Coomunication 

Charisma 

Persuasion 

Hard Threaten and Threats, 

Intimidation, 

Hire, Fire, 

Demote, 
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Induce Payments, 

Rewards 

Promotions, 

Compensation 

  

Konsep ini pada perjalanannya berhasil  memberi warna 

dominan atas kebijakan politik internasional berbagai negara di 

dunia, tak hanya AS, walaupun tanpa meniadakan strategi hard 

power  yang penuh kepentingan. Sebagaimana lazim diketahui 

bahwa industri perang suatu negara adalah satu sumber keuangan 

terpenting. Dan dalam logika industri, profit dapat mengalir bila 

proses produksi belangsung lancar karena permintaan yang tinggi 

atau setidaknya konstan. Pada titik ini, selain sebagai strategi 

kuasa, perang juga perlu dipahami dari perspektif ekonomi. Dengan 

demikian, soft power hadir tidak berarti menyingkirkan eksistensi 

hard-power, namun justru sebagai pelengkap (komplementer) atau 

strategi alternatif. 

¶ Dekolonisasi dan Perang Dingin: 

Gonjang-Ganjing Politik Global dan Pengaruhnya bagi Indonesia 

Indonesia berpenduduk 100 juta orang dengan kekayaan 

sumber daya alam yang mungkin lebih besar daripada 

negara asia yang lain. Tidak masuk akal untuk 

mengucilkan sekelompok besar orang yang duduk di atas 

sumberdaya alam ini, kecuali memang ada alasan yang 

amat kuat ɀJohn  F. Kennedy (dalam Archer 2006: 225) 

 

Indonesia adalah sebuah negara yang terlahir pasca 

perang dunia kedua. Pasca itulah terjadi perang lanjutan di antara 

dua negara pemenang. Perang ini dikenal dengan nama perang 

dingin yang diwakili oleh Amerika Serikat dengan ideologi 

liberalnya dan Uni Soviet dengan ideologi komunisnya. Perang 

dingin kemudian berlanjut kepada perang memperebutkan 
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pengaruh dan hegemoni di negara-negara lain. Baik Amerika 

maupun Soviet saling bersaing mencari sekutu di berbagai belahan 

dunia. Selain karena ideologi Amerika dan Soviet yang saling 

bertentangan, keduanya juga memiliki kekuatan ekonomi-militer 

yang tak tertandingi oleh negara mana pun.  

Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, Indonesia juga 

menjadi lahan rebutan diantara Amerika dan Soviet. Posisi 

Indonesia terbilang strategis. Pertama, dari sisi demografis, 

Indonesia adalah satu dari lima negara berpenduduk terbesar di 

dunia. Kedua, melimpahnya sumber daya alam. Dan ketiga, 

Indonesia merupakan negara pasca-kolonial dengan pengaruh yang 

besar. Indonesia menjadi salah satu pelopor berdirinya Konferensi 

Asia Afrika (KAA), Gerakan Non Blok (GNB). dan belakangan 

organisasi regional negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Melihat 

kemenangan rezim komunis di China dan tumbuhnya komunis di 

Korea, Amerika mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang 

bertujuan untuk mencegah semakin meluasnya paham komunis 

diseluruh dunia, termasuk di Indonesia. 

¶ Setali Tiga Uang:  Ganyang Komunis, Investasi Bisnis, 

Supremasi Militer, dan Pemasaran American Value 

Akhir Perang Dunia II menyaksikan Amerika Serikat 

sebagai satu dari dua negara paling kuat di muka bumi. Kekuatan 

ekonomi Amerika tidak tertandingi, seperti halnya kekuatan 

nuklirnya. Amerika serikat pasca Perang Dingin, sebagai negara 

pemenang, nampak mencari posisi baru yang tepat untuk 

mengelola kemenanganya dalam jangka panjang. Bila dicermati, 

ada benang merah politik luar negeri yang sama yang menjadi ciri 

pokok sejak usainya Perang Dunia II. Seluruh  Presiden Amerika, 

sejak dari Truman, Eisenhower, Kenedy, Lyndon Johnson, Nixon, 

Gerard Ford, Carter, Reagan, Bush Sr., Clinton sampai Bush Jr., ingin 

agar Amerika Serikat menjadi pemimpin dunia, baik dalam politik 
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maupun ekonomi. Baik pada masa Perang Dingin, masa détente 

(peredaan ketegangan) sampai sekarang, intisari dari seluruh 

politik luar negeri  Amerika di bawah para presiden dari Partai 

Republik maupun dari Partai Demokrat sama saja, yakni berusaha 

memegang hegemoni dan supremasi dunia. Hegemoni dan 

supremasi itu dimaksudkan berlaku  di bidang ekonomi, politik, 

teknologi dan militer. Bila dilihat dari kelahirannya, lembaga-

lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (United 

Nations), Bank Dunia, IMF dan WTO sejak semula dirancang untuk 

melindungi kepentingan ekonomi jangka panjang Amerika dan 

sekutunya-sekutunya. 

Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, Amerika dan 

negara-negara sekutu mengadakan perundingan di Bretton Woods, 

New Hampshire, Amerika Serikat. Rangkaian Kesepakatan Breetton 

woods itu pada akhir 1945 melahirkan IBRD yang kemudian 

menjadi Bank Dunia (World Bank) dan IMF (International Monetary 

Fund). Sedangkan WTO (World Trade Organization) yang lahir pada 

1995 merupakan pengganti GATT (General Agreement on Tarrif and 

Trade) yang dibentuk pada 1947. Pada masa kepemimpinan 

Clinton (1993-2001) Tata Dunia Baru itu tidak sering dibicarakan. 

Namun pada masa itulah sebuah cabal atau komplotan yang terdiri 

dari sejumlah intelektual, wartawan, dan politisi Amerika 

mengembangkan sebuah impian Pax American. Dalam istilah 

akademik maupun jurnalistik kumpulan tokoh yang mendambakan 

Pax Americana itu disebut sebagai kaum neocons atau kaum 

neokonservatisme. 

Pada intinya kaum noecons itu meyakini perlunya 

supremasi militer yang tidak terkejar oleh Negara manapun juga. 

!ÍÅÒÉËÁ ȰÄÉÔÁËÄÉÒËÁÎȱ ÍÅÎÊÁÄÉ ÐÅÎÊÁÇÁ ÓÔÁÂÉÌÉÔÁÓ ÉÎÔÅÒÎÁÓÉÏÎÁÌȢ 

Konsep kesimbangan kekuata/kekuasaan (balance of power). 

Konsep détente (peredaan ketegangan), dan konsep keseimbangan 
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terror (balance of terror) seperti dipraktikan pada masa Perang 

Dingin dianggap sudah usang. Defense Planing Guidance diatas pada 

intinya berisi: belanja pertahanan Amerika harus diperbesar; tidak 

boleh ada pesaing kekuatan militer Amerika di kawasan manapun; 

serangan preventif dan preemptif boleh dilakukan bila dinilai dapat 

memenuhi kepentingan global Amerika. Satu usulan yang over-

ambisius adalah hak Amerika untuk melakukan intervensi ke setiap 

konflik dimana saja di bola bumi ini, walaupun tidak berkaitan 

dengan kepentingan Amerika, namun mungkin berkaitang dengan 

kepentingan sekutu-ÓÅËÕÔÕÎÙÁ ÁÔÁÕ ÄÅÍÉ ȰÍÅÍÅÌÉÈÁÒÁȱ ÓÔÁÂÉÌÉÔÁÓ 

internasional. Tentu DPG tidak menyebutkan bahwa serangan 

Preemptif/preventif terhadap suatu negara atau suatu wilayah 

serta intervensi global Amerika itu sesungguhnya untuk 

melindungi, memperluas dan menjamin kepentingan ekonomi 

amerika. Termasuk untuk mengontrol minyak dan sumber daya 

alam yang dimiliki oleh negara-negara berkembang. (Rais, 2008; 

55-62) 

¶ Meneliti adalah (Upaya) Menguasai (?): 

Di Balik Pengembangan Studi Kawasan di Amerika 

Studi politik Indonesia merdeka secara jelas merupakan 

perkembangan pasca-Perang Dunia II. Indonesia adalah salah satu 

negara baru pasca-Perang Dunia II, dan studi politiknya 

dipengaruhi oleh serangkaian faktor yang secara khas berkaitan 

dengan masa pasca-Perang Dunia tersebut. Dalam pengertian 

politik internasional, Indonesia memperoleh kemerdekaan pada 

masa-masa awal Perang Dingin. Antara tahun 1945-1975 

kebanyakan imperium Eropa di Afrika dan Asia telah jatuh. Negara-

negara merdeka baru ini pun kemudian menjadi arena kontestasi 

bipolaritas ideologi antara AS dan Soviet. Dalam konteks ini, 

Pemerintahan AS melakukan investasi penting dalam program-

program studi kawasan untuk mendukung status  barunya sebagai  
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hegemon global. Bantuan militer dan non militer digulirkan  

pemerintah AS yang difokuskan pada Dunia Ketiga. Itulah era di 

mana studi kawasan mulai tumbuh dan berkembang serta turut 

andil dalam membentuk konteks dan substansi konsepsi Amerika 

ÔÅÎÔÁÎÇ ÂÅÒÂÁÇÁÉ ËÁ×ÁÓÁÎ ÔÅÒÍÁÓÕË Ȱ)ÎÄÏÎÅÓÉÁȱȢ  

Perang Dunia II memiliki dampak yang besar bagi kebijakan 

luar negeri AS. Peristiwa tersebut menggiring sejarah ke periode 

keterlibatan massif AS dalam urusan internasional, melampaui 

belahan dunia Barat. Lebih spesifik lagi, AS menyadari bahwa 

kepentingan sosial, ekonomi, dan politiknya bergantung pada 

dinamika Dunia Ketiga yang seakan-akan bagian dari dinamika 

politik dalam negerinya sendiri. Ketidakstabilan di negara-negara 

Dunia Ketiga dianggap sebagai akar dari permasalahan 

internasional yang dapat menghambat keberlangsungan 

kepentingan Amerika dan upaya-upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan. Hal ini berjalan seiring dengan upaya-upaya untuk 

mempengaruhi Dunia Ketiga, sebagaimana diungkapkan Girling 

(1980: 15, dalam Samuel, 2010: 100).  

Ȱ,ÅÔÕÐÁÎ-letupan revolusi dan ketakutan terhadapnya 

telah menguasai kebijakan Amerika terhadap Dunia Ketiga 

selama lebih dari seperempat abad. Baik fakta maupun 

ketakutan bercampur aduk dalam keyakinan bahwa 

ÐÅÍÂÅÒÏÎÔÁËÁÎ ȬÐÒÉÂÕÍÉȭ ÄÁÎ ÁËÓÉ ÍÁÓÓÁ ÄÉ ËÏÔÁɂkota, 

maupun revolusi yang jelas-jelas dipimpin oleh komunis, 

dapat dipicu pertama-tama ÊÕÓÔÒÕ ÏÌÅÈ ȬËÏÍÕÎÉÓÍÅ 

ÉÎÔÅÒÎÁÓÉÏÎÁÌȭ ɀdibanding oleh Moskow atau Pekingɀ 

melalui  suatu gelombang revolusi terhadap suatu Negara 

Dunia Ketiga lainya. Hal ini dilihat sebagai ancaman 

ȬÕÎÉÖÅÒÓÁÌȭ ÔÅÒÈÁÄÁÐ ËÅÁÍÁÎÁÎ !ÍÅÒÉËÁ ÓÅÎÄÉÒÉȠ ËÁÒÅÎÁÎÙÁ 

hal ini membutuhËÁÎ ÒÅÓÐÏÎÓ ÙÁÎÇ ÓÅÒÉÕÓȱ 
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Perguliran dari Indologi menjadi kajian Indonesia perlu 

dipahami dalam bingkai dinamika kebijakan internasional AS ini. 

Semenjak akhir Perang Dunia II, perguruan-perguruan tinggi 

Amerika mulai mengambil peran secara massif dalam 

pembangunan masyarakat-masyarakat diluar AS (khususnya 

Negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang baru merdeka). 

Pemerintah AS menyediakan dukungan politik dan finansial. 

Pemerintahan Presiden Harry Truman, dengan sederet 

program bantuan luar negrinya, merupakan penanda datangnya 

era keterlibatan AS di seluruh belahan dunia. Menurut Beers, 

pemerintahan Truman mendorong perguruan-perguruan tinggi 

Amerika untuk berkembang. Perguruan tinggi yang awalnya hanya 

mengadakan program pertukaran internasional berskala kecil 

didorong untuk menjadi pelaku proyek-proyek mancanegara 

berskala besar. Skema kerja sama ini juga digunakan oleh 

perguruan tinggi Amerika dan pemeritah AS untuk memperoleh 

data-data tangan pertama tentang negar-negara di luar AS. Dalam 

hal ini, terlihat keserupaan di antara kajian wilayah di AS dengan 

studi Oriental Eropa. Pada kedua hal tersebut Negara memiliki 

andil yang besar. Signifikasi pusat Indologi di Belanda merosot 

setelah lengsernya kekuasaan kolonial Belanda, sementara Cornell 

Indonesian Project dan pusat studi sejenis mendapatkan 

momentum seiring perubahan focus politik di AS ke Indochina 

(yakni, dana riset direlokasi untuk mempelajari kehidupan politik 

di Indochina) dan Asia Tenggara. 

Pendirian pusat-pusat kajian wilayah merupakan 

fenomena yang berkembang diantara perguruan tinggi Amerika 

pada 1950an. Sedari awal, kalangan militer AS memegang peranan 

kunci.49 Menurut pihak militer AS,  pendirian pusat kajian wilayah 

                                                           
49

 Perlu ditekankan bahwa kolaborasi di antara ilmuwan sosial Amerika 

dengan angkatan bersenjata AS bermula pada saat Perang Dunia II: terjadi 
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dapat mengakomodasi kepentinganya.  Maka melalui Specialized 

Training Programs, militer AS mempromosikan pendirian program-

program kajian wilayah di perguruan tinggi Amerika untuk 

menghasilkan pakar dalam bahasa kebudayaan beragam 

masyarakat di dunia. Sebagaimana yang diamati Lambert (1989), 

militer mendanai proyek kajian studi wilayah dan membantu 

pendirian sekitar 600 kajian wilayah dan pusat bahasa di 

perguruan tinggi Amerika. Banyak di antara para spesialis jebolan 

program ini lantas direkrut menjadi tenaga intelijen oleh Office of 

Strategic service (yang kemidian dikenal dengan nama Central 

Intelligence Agency [CIA]). Pendirian pusat kajian Indonesia juga 

tak lepas dari kerangka politik ini. Ketika Soekarno dan Hatta 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 1945, 

                                                                                                                               
ñnasionalisasiò ilmu sosial. Di kemudian hari muncul perlawanan-

perlawanan terhadap kolaborasi semacam ini. Pada mulanya, banyak 

ilmuwan Amerika yang tidak menolak kerja sama di antarany dunia 

keilmuan dengan militer. Hal ini berlanjut dan dibangun di atas pola 

kolaborasi yang dirampungkan pada masa perang. selama Perang Dunia II, 

banyak sosiolog, antropolog, pakar politik, dan ilmuwan social Amerika 

lainya direkrut untuk bekerja sebagai peneliti dalan Departemen Perang. 

Selain itu, setelah kembali ke dunia akademik selepas perang, kebanyakan 

dari para peneliti ini memgang posisi kunci dan memainkan peranan inti 

dalam dunia akademik. Harvard Social Relations Department, contohnya, 

didirikan oleh Clyde Kluckhon, Henry Murray, Samuel Stouffer, dan lain-

plain. Ketiganya bekerja untuk militer selama Perang Dunia II. Fenomena 

yang sama juga terlihat dari keterlibatan Presiden American Sociological 

Association dalam penelitian militer: pada 1967, tujuh dari antara yang 

pernah menjabat presiden ASA terlibat aktif dalam penelitian militer. Akan 

tetapi, sejak 1960-an gagasan tetang bekerja sama  dengan militer dikritik 

secara serius. Saat itu bertumbuh kecenderungan untuk menentang 

kolaborasi seperti itu. Banyak ilmuwan yang menjadi kritis terhadap 

kebijakan luar negri AS. Hal ini sebagian menyebabkan sejumlah pakar 

wilayah menjaga jarak dari Departemen Pertahanan. (dalam Samuel, 2010: 

103-104) 
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pemerintah AS nyaris tak memiliki pengalaman atau 

pengetahuantentang Indonesia, ataupun tentang Negara-negara 

selatan dan Asian Tenggara lainya. Pengetahuan AS berfokus pada 

Jepang dan gerakan Pan-Asia yang dipimpinnya, serta 

dekolonialisai di Asia. Namun demikian situasi segera berubah. AS 

tak hanya berupaya untuk memahami belahan dunia Timur, 

Selatan, dan Asia Tenggara, tetapi belahan-belahan dunia inipun 

segera bergulir menjadi medan panas berlangsungnya perang 

dingin. Cina, Korea, India, dan Negara-negara besar Asia Tenggara 

mendapatkan perhatian yang luar biasa dalam kebijakan luar 

negeri AS. Ketika Truman meninggalkan kursi kepresidenan pada 

tahun 1953, kebijakan luar negeri telah mendapatkan prioritas 

yang penting dalam dunia politik AS. Pola kebijakan isolasionisme 

telah mati, dan dimata AS medan internasional memiliki arti yang 

sama dengan medan domestik. Dunia telah terangkai menjadi 

ÓÅÂÕÁÈ ÏÐÏÓÉÓÉ ÂÉÐÏÌÁÒ ÄÉÁÎÔÁÒÁ ÄÕÎÉÁ ÂÁÒÁÔ ȰÙÁÎÇ ÂÅÂÁÓȱ vis-à-vis 

komunisme. Asia-secara khusus Asia Tenggaraɂpun menjadi fokus 

utama dalam kepentingan Amerika. 

Southwood dan Flanagan menegaskan bahwa Indonesia 

telah menjadi bagian sentral dari pemikiran strategis Amerika  

tentang Asia Tenggara sejak berakhirnya Perang Dunia II dan 

ÂÁÈ×Á )ÎÄÏÎÅÓÉÁ ÍÅÎÊÁÄÉ ÔÏÎÇÇÁË ÄÏÍÉÎÁÓÉ !ÍÅÒÉËÁ ÁÔÁÓ ȭ×ÉÌÁÙÁÈ 

Asia-0ÁÓÉÆÉËȭȢ "ÁÈËÁn Presiden Richard Nixon sendiri mengatakan 

bahwa Indonesia adalah mutiara dalam tahta Asia Tenggara. 

Sebagaimana pengamatan Mark Berger dalam konteks kajian  

Amerika Latin, kelompok radikal hanya memiliki pilihan untuk 

ÍÅÍÂÁÎÇËÉÔËÁÎ ×ÁÃÁÎÁ ȭÙÁÎÇ ÂÅÒÔÅÎÔÁÎÇÁÎȭ ÄÅÎÇÁÎ ÍÅÎÇÁÄÏÐÓÉ 

bahsa dan kategori wacana yang ingin mereka bongkar. Berada 

ÄÁÌÁÍ ȭÊÁÒÉÎÇÁÎ ÂÅÒÂÁÇÁÉ ÌÅÍÂÁÇÁȟ ÏÒÇÁÎÉÓÁÓÉȟ ÄÁÎ ÓÔÒÕËÔÕÒ ÙÁÎÇ 

ÌÕÁÓ ÄÁÎ ËÏÍÐÌÅËÓȭȟ ×ÁÃÁÎÁ-wacana yang bersifat oposisional pun 

ÂÉÓÁ ÍÅÎÊÁÄÉ ȭÐÅÌÅÎÇËÁÐ ÕÎÔÕË ÍÅÎÊÁÇÁ ÈÅÇÅÍÏÎÉ !ÍÅÒÉËÁȭȢ 
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Di antara tema-tema yang paling umum diambil dalam 

ÐÅÎÅÌÉÔÉÁÎ )ÎÄÏÎÅÓÉÁÎÉÓ !ÍÅÒÉËÁ ÁÄÁÌÁÈ ÄÅÍÏËÒÁÔÉÓÁÓÉȟ Ȱ)ÎÄÏÎÅÓÉÁ 

ÓÅÂÁÇÁÉ ÅÎÔÉÔÁÓ ÐÏÌÉÔÉËȱȟ ÎÁÓÉÏÎÁÌÉÓÍÅȟ ÐÌÕÒÁÌÉÓÍÅȟ ÐÅÍÂÁÎÇÕÎÁÎ 

kebangsaan, dan komunisme. Contoh yang menarik dan tepat 

untuk menggambarkan keadaan ini adalah penelitian Hindley, The 

Communist Party of Indonesia. Penelitian ini diselesaikan ketika 

Donald Hindley berada di Brandeis Unyversity (Massachussetts) 

pada 1963. Buku ini menganalisa dinamika PKI di Indonesia pada 

periode 1951-1063 berdasarkan data-data yang rinci tentang 

hubungan diantara PKI dengan pemerintah Indonesia. Meskipun 

penelitian Hindley terletak pada kasus Indonesia, analisanya 

menyerupai kecurigaan Amerika yang berkembang pada saat itu 

tentang ekspansi komunisme. Rusia dan Cina dipandang tengah 

gencar-gencarnya memperluas pengaruh mereka di Asia, Afrika, 

dan Amerika Latin. Di sini Hindley juga mempercayai bahwa partai-

partai komunis cenderung bermunculan di negara tertinggal 

ketimbang pada masyarakat dengan system kapitalis yang lebih 

mapan.  

Dalam konteks keterlibatan Amerika dalam persoalan 

Indonesia, para Indonesianis sering kali sangat kritis  terhadap 

motif dan kebijakan pemerintah Amerika. Namun mereka jarang 

mengeksplorasi hubungan antara hegemoni global Amerika dengan 

produksi pengetahuan  akademik yang menopang hegemoni itu. 

Sementara eksperimentasi dengan politik demokrasi liberal terus 

dilakukan di Asia Tenggara selama 1950an, AS dan para ilmuwan 

politik didikan AS terus setia dengan wacana dan kebijakan 

pembangunan ekonomi, kemajuan, dan demokrasi. Studi politik 

Indonesia lebih merupakan kompleksitas relasi diskursif dan 

institusional daripada serangkaian teks yang otonom. Studi 

tersebut memerlukan sebuah rezim  kebenaran di mana bobot 

otoritasnya juga ditentukan oleh berbagai aturan, regulasi, dan 

konvensi ilmu-ilmu sosial, selain oleh pengelaman personal 
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akademisi bersangkutan. (dalam Samuel, 2010: 100-106; Philpott, 

2003: 75-82) 

¶ Patronase - Dari dan Menuju Kampus: 

Cara Amerika Membangun Supremasi Keilmuan 

Kolonialisme, rasisme, dan imperialisme kultural tidak hanya 

berlangsung dalam masyarakat, namun berlangsung juga di 

dalam gerbang universitas ɀCherryl Smith dalam Smith, 2005: 

34 

 

Proklamasi kemerdekaan 1945 menandai era baru dalam 

pembangunan Indonesia. Posisi-posisi dalam pemerintahan yang 

ditinggalkan lowong oleh Belanda diisi oleh para politisi dan 

angkatan bersenjata Republik Indonesia. Tahun 1949 Indonesia 

kemudiian memperoleh pengakuan internasional dari AS, Australia, 

dan lainnya terutama negara-negara Asia-Afrika. Ketika 

pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan 

asing, peran Belanda dalam perekonomian pun secara perlahan 

ÍÅÒÅÄÕÐȢ "ÅÇÉÔÕ ÊÕÇÁ ÉÓÔÉÌÁÈ Ȱ)ÎÄÏÌÏÇȱ "ÅÌÁÎÄÁ ÂÅÒÁÎÇÓÕÒ-angsur 

ËÅÈÉÌÁÎÇÁÎ ÐÏÐÕÌÁÒÉÔÁÓÎÙÁ ÄÉÇÁÎÔÉËÁÎ ÏÌÅÈ Ȱ)ÎÄÏÎÅÓÉÁÎÉÓȱ !3Ȣ (ÁÌ 

ini secara khusus dikarenakan keterlibatan Amerika dalam 

perkembangan Indonesia. Para ilmuwan Amerika mengambil andil 

dalam membentuk konsepsi tentang Indonesia. Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), Cornell University, dan Yale 

University memfasilitasi keterlibatan para ilmuwan Amerika  

dalam skala yang besar. Tiga universitas ini mendirikan pusat studi 

Indonesia pertama di antara perguruan-perguruan tinggi Amerika. 

Di MIT, penelitian tentang Indonesia dilakukan di Masschusetts 

Institute of technology Centre for International Studies, yang di 

dalamnya terdapat Indonesia Project dan Tim Lapangan Indonesia, 

dengan bantuan finansial dari Ford Foundation. Benjamin Higgins 

mengepalai Indonesian Project dan Rufus Hendon menjadi ketua 
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Tim Lapangan Indonesia. Namun kedua kelompok ini memiliki 

pikiran yang sama tentang perkembangan ekonomi dan politik 

Indonesia.  

Pusat Studi Indoensia di Yale juga muncul dari konteks yang 

sama. Namun apa yang menjadi fokus mereka pada umumnya 

adalah sejarah Indonesia. Pusat studi lainnya adalah Cornell 

Modern Indonesian Project yang didirikan oleh George McT Kahin di 

1950an. Dekade ini merupakan era ketika AS menggantikan peran 

Eropa sebagai pusat-pusat kajian wilayah.50 Pendirian Cornell 

Indonesian Modern Project amat terdorong oleh oleh upaya untuk 

memahami negara-negara baru merdeka di Asia, Afrika, dan 

Amerika Latin. Dan persis dengan kajian wilayah, program pusat, 

atau lembaga lainnya yang didirikan di AS pada saat itu, Cornell 

Project didanai oleh pemerintah AS dan badan-badan lainnya yang 

memiliki kepentingan membendung pengaruh komunisme dalam 

kerangka bipolaritas perang dingin. 

Pusat-pusat studi Indonesia dalam perjalanannya juga 

menghasilkan Indonesianis non-Amerika dan membantu 

merampungkan pusat-pusat serupa di luar negri, seperti Australia. 

Pusat studi Indonesia di Monash didirikan oleh John Legge dengan 

nama Center for  Southeast Asian Studies pada tahun 1964. Hingga 

awal 1970an pusat studi ini menjaga hubungan yang dekat dengan 

Cornell Indonesian Project sehingga pusat studi di Cornell tersebut 

kerap dianggap sebagai cetak biru pusat studi di Australia ini. 

Pusat-pusat studi Indonesia di Monash dan perguruan tinggi di 

Australis lainnya telah memainkan peranan yang penting dalam 

menggali konsepsi tenatng Indonesia. Hal ini terkait dengan fakta 

Australia dan Indonesia  berada di wilayah geografis yang sama, 

                                                           
50

 Karena problem politik yang terjadi di daratan Eropa, pada era ini 

universitas-universitas di AS memperoleh keuntungan atas eksodus yang 

dilakukan oleh tenaga akademik Eropa ke pusat-pusat studi mereka. 
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sementara karakter ekonomi, politik dan kultural mereka tampak 

begitu berbeda. 

Hal lain yang penting dalam pendirian pusat studi 

Indonesia di AS adalah kebijakan mendidik sejumlah sosok 

berpotensi di Indonesia menjadi ilmuwan sosial, seperti Selo 

Sumardjan, Mely G Tan, dan Miriam Budiardjo. Para ilmuwan 

Indonesia ini kemudian membangun jaringan dengan para 

Indonesianis asing. Sementara sejumlah peneliti Amerika 

bertumbuh selama perang dunia ke II hingga pertengahan 1970an, 

jumlah Indolog Belanda merosot. Peran dari Hurgronje, Boeke, 

Beruger, dan para indolog  lainnya digantikan oleh para peneliti 

Amrika  sepertti George McT Kahin, Donald E Willmott, Clifford 

gertz, Hidred Geertz, Robert Jay, dan AC Dewey. Para indonesianis 

Australia juga bergabung dengan Amerika. Dan keseluruhan proses 

ini tidak pernah terlepas dari tiga pusat studi Indonesia di Amerika 

yang telah dipaparkan. Para peneliti Belanda sendiri tak dapat 

menikmati apa yang dinikmati peneliti AS pada 1950-1960an. Hal 

ini utamanya dikarenakan sikap pemerintah Republik yang tidak 

bersahabat terhadap Belanda dan kemerosotan minat yang luar 

biasa terhadap Indonesia di Belanda. 

Konteks lain ynag mendorong masifnya pendanaan proyek 

ȱÍÅÍÁÈÁÍÉ )ÎÄÏÎÅÓÉÁȱ ÙÁÎÇ ÄÉÌÁËÕËÁÎ !3 ÔÅÒÓÅÂÕÔ ÊÕÇÁ 

dipengaruhi konflik di Korea, Malaysia, dan Vietnam yang semakin 

meresahkan. Karenanya, terdapat dukungan yang kuat bagi ilmuan 

AS yang bersedia berpartisipasi langsung dalam proses 

perkembangan ekonomi di Indonesia. Beberapa dari mereka 

bahkan terlibat langsung dalam permusan kebijakan pemerintah 

Indonesia. Benjamin Higgins, misalnya, ditugaskan untuk bekerja di 

Biro Perencanaan Nasional untuk Pembangunan Ekonomi. Contoh 

lainnya adalah pendirian Kentucky Contract Team (the Kenteam) 

yang meneliti Indonesia dari akhir 1957 hingga berakhir di awal 
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1966. Tugasnya adalah mengembangkan Institute Pertanian Bogor 

(IPB) dalam aspek teknis maupun sosial tentang penerapan ilmu 

pertanian, seperti agronomi, kehutanan, dan sosiologi pedesaan. 

Keterlibatan ini hanyalah sebagian kecil dari keterlibatan dunia 

keilmuan Amerika pada 1950an dalam berbagai dimensi 

kehidupan sebuah negara baru merdeka. ( dalam Samuel, 2010: 81-

88) 

 

Ada Uang di Balik Ilmu:  

-ÅÎÇÕÒÁÉ 0ÅÒÁÎ +ÏÒÐÏÒÁÓÉ ÄÁÌÁÍ ȰɉModern) Indonesian 

Projectȱ 

Dalam dunia ilmu sosial, istilah korporatrokasi belum 

digunakan secara meluas dan relative baru. Adalah John Perkins, 

dalam bukunya Confenssions of an Economic Hit Man (2004), yang 

menggunakanya untuk menunjukan bahwa dalam rangka 

membangun imperium global, maka berbagai korporasi besar, 

bank, dan pemerintahan bergabung menyatukan kakuatan financial 

dan politiknya untuk memaksa masyarakat dunia mengikuti 

kehendak mereka. 

Ȱ)ÓÔÉÌÁÈ Étu begitu saja datang bertengger di pikiran saya: 

korporatokrasi. Saya tidak yakin apakah saya sudah pernah 

mendengarnya atau saya menciptakanya, tetapi istilah itu 

nampak sangat cocok untuk menggambarkan elite baru yang 

telah berketetapan untuk mencoba meÎÇÕÁÓÁÉ ÐÌÁÎÅÔ ÂÕÍÉȱȢ 

(A word came to my mind: corporatocracy. I was not sure 

whether I had heard it before or had just invented it, but it 

seemed to describe perfectly the new elite who had made up 

their minds to attempt to rule the planet). 

Di Indonesia sendiri, istilah tersebut mulai dikenal empat 

tahun kemudian setelah Amien Rais mengulasnya dalam buku, 



Metodologi Ilmu Pemerintahan | 74  
 

Agenda-Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!. Sesungguhnya 

istilah korporatokrasi dapat digunakan untuk menunjukan betapa 

korporasi atau perusahaan besar memang dalam kenyataanya 

dapat mendikte, bahkan kadang-kadang membeli pemerintahan 

untuk meloloskan keinginnan mereka. Kalau pemerintahan yang 

dikuasai oleh kaum aristocrat (bangsawan) disebut sebagai 

aristokrasi, oleh plutokrat (orang kaya) disebut sebagai plutokrasi, 

oleh kleptokrat (maling, preman) disebut sebagai kleptokrasi, 

maka sebuah pemerintahan yang dikendalikan oleh korporatokrat 

(pemilik korporasi besar) boleh juga  dinamakan sebagai 

korporatrokrasi.  

Dalam bukunya tersebut, Rais (2008: 81-85) coba 

mendeskripsikan korporatrokrasi lebih lanjut. Ia dianggap sebagai 

system atau mesin kekuasaan yang bertujuan untuk mengontrol  

ekonomi dan politik global  yang memiliki (setidaknya) tujuh 

unsur, yaitu: 1) korporasi-korporasi besar; 2) kekuatan politik 

pemerintahan pemerintahan tertentu, terutama Amerika dan kaki-

tangannya; 3) perbankan internasional; 4) kekuatan militer; 5) 

media massa; 6) kaum intelektual yang dikooptasi; dan terakhir, 7) 

yang tidak kalah penting elite nasional negara-negara berkembang 

yang bermental inlander, komprador atau pelayan. Korporasi yang 

ÄÉÍÁËÓÕÄËÁÎ ÄÉ ÓÉÎÉ ÁÄÁÌÁÈ ËÏÒÐÏÒÁÓÉ ȰÂÅÓÁÒȱȟ ËÁÒÅÎÁ ËÏÒÐÏÒÁÓÉ-

korporasi kecil pada umumnya tidak memiliki ambisi untuk 

menguras kekayaan bumi dan membangun sistem atau mesin 

kekuasaan untuk meciptakan imperium global. David Korten (Ibid.) 

melukiskan betapa menakutkan langkah-langkah korporasi besar 

itu untuk melakukan kolonialisasi planet bumi: 

Ketika korporasi-korporasi (besar) memperoleh kekuasan 

kelembagaan yang bersifat otonom dan makin terasingkan 

dari masyarakat dan tempatnya, kepentingan korporasi dan 

kepentingan kemanusiaan semakin menganga berbeda. Kini 
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kita merasa seolah-olah diserbu oleh makhluk-makhluk aneh 

yang bermaksud menduduki planet bumi kita, mereduksi 

kita menjadi sekedar budak sahaya, dan mengucilkan kita 

sebanyak-banyaknya. 

 Pada umunya korporasi besar dihinggapi penyakit 

pathology of profit atau penyakit mencari untung secara membabi 

buta. Tujuan mutlak korporasi adalah mencari keuntungan 

maksimal dengan biaya minimal dan waktu minimal. Semua cara 

untuk mendapatkan keuntungan dapat ditempuh. Yang premier 

adalah keuntungan, yang lainya sekunder. Proses rekrutmen, 

pelatihan, administrasi, advertensi, akomodasi, produksi, 

penggudangan, profit -sharing dan lain-lain dibenarkan lewat segala 

cara, asal tujuan mutlak dapat dicapai (Ibid.). Tepat pada titik 

ÉÎÉÌÁÈȟ ËÉÔÁ ÂÉÓÁ ÃÏÂÁ ÍÅÍÁÈÁÍÉ ËÅÐÅÎÔÉÎÇÁÎ ÄÉ ÂÁÌÉË ȰËÕÃÕÒÁÎ 

ÄÁÎÁȱ ÄÁÌÁÍ ÊÕÍÌÁÈ ÂÅÓÁÒ ÏÌÅÈ ÓÅÊÕÍÌÁÈ ËÏÒÐÏÒÁÓÉ ÂÅÓÁÒ ÄÁÌÁÍ 

proyek-proyek pendidikan di Indonesia; entah itu upaya 

membangun Modern Indonesia Project, Pemberaian beasiswa, 

pengembangan penelitian, dan sebagainya. Jalinan kepentingan 

antara negara maju dan korporasi berhasil menjadikan negara-

negara berkembang sebagai target penguasaannya di bidang 

ekonomi-politik.  

 

Mempersoalkan Proses Rancang Bangun Pelembagaan Penge-

mbangan Ilmu Politik di Indonesia  

Salah satu karangan penting terkait hal ini ditulis oleh 

David Ransome, The Berkeley Mafia (1970), yang diulas oleh Bruce 

Glassburner, Politik Ekonomi dan Pemerintahan Orde Baru, dalam 

Arndt [(ed), 1987]. Menurut Ransome dikutip Glassburner, Kepala 

Perwakilan Ford Foundation di Jakarta tahun 1950-an, Michael 

(ÁÒÒÉÓȟ ȰÄÉÔÕÄÕÈȱ ÔÅÌÁÈ ÂÅÒÕÓÁÈÁ ÍÅÎÇÁÒÁÈËÁÎ ÐÅÌÁÊÁÒÁÎ ÅËÏÎÏÍÉ 

di universitas-universitas Indonesia kepada pemikiran Barat 
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ÏÒÔÏÄÏËÓȟ ÓÅÂÁÇÁÉ ÓÕÁÔÕ ÕÓÁÈÁ ÍÅÎÃÅÇÁÈ ȰËÅËÉÒÉ-ËÉÒÉÁÎȱȟ ËÈÕÓÕÓÎÙÁ 

Ȱ3ÏÅËÁÒÎÏÉÓÍÅȱȢ !ÌÁÔ ÙÁÎÇ ÄÉÁÐÁËÁÉ ÂÅÒÕÐÁ ÂÁÎÔÕÁÎ (grant)  Ford 

Foundation (,Rockerfeller Foundation, dan Fulbright) dalam jumlah 

besar kepada Indonesia, yang diatur universitas-universitas 

Amerika, untuk studi lanjut di Amerika maupun membiayai tim 

Amerika yang menjadi penasihat dalam kurikulum dan yang 

berhubungan dengan itu, atau mengajar di Indonesia.  

Tujuan utama Ransome dengan karangannya adalah 

menyalahkan keterlibatan University of California (Berkeley) dan 

Ford Foundation dalam upaya pembersihan berdarah dan 

penghapusan Partai Komunis Indonesia (PKI), serta yang 

terpenting adalah asosiasi intelektual ini dimaksudkan untuk 

penerapan ideologi ekonomi komprador (comprador economy 

ideology) dan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan 

Amerika. Di luar Berkeley, catat Philpott dalam tulisan Uang dan 

Kekuasaan: Yayasan-Yayasan swasta yang Didanai oleh Kapitalis 

(2005), ada juga keterlibatan kuat dari Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) dan Cornell University. Bahkan di Cornell, Ford 

Foundation, juga mendanai pendirian Modern Indonesia Project, 

suatu program studi Indonesia yang paling berpengaruh selama 

empat puluh tahun terakhir. Dalam perjalanannya, jumlah donor 

semakin besar dan semakin beragam latar geografis, bidang, 

kepentingan, ideologi, dan karakteristik lainnya (menyebut 

sejumlah contoh: dari Eropa Barat termasuk Skandinavia, Eropa 

Timur, Asia Timur, Timur Tengah, dan Australia).  

 

$ÉÌÅÍÁ Ȱ0ÏÌÉÔÉË 0ÅÍÂÅÒÉÁÎ "ÅÁÓÉÓ×Áȱ  

If you want to invest in the short term, grow rice. If you want 

to invest in medium term, plant a tree. If you want to invest in 

the long run, educate people ɀChinese proverb [dalam 

Nugroho (a)] 
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Menyangkut penyingkapan kepentingan di balik 

pemberian beasiswa, peneliti tertarik untuk mencuplik tulisan 

Agung Nugroho (a) bertajuk Politik Beasiswa Australia. Dalam 

tulisannya tersebut, Nugroho menyampaikan setidaknya ada tiga 

faktor yang patut diduga menjadi pendorong sebuah negara 

memberikan bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa. Pertama 

yakni politik etis. Tidak hanya Van de Venter dan Abraham van 

Kuyper yang seorang pendeta di parlemen Belanda, banyak tokoh 

di  negara-ÎÅÇÁÒÁ ȰÉÍÐÅÒÉÁÌÉÓȱ ÌÁÉÎ ÐÕÎ ÂÅÒÐÅÎÄÁÐÁt bahwa rakyat 

di negara jajahan sudah sewajarnya mendapatkan bantuan 

kemanusiaan sebagai bentuk politik etis atas jajahan yang 

dideritanya bertahun-tahun.51 

Kedua, familiarisasi. Salah satu treatment menghadapi 

sebuah negara yang dianggap berpotensi memberikan ancaman 

adalah justru dengan cara membangun ikatan psikologis melalui 

jalinan persahabatan dengannya. Nugroho mengurai, cara 

menimbulkan ikatan ini bermacam-macam. Mulai dari yang 

natural52 sampai yang sistematis. Penerima beasiswa diposisikan 

sebagai agen kultural yang akan menjembatani gab kedua negara. 

Untuk memuluskan ide tersebut dilakukanlah penganugerahan 

                                                           
51

 Munculnya Bartolome de las Casas yang meminta pemerintah Spanyol 

menghentikan perbudakan terhadap orang Indian di Amerika Latin adalah 

contoh lain bahwa dalam masyarakat kolonialis pun selalu ada semangat 

untuk merekonstruksi apresiasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, balas 

budi, dan minta maaf. 
52

 Melalui interaksi yang terjalin antara penerima beasiswa dengan warga di 

negara host. Bukan tidak mungkin di antara mereka kemudian terajut 

persahabatan bahkan untaian kasih. Di luar itu, pengalaman tinggal di 

negara host, juga akan menimbulkan kedekatan emosional bahkan loyalitas 

ganda. Merupakan hal yang jamak terjadi, seorang penerima beasiswa 

menganggap host sebagai tanah air kedua.   
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prestise. Tidakj tanggung-tanggung, pemerintah negara-negara 

pemberi beasiswa mengganjar scholar dengan universitas-

universitas terbaik di negaranya.  Di Jepang, Nugroho 

menggambarkan, masuk Tokyo Daigaku (Todai) University adalah 

jaminan awal masuk menjadi anggota cabinet ɀkarenanya tak ayal 

jika cukup banyak anak muda Jepang harakiri  karena gagal masuk 

ke sana.  

Ketiga, kontrapestrasi strategis. Pemerintah negara host 

berkepentingan membangun jaringan. Dari sekian ratus scholar 

yang dibiayai untuk meraih gelar master atau doctor di negaranya, 

pastinya ada sekian orang yang akan menduduki posisi dan jabatan 

strategis. Karenanya kemudian, seleksi, kandidasi, atau kualifikasi 

sangat diperlukan dalam proses rekruitmen. Tidak hanya bertujuan 

untuk memastikan bahwa yang bersangkutan dapat menjalani 

program pendidikan dengan hasil yang memuskan; namun 

utamanya adalah sebagai mekanisme penyaringan actor-aktor 

potensial. Terkait hal ini kita dapat berkaca kepada AS yang hingga 

kini maish getol memberikan beasiswa USaid dalam skema 

&ÕÌÌÂÒÉÇÈÔ ÁÔÁÕ &ÏÒÄ &ÏÕÎÄÁÔÉÏÎȢ Ȭ-ÁÆÉÁ "ÅÒËÅÌÅÙȭ ÙÁÎÇ ÓÅÃÁÒÁ 

legendaries kita kenal terdiri dari J.B. Sumarlin dan Ali Wardhana 

cs, adalah bukti investasi AS dalam bentuk SDM Indonesia terdidik 

ÙÁÎÇ ÓÕÄÁÈ ÍÅÎÇÅÍÂÁÌÉËÁÎ ȬÈÁÓÉÌȭ ËÅÐÁÄÁ ÎÅÇÅÒÉ ÉÔÕ ÍÅÌÁÌÕÉ 

banyak akses ekonomki dan politik. Keberhasilan AS inilah yang 

kemudian disinyalir diikuti oleh AUSaid (Australia), Monbusho 

(Jepang), Chevening (Inggris), DAAD (Jerman), STuned (Belanda), 

dan masih banyak lagi. 

Efek dari berbagai strategi hegemoni keilmuan ini dapat 

kita lacak misalnya dalam kurikulum pengajaran ilmu sosial di 

pendidikan tinggi; betapa teori-teori Amerika yang positivistik 

n(teori sistem, teori modernisasi, teori perilaku politik, teori 
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perbandingan politik) telah, sedang, dan masih menjadi 

mainstream hingga kini. 

 

Refleksi Konseptual: Dari Orientalisme menuju Poskolonial -

isme ɀ 5ÐÁÙÁ -ÅÍÁÈÁÍÉ Ȱ/ÂÊÅËÔÉÆÉËÁÓÉ )ÎÄÏÎÅÓÉÁȱ ÄÁÎ 

Efeknya Kini  

Hidup kita adalah kutipan dari hidup orang Barat; suara kita 

adalah kumandang Eropa; kita ini yang seharusnya seorang 

intelek tidak boleh lebih daripada sebuah tas penuh 

keterangan-keterangan; dalam jiwa kita ada kekosongan, 

hingga kita tidak sanggup untuk meresapkan apa-apa yang 

indah dan bernilai. ɀKi Hajar Dewantara dalam Nugroho, 

2007: 4 

 

Apabila seseorang memiliki, mengerti, dan mengetahui yang 

lain, ia tidak akan menjadi yang lain. Kepemilikan, 

pengetahuan, dan pengertian adalah sinonim dari kekuasaan 

ɀLevinas, 1989 dalam Philpott, 2003: 17 

  

 Untuk memulai ulasan, peneliti akan menyitir tulisan 

pengantar Majalah Tegal Boto (2003: 6) yang bernas menyangkut 

relasi Timur dan Barat. Perdebatan relasi di antara dua kutub 

tersebut akan digunakan sebagai frame analysis untuk melihat 

relasi keilmuan Indonesia (mewakili Timur) dan Amerika 

(mewakili Barat). Abad ini adalah abad-nya peradaban Barat; sosok 

yang mengklaim diri sebagai representasi atas kemajuan. Dengan 

ÓÌÏÇÁÎ ȰÐÅÒÁÄÁÂÁÎȟ ÐÅÍÂÅÒÁÄÁÂÁÎȱȟ "ÁÒÁÔ ÍÅÌÁÎÃÁÒËÁÎ ÓÅÁÂÒÅË 

ÐÒÏÙÅË ÁÍÂÉÓÉÕÓ ÂÅÒÂÕÎÇËÕÓ ȰÈÕÍÁÎÉÔÁÓȱȢ $É ÁÎÔÁÒÁÎÙÁ ÙÁËÎÉ 

ÒÁÓÉÏÎÁÌÉÓÍÅȟ ÍÏÄÅÒÎÉÓÍÅȟ ÓÅËÕÌÁÒÉÓÍÅȟ ÄÅÍÏËÒÁÓÉȟ ÄÁÎ Ȱ-isme-
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ÉÓÍÅȱ ÙÁÎÇ ÌÁÉÎȢ 4ÁË ÈÁÎÙÁ ÉÔÕȟ ÓÅÂÁÇÁÉ ÊÁÌÁÎ ËÅÍÕÄÉÁÎ ÉÌÍÕ 

pengetahuan dicetak, narasi-narasi besar filsafat dibentuk, otoritas 

atas teks diperkukuh keberadaannya, sehingga lahirlah kemudian 

superioritas. Barat sebagai Sang Superior, memegang otoritas 

makna dan kuasa wacana. Para pengkaji postrukturalisme percaya, 

dunia ini bukan hanya galaksi teks namun juga wacana, yang 

berjalin kelindan dengan kekuasaan. Sebuah kekuasaan yang tidak 

bisa semata-semata direduksi dalam konteks politik, ekonomi, 

control ideology, dan sosial yang dikaitkan begitu saja dengan apa 

ÙÁÎÇ ÄÉÎÁÍÁËÁÎ ÐÒÏÓÅÓ ȰÐÅÍÁËÎÁÁÎȟ ËÅÍÁËÎÁÁÎȱȢ $É ÓÉÎÉÌÁÈ power 

is practiced dengan mediasi wacana. Foucault adalah guru 

mumpuni masalah wacana. Ia memandang pusat aktivitas manusia 

adalah wacana, yang terbentang sebagai lautan makna yang luas 

dan bukan common text yang universal. Meniru sang mentor, 

Nietzsche, Foucault menyatakan bahwa pengetahuan melahirkan 

kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan juga melahirkan 

pengetahuan. Adorno, tokoh paradigm kritis, menimpali, ȰÔÈÅ 

ÄÅÍÁÎÄ ÆÏÒ ÉÎÔÅÌÌÅÃÔÕÁÌ ÈÏÎÅÓÔÙ ÉÓ ÉÔÓ ÄÉÓÈÏÎÅÓÔȱȢ Dengan begitu, apa 

yang benar dan salahpun tergantung citra otoritas kekuasaan 

intelektual, politis, dan ideology saat itu. 

 Tepat pada poin tersebut, orientalisme53 muncul sebagai 

ilmu yang dituding menjadi juru bicara dan kepanjangan 

kolonialisme ɀimperalisme Eropa. Masih menyitir Tegaloboto 

(Ibid.), redaktur dengan jernih mengupas, setidaknya orientalisme 

telah memfungsikan diri sebagai alat hegemoni dalam bungkus-

bungkus keilmiahan dan objektivitas ilmu. Orientalisme 

ÍÅÍÁÉÎËÉÁÎ ÐÅÒÁÎ ÓÅÂÁÇÁÉ ÄÉÓÔÒÉÂÕÔÏÒ ȰÒÅÁÌÉÔÁÓ-ÒÅÁÌÉÔÁÓȱ ÅÔÉÓȟ 

estetis, ekonomi, politik, sejarah, budaya, sosial, dan tentunya 

                                                           
53

 Dalam kasus Indonesia, orientalisme mewujud dalam bentuk indologi (era 

kolonial) dan studi Indonesia atau Indonesian studies (pada era pasca PD 

II). 
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ideologis untuk kepentingan Barat. Hingga Barat dengan segala 

klaim superioritasnya menempati posisi epistemologis sebagai 

pemberadab, penyelamat, penyempurna Liyan mereka, Timur. 

Dengan logika oposisi biner, Barat memaksakan relasinya dengan 

Timur dalam wajah superior-inferior, pusat-pinggiran, ndominan-

sub-ordinat. Disinilah orientalisme perlu dikritik keras telah 

menjebakkan diri dalam yang ȰÒÅÁÌȱ  dan ȰÉÍÁÇÉÎÅÄȱ tentang Timur. 

Namun demikian, setiap kekuasaan melahirkan 

perlawanan. Munculah poskolonialisme, ilmu yang menurut 

Jyotsna G. Singh (Ibid.Ɋ ÍÅÎÅÎÔÁÎÇ ÓÅÊÁÒÁÈ ȰÕÎÉÖÅÒÓÁÌȱ ËÁÕÍ 

humanis liberal, ȰȢȢ ÐÏÓËÏÌÏÎÉÁÌ ÓÔÕÄÉÅÓ ÉÓ Á ÃÏÕÎÔÅÒ-diciplinary 

practice, analyzing literary texts, among other cultural forms, at the 

level of specific historical and discursive struggles by which they are 

ÓÈÁÐÅÄȢȱ Poskolonialisme menjadi ilmu yang membongkar segala 

narasi yang menjadi embrio jahat imperialism dan kolonialisme 

Barat. Seperti Said, Bhaba, Spivak, Ahmad, Jyotsna cum suis banyak 

membedah ide-ide kolonialisme yang terkandung dalam teks-teks 

sastra, ilmu pengetahuan. Perlu dipahami kolonialisme tidaklah 

berakhir (begitu saja) dengan berakhirnya pendudukan kolonial. 

*ÁÄÉȟ ÇÁÇÁÓÁÎ ÔÅÎÔÁÎÇ ȰÄÁÍÐÁË ËÏÌÏÎÉÁÌȱ ÍÅÍÉÌÉËÉ ÍÁËÎÁ ÇÁÎÄÁȡ 

yang inklusif baik mengenai peristiwa historis dari pertemuan 

kolonial maupun perpisahannya. Ada gejala-gejala merugikan 

ȰÍÁÓÁ ÌÁÌÕ ËÏÌÏÎÉÁÌȱ ÄÁÎ ȰÍÁÓÁ ËÉÎÉ ÐÏÓËÏÌÏÎÉÁÌȱ ɉ'ÁÎÄÈÉȟ ςππρȡ 

24). Bagi Simon During, poskolonialisme itu ȰÒÅÇÁÒÄÅÄ ÁÓ ÔÈÅ ÎÅÅÄȟ 

in nations or groups which had been victims of imperialism, to 

achieve an identity uncontaminated by universalist or Eurocentric 

ÃÏÎÃÅÐÔ ÁÎÄ ÉÍÁÇÅÓȢȱ During menegaskan lagi kehendak 

poskolonialisme itu tidak lebih kehendak atas identitas yang begitu 

penting bagi decolonized communities (Ibid.). Ironisnya harus kita 

sadar-akui bahwa kesadaran subyek poskolonial itu, layaknya imaji 

identitas; karena rekonstruksi sejarah dan penemuan identitas 

kolonial itu tidak lebih cetakan dari lensa mata Barat. Lahirlah elit-
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elit pribumi sebagai makelar identitas berbanding lurus kesadaran 

negeri kolonial. Ilmuwan jelas masuk salah satu diantara yang 

determinan; walaupun bukan berarti tidak ada sama-sekali 

semacam counter-culture. Yang berkembang kemudian fenomena 

hibridasi, yakni menurut Pratt (Ibid.), semacam transkulturasi, 

dimana kelompok marginal atau subordinat itu membentuk  dan 

memilih sebuah bentuk budaya baru yang materinya diambil dari 

budaya dominan. 

Meskipun sangat keras melakukan kritik, penulis 

mengambil posisi bahwa, poskolonial tidak dimaksudkan untuk 

ÍÅÍÐÅÒÕÎÃÉÎÇ ÓÅÎÔÉÍÅÎ ÙÁÎÇ ÂÅÒÕÊÕÎÇ ȰÁÎÔÉ "ÁÒÁÔȱ.  Sepakat 

dengan poskolonialis Hommi Bhabha, pendekatan ini nuasanya 

lebih  condong self critic dan therapeutic. Bukan apologetic. 

Indonesia sebagaimana Timur yang mengalami objektivikasi 

dengan ragam moda secara terus-menerus nyaris tanpa jeda ɀad 

invinitum, di bongkar untuk kemudian dibangun kembali; 

direkonstruksi secara mandiri.   

 

Membongkar Epistemologi Barat dan Kepentingan di Baliknya   

Satu poin vital yang ingin disampaikan oleh poskolonial 

adalah bahwa narasi sejarah pada dasarnya hanyalah 

kostruksional. Ia dibentuk, diproduksi, dan direproduksi terus-

menerus oleh penguasa bahkan juga objek kuasa yang terjebak 

dalam wacana yang meng-objeitivikasi dirinya. Lionell Gossman 

(dalam Majalah Tegalboto, 2003: 10) bahkan menyebutkan narasi 

sejarah tak lebih dari narasi fiksional yang seringkali enggan diakui 

oleh para sejarawan. Makna yang terkandung di dalamnya lebih 

merupakan efek dari rancangan naratif ketimbang deduksi fakta-

fakta (Shelley Walia, Ibid.). Dalam simulacra sejarah inilah, makna 

dimanipulasi, dipreteli, dipalsukan, dan dilebih-lebihkan dari 

realitas. Simulakra oleh Gilles Deleuze dijelaskan sebagai tanda 
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atau symbol yang dibangun bukan oleh keserupaan atau kesamaan, 

tetapi ketidaksamaan, penyimpangan, atau perversi dari bentuk 

asli atau dari realitas. Bagi Jean Baudrillard, simulacra adalah 

mesin yang memproduksi segala hal yang palsu menyimpang dari 

rujukan dengan menciptakan tanda dan makna sebagai topeng, 

tabir, kamuflase, atau fatamorgana. Seperti disebutkan oleh Yasraf 

amir Piliang, kekuatan symbol lebih dikerahkan dalam rangka 

membangun citra, membentuk opini public, mengubah persepsi, 

mengendalikan kesadaran massa, sembari mengarahkan ke dalam 

preferensi-preferensi meski segalanya tak lebih dari iring-iringan 

simulacra belaka. (Ibid.: 10-11)  

Barat sadar betul bahwa kekuasaan tanpa pengetahuan 

tak ada apa-apanya. Maka diciptalah berbagai instrument-intrumen 

baik itu narasi sejarah, teori, metode, aliran pemikiran, dll, yang 

sanggup memelihara dan melanggengkan kekuasaannya. Cek 

misalnya tulisan Alan J. Bishop, Western mathematics: The Secret 

Weapon of Cultural Imperalism [dalam Ashcroft, Griffiths, et all (ed), 

2001], yang mempersoalkan Matematika Barat. Baginya, metode 

matematika Eropa akan bergesekan dan berdampak besar pada 

budaya pribumi. Matematika yang digunakan secara langsung 

dalam pengaplikasian berbagai konsep dan teknik, atau secara tak 

langsung melalui ilmu objektivikasi yang dijadikan nilai inti, 

matematika Barat. Demikian pun dengan bahasa. Melalui media 

perdagangan, administrasi, dan eduksi, simbolisasi dan struktur 

bahasa Barat, ini dipaksakan pada budaya pribumi. Akibatnya kita 

pun nyaris tak mengenal lagi, administrasi pemerintahan 

tradisional a la leluhur, seperti pemerintahan nagari di Sumatera 

Barat. (Majalah tegalboto, Ibid.: 11) 

Dalam waktu yang sama, kekuasaan dikonstruksikan dan 

mendominasi untuk mengetahui. Jadi seperti kata Foucault, 

pengetahuan melahirkan kekuasaan, yang selanjutnya tak mungkin 
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dilaksankan tanpa adanya pengetahuan. Penerapan kekuasaan dan 

pengetahuan itu melahirkan wacana yang menciptakan keyakinan 

ÄÁÎ ÍÅÎÅÎÔÕËÁÎ ÓÅÇÁÌÁ ÙÁÎÇ ÄÉÁÎÇÇÁÐ ȬÁÌÁÍÉȭ ÄÁÎ ȬÎÏÒÍÁÌȭȠ ÄÁÎ 

ÔÅÔÁÐ ÔÅÇÁË ÄÁÌÁÍ ÐÉÌÁÒ ÂÁÎÇÕÎÁÎ ȬËÅÉÌÍÉÁÈÁÎȭȟ ÙÁÎÇ ÄÉÒÅÐÒÏÄÕËÓÉ 

oleh Barat (Ibid.: 11). Sebagai akibat kemudian, terjajah menjadi 

korban epistemology kolonial. Budaya koloni tidak memliki  

sedikitpun ruang untuk merepresentasikan dirinya. Budayanya 

hanya menjadi budaya pinggiran, tak berkelas, dan dianggap tak 

beradab. Apa yang memungkinkan kontinuitas kekuasaan Barat tak 

lain disebabkan oleh adanya konstruksi wacana-wacana yang 

dioperasikan melalui logika ɀmengikuti istilah Ferdinand de 

Saussureɀoposisi biner. Yakni, ketika makna muncul sebagai hasil 

dari keterkaitan antara proses kesamaan dan perbedaan. Makna 

dibuat dengan membagi dua dalam beberapa kategori yang saling 

tergantung: budaya/alam, laki-laki/perempuan, hityam/putih, 

baik/buruk, kita/mereka, Barat/Timur. Karena konstruksi logika 

biner ini diciptakan oleh Barat sendiri, tak pelak, stereotype buruk 

ditujukan bagi Bangsa Non-Barat. Semisal, jika rakyat terjajah itu 

irasional, maka Orang-Orang Eropa itu rasional. 54 Alhasil, ketika 

system ini masuk dalam kamar-kamar sosial, maka ia membentuk 

dualitas msyarakat yang saling menindas. Begitulah kolonialisme, 

perlu dipahami, tak hanya menjadi wahana bagi pengembangan 

teknologi-teknologi Barat, tetapi juga berarti usaha 

ȰÐÅÎÄÁÙÁÇÕÎÁÁÎȱ ÇÁÇÁÓÁÎȟ ÉÄÅȟ ËÅÐÅÎÔÉÎÇÁÎ "ÁÒÁÔ ËÅ ÎÅÇÁÒÁ-

negara Non Barat demi memenuhi mesin-mesin hasrat 

kekuasaannya.  (Ibid.)  

                                                           
54

 Perumpamaan yang lain, jika yang pertama tidak beradab, sensual, dan 

malas, maka Eropa adalah peradaban itu sendiri, dengan nafsu seksual yang 

terkendalidan etik dominannya adalah kerja keras. Dan jika, Timur itu 

sttatis, Eropa dilihat berkembang dan selalu progresif. Atau Timur itu 

feminine, sedangkan Barat maskulin. (Ibid.: 14) 
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Post Scriptum: Dekolonisasi (Metodologi) dan Upaya Menuj u 

Ilmu Sosial yang Kontekstual  

Kini Barat sepakat dengan kami, bahwa ada banyak jalan 

menuju kebenaran, selain jalan Aristotelian, logika 

Thomistis, atau dialektika Hegelian. Tetapi, ilmu-ilmu 

sosial dan humaniora itu sendiri haruslah 

didekolonisasikan (terlebih dahulu ɀpen) ɀEngelbert 

Mveng dalam Wallerstein (1997: 86) 

 

Dengan meleburkan rasa dan emosinya dalam kertas kerja 

yang ia buat, poskolonialis Smith menulis (2005: xv): cara-cara 

penelitian ilmiah yang dilakukan para peneliti dan intelektual barat 

merupakan penyumbang dampak negative kolonialisme, 

menciptakan sejarah, serta realitas yang mengubur eksistensi 

other. Para peneliti dan intelektual Barat berasumsi mengetahui 

segala hal tentang bangsa terjajah hanya dari perjumpaan sesaat 

dengan salah seorang bangsa terjajah. Dan yang membuat 

tersengat lagi, tukas Smith, Barat mengklaim kepemilikan cara-cara 

bangsa terjajah dalam mengetahui tamsil bangsanya, lalu pada saat 

bersamaan menampik orang-orang yang menciptakan dan 

mengembangkan gagasan-gagasannya, bahkan mengetahui bahwa 

itu adalah miliknya. Lebih dari itu, Barat menolak kemungkinan 

bangsa terjajah bisa menciptakan budaya dan nation sendiri. 

Praktik-praktik yang berhubungan dengan abad silam ɀbahkan 

abad-abad sebelumnyaɀ tetap dipergunakan untuk menyangkal 

validitas klaim bangsa terjajah atas eksistensi, tanah, wilayah, 

maupun hak menentukan nasib sendiri (self-determination),  

melestarikan bahasa dan berbagai bentuk pengetahuan cultural, 

kekayaan alam, dan system kehidupan dalam lingkungan bangsa 

terjajah. 
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Cara pandang imperialism tersebut diabadikan melalui 

infiltrasi pengtahuan: menghimpun penduduk bangsa terjajah, 

mengklasifikasikan, dan merepresentasikan dengan segala macam 

cara Barat, lalu lewat kaca mata Barat dikembalikan lagi kepada 

Bangsa terjajah. Edward Said menyebut proses ini sebagai wacana 

ÂÁÒÁÔ ÔÅÎÔÁÎÇ ȬÙÁÎÇ ,ÁÉÎȭ (Other), yang didukung oleh institusi, 

penghargaan akademik, kosa kata, perumpamaan, doktrin bahkan 

juga birokrasi kolonial dan gaya kolonial. Menurut Said proses ini 

berlangsung antara lain disebabkan oleh pertukaran timbal balik 

yang simultan antara konstruksi sekolahan (scholarly construction) 

dan konstruksi imajinatif terhadap ide-ide tentang Timur (Orient). 

Konstruksi sekolahan di mata Said, ditopang oleh sebuah institusi 

korporasi yang mengeluarkan pernyataan tentang Timur dengan 

mengotori berbagai pandangan dan mendeskripsikannya lewat 

ajaran untuk menetapkan dan menguasai. (Smith, 2005: xvi-xvii)  

Dekolonisasi hadir sebagai kebutuhan dunia keilmuan 

Bangsa Koloni untuk melakukan dekonstruksi kesarjanaan Barat; 

ÌÅÂÉÈ ÊÁÕÈ ÌÁÇÉ ÕÎÔÕË ȰÍÅÍÅÒÄÅËÁËÁÎ ÄÉÒÉȱȢ $ÁÌÁÍ ÂÕËÕÎÙÁ ÙÁÎÇ 

telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, Dekolonisasi 

Metodologi, Smith (2005: 10) dengan antusiasi berujar, bahwa 

penggarapan ulang terus-menerus dampak imperialism dan 

kolonialisme merupakan aspek penting politik cultural bangsa 

terjajah yang akhirnya membentuk basis bahasa kritik.55 Smith 

                                                           
55

 Dalam kritik ini ada dua aliran besar. Yang pertama berpegang pada gagasan 

tentang otentisitas, waktu di mana bangsa terjajah masih utuh. Saat itu 

bangsa terjajah mempunyai otoritas absolute atas kehidupannya; mereka 

lahir dan besar dalam semesta yang sepenuhnya diciptakan sendiri. Adapun 

aliran yang kedua, bahasa kritik yang menegaskan bahwa mereka memiliki 

analisis , kenapa mereka bisa dijajah, apa makna dari hal itu terkait dengan 

masa lalu mereka dan apa pula makna bagi masa kini dan masa depan 

mereka. Kedua aliran tersebut saling beririsan, namun yang paling 

signifikan dalam wacana bangsa terjajah adalah solusi yang diajukan itu 
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menandaskan, sejarah yang diceritakan dari perspektif penjajah 

perlu diurai kembali.56 Sejarah merupakan aspek vital dari 

dekolonisasi; sebab dari sanalah kesadaran atas (pos)kolonialitas 

bermula. Sejarah adalah arena perebutan makna dan kuasa; 

karenanya diperlukan perebutan sejarah. Inilah proyek 

dekolonisasi yang dimaksudkan; sebuah proyek rekonstruksi 

sejarah. Dengan demikian, realitas objektif diyakini ke-naif-annya. 

Meminjam bahasa Purwo Santoso (2011), sejarah tidak dibiarkan 

ÂÉÃÁÒÁ ȰÁÐÁ ÁÄÁÎÙÁȱȟ ÎÁÍÕÎ ÄÉÓÁÄÁÒÉ ȰÁÄÁ ÁÐÁ-ÁÐÁÎÙÁȱȢ 

Jika kita kaitkan dengan pemikiran orientalisme-nya Said, 

salah satu poin terpentingnya adalah kekuasaan tidak bersifat 

univocal dan tidak hanya mewujud sebagai pembatasan dan 

ÐÅÍÁËÓÁÁÎȢ 0ÈÉÌÐÏÔÔ ɉςππσȡ ςςɊ ÍÅÎÇÕÔÉÐ 3ÁÉÄȟ Ȱ)ÎÔÉ ÐÅÎÄÁÐÁÔ ÓÁÙÁ 

adalah bahwa kita bisa memahami secara lebih baik kekuatan dan 

daya tahan berbagai system hegemonic, seperti budaya, ketika kita 

menyadari bahwa pemaksaan internal mereka atas para penulis 

ÄÁÎ ÐÅÍÉËÉÒ ÂÅÒÓÉÆÁÔ ÐÒÏÄÕËÔÉÆȟ ÔÉÄÁË ÓÅÃÁÒÁ ÓÅÐÉÈÁË ÍÅÎÇÈÁÍÂÁÔȱȢ 

Di sanalah ruang untuk melakukan pembongkaran terletak.  

Sebuah kajian yang bertahan menjadi pengetahuan dan kemudian 

ÄÉÁÎÇÇÁÐ ÓÅÂÁÇÁÉ ÓÕÁÔÕ ȬËÅÂÅÎÁÒÁÎȭȟ ÓÅÂÅÔÕÌÎÙÁ ÓÅÍÁÔÁ ÍÅÒÕÐÁËÁÎ 
                                                                                                                               

merupakan kombinasi dari masa sebelumnya, jaman penjajahan, dan masa 

sebelum itu, jaman pra penjajahan. Dekolonisasi merangkum kedua 

gagasan tersebut. 
56

 Smith coba mengikhtisarkan bagaimana sejarah berkumpul di sekitar 

rangkaian ide: 1) ide bahwa sejarah adalah wacana totalitas; 2) ide tentang 

adanya suatu sejarah universal; 3) ide bahwa sejarah adalah sebuah 

kronologi besar; 4) ide bahwa sejarah adalah soal perkembangan; 5) ide 

bahwa sejarah adalah tentang subyek manusia yang mengaktualisasikan 

diri; 6) ide bahwa sejarah dapat dituturkan dalam satu narasi koheren; 7) 

ide bahwa sebagai sebuah disiplin sejarah itu polos; 8) ide bahwa sejarah 

dikonstruksikan di seputar kategori biner; 9) ide bahwa sejarah itu 

patriarkal.(Simth, 2005: 20-24) 
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efek dari sebuah praktik diskursif; konstruksi sosial; yang tanpa 

sadar terus kita produksi dan reproduksi tanpa jeda (Philpott, 

2000: v-vi). Teks lantas bukan hanya soal menginformasikan (to 

inform), melukiskan (to describe), menjelaskan (to explain), dan 

menyampaikan (to deliver), tapi juga mencipta (to invent). Teks 

memberi batasan pengertian dan kemudian berhilir pada 

pertimbangan bagi formasi kekuasaan. Pun bukanlah titik akhir 

apalagi suatu kemestian dalam lintasan sejarah. Inilah perlunya 

membaca ulang (secara kritis), guna meruntuhkan kebenaran yang 

dianggap final tersebut, untuk kemudian memunculkan kebenaran 

baru versi subjek yang selama ini diobjektivikasi. Dalam bahasa 

Foucault, ini adalah bagian dari upaya teknologi diri (teknik-teknik 

penguasaan diri/techniques of the self). Yaitu upaya subyek untuk 

mengaktivasi dirinya.57 

 

Kontekstualisasi Ilmu  

Pada titik ini, setelah dekolonisasi metodologi diinisiasi-

kembangkan lebih lanjut, agenda selanjutnya adalah upaya 

indigenisasi ilmu sosial. Semacam upaya pengembangan sistem 

nilai dan pengetahuan lokal untuk dijadikan alternatif paradigma 

ilmu sosial yang lebih kontekstual. Baik sifatnya bagian dari 

genealogi pengetahuan berbasis lokal yang hendak diilmiahkan; 

sekaligus, indigenisasi sebagai bagian dari kontekstualisasi ilmu-

ilmu sosial yang berkembang kini dalam berhadapan dengan 

material dan semantik lokal. Dengan demikian orientasi 

pengembangan ilmu tak hanya menyangkut relevansi ilmiah 

namun juga relevansi sosial. Yang utama tak lagi persoalan benar-
                                                           
57

 Dekolonisasi metodologi sendiri bagi peneliti lebih merupakan sebuah 

pendekatan serupa dengan poskolonialisme hanya saja lebih menukik focus 

ke masalah ontology dan epistemologi ilmu, ketimbang satu instumen 

metodologis yang operasional.  
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salah (right or wrong/correct or incorrect)  semata. Tetapi lebih dari 

itu adalah kompatibilitas atau kecocokan 

ɉȭÃÏÍÐÁÔÉÂÉÌÉÔÙȾÓÕÉÔÁÂÉÌÉÔÙȭɊȠ bahkan lebih jauh lagi mengenai 

ȭËÅÇÕÎÁÁÎ ÁÔÁÕ ËÅÔÕÎÁÇÕÎÁÁÎȭ ɉȭÕÓÅÆÕÌÎÅÓÓ ÏÒ ÕÓÅÌÅÓÓȭɊȢ Karenanya 

lalu pendekatan spasio-temporal (kontekstual) menjadi relevan 

dikembangkan. 

Di Indonesia, gaung ilmu sosial kontekstual sebenarnya 

tidak benar-benar baru. Kemunculannya merupakan bagian dari 

gerbong alternative discourse ÁÔÁÓ ȬÐÅÍÂÁÎÇÕÎÁÎÉÓÍÅȭȟ ÙÁÎÇ 

lambat laun terbukti gagal memenuhi ambisinya. Ia hadir dalam 

dalam frame yang dinami ilmu sosial transformatif.58 Satu yang 

menarik, ilmu sosial transformatif awalnya lebih berkembang di 

ranah gerakan masyarakat sipil, seperti pada komunitas LSM/NGO, 

daripada di komunitas akademik (kampus). Spiritnya yang kritis, 

emansipatorik, dan transformatif sering dijadikan sandaran 

konseptual strategi aksi mereka ɀselain dalam rangka refleksi 

sekaligus memperoleh legitimasi ilmiah.59 Di antara teoretisi yang 

                                                           
58

 Ilmu dalam perspektif Aristoteles tak mengabdi pada pihak lain. Ilmu 

digeluti umat manusia demi ilmu itu sendiri. Sebagai kritik tajam kemudian 

dikenallah ucapan, ñprimun vivere, deinde philoshoporiò berjuanglah 

terlebih dahulu, baru boleh berfilsafat. Ilmu hadir untuk kepentingan umat 

manusia. Sehingga dengan tesis inilah, sebuah ilmu memiliki dasar tujuan. 
59

 Sebagaimana disampaiakn Fakih (2003: 6), berbagai teori sosial, ekonomi, 

politik, dan budaya lahir tidak saja dalam rangka pertarungan memberi 

makna terhadap suatu realitas sosial, tetapi juga berimplikasi pada 

perubahan sosial karena pada dasarnya perubahan sosial di bangun di atas 

pehaman teoritik dan suatu teori sangat berpengaruh dalam membentuk 

suatu program aksi di lapangan. Berangkat dari pemahaman ini, maka tak 

heran jika teori yang bersifat transformative, relative cepat berkembang di 

kalangan aktivis sosial.  
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sering dikutip adalah: Habermas60, Paulo Freire61, Ivan Illich62, 

Gustavo Guiterez63 (dengan pedagogi emansipatorik dan teologi 

pembebasannya)64. 

Sejumlah ilmuwan Indonesia sendiri terlibat dalam 

pengarusutamaan penerapan ilmu sosial transformatif ini. 

Menyebut beberapa nama diantaranya adalah: Muslim 

ÁÂÕÄÒÒÁÈÍÁÎȟ (ÉÄÁÙÁÔ .ÁÔÁÁÔÍÁÄÊÁ ɉÍÅÎÇÇÕÎÁËÁÎ  ÔÅÒÍÁ ȰÉÌÍÕ 

ÈÕÍÁÎÉËÁȱɊȠ !ÒÉÅÆ "ÕÄÉÍÁÎ ɉȰÉÌÍÕ ÓÏÓÉÁÌ ÙÁÎÇ ËÏÎÔÅËÓÔÕÁÌȱɊȠ 

                                                           
60

 Habermas secara sederhana membagi ilmu-ilmu sosial menjadi tiga 

paradigm: instrumental knowledge (positivism), paradigm interpretative 

(dengan dasar filasafatnya fenomenologi dan hermeneutic), serta paradigm 

kritik (critical/emansipatory knowledge). Paradigma yang disebutkan 

terakhir itulah yang memberikan legitimasi terhadap ilmu sosial 

pembebasan, yang tadinya dianggap ótidak ilmiahô tersebut. (Fakih, 2003: 

23-28) 
61

 Tugas teori sosial menurut Freire adalah melakukan apa yang disebutnya 

sebagai conscientizacao atau proses penyadaran terhadap system dan 

struktur yang menindas, yakni suatu system dan struktur ñdehumanisasiò 

yang membunuh kemanusiaan. Pemikiran Freire sangat dipengaruhi oleh 

konsep hegemoni Gramsci. Terkiat dnegan penggolongan kesadaran 

manusia, Freire menyebutny ada tiga: kesadaran magis (magical 

consciousness), kesadaran naïf (naival consciousnees), dan kesadaran kritis 

(critical consciousness). (Fakih, 2003: 29-31) 
62

 Hampir sama dengan Freire sebagaian tulisannya mem,bahas problem 

pendidikan yang sifatnya dehumanisasi. Illich menganggap sekolah adalah 

candu masyarakat. 
63

 Gustavo Guiterez (1973) merupakan salah satu tokoh teologi pembebasan. Ia 

mmberikan deskripsi atas terma tersebut merupakan suatu ñrefleksi  teologi 

yang lahir dari ungkapan dan pengalaman sert ausaha bersama untuk  

menghapus situasi ketidakadilan dan untuk membangun sutau masyarkat 

yang berbeda yang lebih bebas dan lebih manusiawiò. (dalam fakih, 2003: 

177-178) 
64

 Tentu di luar nama-nama yang disebutkan masih banyak teoritis lain yang 

tak kalah memebrikan pengaruh.  
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Francis Wahono (Tahun 80-an, Ia dikenal getol mempopulerkan 

ȰÔÅÏÌÏÇÉ ÐÅÍÂÅÂÁÓÁÎȱɊȠ ËÅÍÕÄÉÁÎȟ -ÕÂÙÁÒÔÏ ɉȰÉÌÍÕ ÓÏÓÉÁÌ ÙÁÎÇ 

ÍÅÍÂÕÍÉȰɊȠ +ÕÎÔÏ×ÉÊÏÙÏ ɉȰÉÌÍÕ ÓÏÓÉÁÌ ÐÒÏÆÅÔÉËȱɊȠ ÄÁÎȟ -ÁÎÓÏÕÒ 

Fakih (melalui buku-buknya yang mengeksplor paradigma kritis). 

Masing-masing konsep memiliki tekanan yang berbeda namun 

sama-sama mengusung spirit emansipatif yang perlu 

dikembangkan lebih lanjut [:]  
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BAB III  

PENDEKATAN POLITIK KLASIK DALAM ILMU 
POLITIK  

Muhtar HaboddinÑ 

 

 

 

 

Jika interpretasi mengharuskan kita melihat ilmu politik 

sebagai suatu keseluruhan, suatu corpus pemikiran, 

interpretasi juga merupakan suatu cara untuk memecah-

mecahkan agar berbagai bagiannya dapat ditangani. Hasilnya 

diharapkan merupakan suatu perspektif yang lebih manusiawi 

untuk mendampingi perspektif ilmiah. Syaratnya adalah 

sedikit kecerdasan, kesabaran yang lebih besar, dan terutama 

sekali, suatu sentuhan humor. 

-David Apter Pengantar Analisa Pilitik ;1988; 524-   

 

Perkembangan ilmu pengetahuan diwarnai oleh dua arus 

pemikiran besar yang saling berdebat. Perdebatan itu terjadi cukup 

lama dengan mengedepankan pertanyaan apakah ilmu 

pengetahuan berkembang secara kumulatif atau secara 

revolusioner? Sebuah pertanyaan penting yang senantiasa 

                                                           
Ñ
 Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP,Univ Brawijaya, Malang  
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menguras pikiran para ahli filsafat ilmu, sosiologi ilmu 

pengetahuan dan para peminat filsafat politik. Para ahli inilah yang 

bergumul tanpa henti, mencari dan memeriksa karya-karya klasik, 

dokumen, arsip atau bahkan membongkar pemikiran-pemikiran 

masa lalu yang pernah dominan dalam kurung waktu tertentu. 

Hasil akhir dari percarian dan pergumulan mereka mengenai 

perkembangan ilmu, ternyata tidak saling menyapa satu sama lain 

dalam artian positif melainkan saling bersaing menurut versi 

masing-masing. 

 -ÏÈÔÁÒ -ÁÓȭÏÅÄ ÄÁÌÁm bukunya Ilmu Hubungan 

Internasional: Disiplin dan Metodologi, secara jeli menulis dan 

memberi penilaian dua perdebatan itu dengan menampilkan 

pemikir dan sekaligus filsuf kelahiran Wina, Karl Popper (1902-

1994). Bagi Popper, ilmu pengetahuan itu berkembang secara 

rasional dan kumulatif, yaitu melalui proses falsifikasi dan 

penemuan baru. Dalam proses ini teori-teori dalam bidang 

keilmuwan yang bersangkutan terus menerus dihadapkan pada tes 

falsifikasi dan semakin banyak teori-teorinya yang lulus tes 

falsifikasi semakin maju ilmu tersebut. Begitu pula sebaliknya, 

semakin sedikit teori-teori yang lulus tes falsifikasi, tidak dianut. 

Dengan demikian, keputusan  seorang ilmuwan untuk mendukung 

atau menolak suatu teori yang didasarkan pertimbangan objektif, 

yaitu apakah teori ilmu lulus atau tidak65. 

 Pendapat Popper tersebut, senapas dengan gagasan George 

Ritzer dan Douglas Goodman. Dalam bukunya yang berjudul Teori 

Sosiologi Modern, Ia menulis sebagai berikut: 

menurut pandangan orang awam dan kebanyakan ilmuwan 

mengatakan bahwa kemajuan ilmu terjadi secara kumulatif, 
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 Mohtar Masôoed.  Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, 

(Jakarta: LP3ES, 1994), hlm.11. 
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setiap tahap kemajuan tanpa terelakkan di bangun di atas 

seluruh kemajuan yang telah dicapai sebelumnya. Ilmu yang 

mencapai tingkat kemajuan yang sekarang melalui kenaikan 

atau tambahan pengetahuan yang terjadi secara terus-

menerus. Demikianlah ilmu pengetahuan mengalami 

kemajuan ketingkat yang lebih tinggi66. 

Pandangan Karl Popper, George Ritzer dan Douglas 

Goodman yang melihat perkembangan ilmu dengan cara kumulatif, 

ditentang habis oleh Thomas Kuhn, sang penulis buku legendaris 

The Structure of Scientific Revolutions (1962). Kuhn menentang 

konsep yang menyatakan perkembangan ilmu pengetahuan terjadi 

secara kumulatif. Menurutnya pandangan demikian itu mitos yang 

disebarkan-luaskan oleh buku-buku teks sebelumnya yang selalu 

vested interest untuk menampilkan citra yang masuk akal tentang 

bidang studi mereka. Lebih lanjut, Kuhn, mengatakan kenyataan 

sejarah tidak mendukung konsepsi Popper itu. Pandangan Kuhnian 

menunjukkan bahwa ilmu lebih banyak berkembang melalui 

ȭkesepakatanȭ ÐÁÒÁ ÉÌÍÕ×ÁÎÎÙÁȢ  !ÐÁËÁÈ ÔÅÏÒÉ ÄÉÔÅÒÉÍÁ ÁÔÁÕ ÄÉÔÏÌÁË 

ternyata bukan ditentukan semata-mata oleh pertimbangan 

rasional, yaitu kekuatan logikanya, tetapi lebih banyak ditentukan 

oleh pertimbangan irrasional, yaitu kesepakatan dalam komunitas 

ilmuwannya.67  

 Sanggahan Kuhn terhadap Popper mengenai 

perkembangan ilmu pengetahuan patut diberi tiga catatan penting. 

Pertama, dari perdebatan mereka, kita bisa mengetahui 
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 George Ritzer dan Douglas Goodman Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: 

Prenada Media, 2003), hlm. A-12; Lihat pula George Ritzer Sosiologi Ilmu 

Pengetahuan Berparadigma Ganda, (Jakarta: Rajawali,1985), hlm. 4; Ian 

Crain. Teori-Teori Sosial Modern, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada), 

1994. 
67

 Mohtar Maosôed., op.cit. hlm.11. 
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perkembangan ilmu pengetahuan dari dua sisi yang berbeda dan 

saling berlawanan/bertentangan. Kedua, perbedaan cara pandang 

menunjukkan bahwa latar belakangan keilmuwan sang tokoh 

berpengaruh secara signifikan dalam melihat persoalan. Kuhn 

menjelaskan ilmu pengetahuan dengan pemahaman ilmu alam, 

empirik. Sementara Popper lebih menekankan filsafat ilmu, dan 

normatif. Ketigaȟ ÃÁÒÁ ÂÅÒÐÉËÉÒ +ÕÈÎ ÂÅÒÁÎÇËÁÔ ÄÁÒÉ ȭÆÁËÔÁȭ 

ÓÅÍÅÎÔÁÒÁ 0ÏÐÐÅÒ ÂÅÒÁÎÇËÁÔ ȭÔÅÏÒÉȭȢ !ÔÁÕ ÍÅÍÉÎÊÁÍ ÉÓÔÉÌÁÈ -ÏÈÔÁÒ 

-ÁÓȭÏÅÄȟ +ÕÈÎ ÓÁÎÇÁÔ ÐÅÒÃÁÙÁ ÐÁÄÁ ȭpenelitian dahulu baru teori ȭ 

sedangkan Popper malah sebaliknya yakni ȭÔÅÏÒÉ ÄÁÈÕÌÕ ÂÁÒÕ 

penelitianȭȢ 

 Dari dua model cara berpikir di atas menunjukkan bahwa 

ËÅÒÁÎÇËÁ ÐÉËÉÒ 0ÏÐÐÅÒ ÙÁÎÇ ÍÅÎÇÅÄÅÐÁÎËÁÎ ȭÔÅÏÒÉ ÄÁÈÕÌÕ ÂÁÒÕ 

ÐÅÎÅÌÉÔÉÁÎȭ ÙÁÎÇ ÄÉÁÎÕÔ ÏÌÅÈ ÐÅÍÉËÉÒ ÐÅÎÄÅËÁÔÁÎ ÉÌÍÕ ÐÏÌÉÔÉË ËÌÁÓÉËȢ 

Penganut pemikir klasik sangat mementingkan teori ketimbang 

data; berpikir deduktif; studinya sangat normatif dengan 

memusatkan pertanyaan yang bersifat das sollen (apa yang 

seharusnya).  Sebagai ilustrasi pendekatan politik klasik bergerak 

dari idealis ke empirik. Dan, Plato merupakan ilmuwan yang 

konsistensi menggunakan pendekatan normatif dalam uraiannya 

mengenai negara yang ideal.68 

Tulisan ini ingin membedah metodologi pendekatan politik 

klasik dengan menampilkan beberapa bagian. Mulai dari teori 

dahulu-baru penelitian, berpikir deduktif dan normatif, apa yang 

menjadi objek kajiannya, lalu ditutup dengan implementasi 

pendekatan klasik di Indonesia.  
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 A. Hoogerwerg Politikologi, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm.22. 




